BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa agar dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara efisien,
terbuka, kompetetif sesuai dengan prinsip-prinsip dan
etika pengadaan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun
2015; t

Undang-Undang Nombr 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Penyusunan dan Penerapan  Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Fengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah schagaimana telah
beberapakali  diubah terakhir dengan  Peraturan
Presiden Nomeor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9533);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20056
ternitang  Pedoman  Pengelola  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layvanan Pengadaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
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Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111):

. Peraturan Kepala Lembaga kebjjakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tenlang Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237) :

Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1238):

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012
tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 16);

Peraluran Menteri Pekerjaan Umum Nomaor
14/PRT/M /2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tenlang
Slandar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 326):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58)

El

. Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemecrintah Nomor 18 Tahun 2014
tentang Daltar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berila Negara Tahun 2014 Nomor 12286):;
Peraluran  Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemecrintah Nomor 19 Tahun 2014
tenlang Pembayaran Presiasi Pekerjaan pada Pekerjaan
Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1732);



23, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri
Dy,

24, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri
D); :

1]
o

. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi Pernerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupalen
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2008 Nomer 07 Seri D) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemernntahan Daeralh dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2015,
BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini, vang dimaksud dengan:

1.

)

(5]
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Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom
schagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupau adalah Bupati Cianjur.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah
vang bertanggung jawab kepada Bupal dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnva disingkat OPD adalah
orgamsast perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur sclaku Pengguna Anggaran.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Dacrah Kabupaten
Cianjur,

Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan atau Kantor adalah
unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
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Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, yang sclanjutnya
disingkatt BLPBJ adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas
membantu  Bupati  dalam menvelenggarakan penyvusunan  dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peclayanan dan pembinaan
pengadaan barang/jasa.

Pegawai Negeri Sipil, vang sclanjutnya disingkat PNS adalah Pegawail
MNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemeérintahan daerah yvang
dibahas dan disetujui bersama cleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, vang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh organisasi perangkat daerah yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya scluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa.

Pengguna Anggaran, vang sclanjutnya disingkat PA adalah Kepala OPD
sebagai  pemegang kewenangan penggunaan  anggaran  untuk
melaksanakan tugas pokok dan lungst OPD vang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Angegaran, vang selanjutnyva disingkat KPA adalah
pejabat  vang diberi kuasa dengan  Keputusan Bupati  untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi OFPD.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang Kkewenangan
penggunaan barang dan/atau jasa mihk negara/daerah di masing-
masing OPD, yvaitu Kepala OPD.

Pejabal Pembuat Komitmen, yvang selanjutnya disingkat PPK adalah
pojabat yang diangkat oleh PA/KPA vang bertanggungjawab alas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

kelompok Kerja BLPBJ, yang selanjuinya  disebul Polkja adalah
kelompok kerja pada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa vang
terdiri atas personil vang memiliki sertilikat keahlian  pengadaan
barang/jasa yvang mempunyai tugas melaksanakan pemilihan penvedia
barang/jasa.

Pejabal Pengadaan adalah personil yvang memiliki sertifikat keahhan
pengadaan barang/jasa vang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan
langsung, vang diangkal oleh PA/KPA.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat vang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

Aparat Pengawas Intwrn Pemerintah atau pengawas intern pada
institusi lain, vang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisast.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau crang perseorangan

vang menvediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya.
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Panitia Penelill pelaksanaan kontrak adalah panitia yvang dibentuk oleh
FA/KPA  untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan
penelitian dokumen kontrak apabila terjadi perubahan yvang sifatnya
mendasar setelah kontrak ditandatangani.

Direkst Lapangan adalah tim pendukung yvang dibentuk/ditetapkan
olch PPK, terdiri dari 1 (salu) orang atau lebih, vang ditentukan dalam
syaral-syaral khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan.

Direlksi Teknis adalah tim pendulkung yang ditunjuk/ditetapkan cleh
PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yvang sclanjutnya disingkat PPTK
adalah pegabat vang ditunjuk eleh PA/KPA untuk melaksanakan/
mengendalikan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program scsuai
dengan bidang tugasnva.

Pelaksana Kegiatan, vang selanjulnya disingkat PK adalah pejabat vang
ditunjuk  oleh PPK  untuk membantu  PPTK  melaksanakan/
mengendalikan  satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesual dengan bidang tugasnva,

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut
dan terdiri dari seckumpulan tindakan pengerahan sumber dayva berupa
personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinast dari beberapa atau kesemua jenis sumber dava tersebut
sebagal masukan (input] untuk menghasilkan keluaran (outpui) dalam
bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran
vang tersedia.

Pakta Integritas adalah surat pernyvalaan vang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam
pengadaan barang/jasa.

Pakel Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur vang memberikan
keluaran (ouwtput] berupa barang/jasa dengan [ungsi  tertentu,
dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan
penunjang berjalannya kegiatan.

Barang adalah sctiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak vang dapat diperdagangkan, dipakai
dipergunakan atau dimanflaatkan oleh Pengaguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layvanan prolesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagal bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lainnva adalah jasa yvang membutuhkan kemampuan tertentu
yvang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola vang telah dikenal luas di dunia ussha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penvediaan jasa
selain jasa  konsultansi, pelaksanaan pekerjaan  konstruks: dan
pengadaan barang.



34t

S103

41,

42.

a0,

~]

Industri Kreatil adalah industri vang berasal dari pemanfaatun
kreaufitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakar individu untuk
menciptakan  kesejahteraan  serta  lapangan  pekerjaan  melaluj
penciptaan dan pemanfaatan dayva kreasi dan dava cipta.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh OPD sehagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyvarakat,

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yvang selanjutnva disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penvedia barang/jasa
atau pelaksana swakelola,

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yvang ditetapkan oleh kelompok
kerja pejabata pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan vang
harus ditaati oleh para pihak dalam proges pengadaan barang/jasa.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi
di bidang pengadaan barang/jasa.

Pelelangan  Umum  adalah metode pemilihan  penyedia barang/
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan vang dapat
ditkuti olch semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
vang memenuhl syarat,

Pelelangan  Terbatas adalah  metode pemilihan  penyvedia barang/
pekerjaan  konstruksi  dengan  jumlah  penyedia  yang mampu
melaksunakan divakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan  penyedia  barang/
jasa  lainnya  untuk pekerjaan yang  bernilai  paling  tingg
Rp 5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah).

Pemilthan Langsung adalah metode pemilihan penvedia pekerjaan
kKonstruksi  untuk  pekerjaan vang  bernilai paling Linggl
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seleksi Umum adalah metode pemilihan penvedia jasa konsultansi
untuk pekerjaan yang dapat diikuti olch semua penvedia jasa
konsultansi yvang memenuhi syarat.

Scleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi
untuk jasa konsultansi yang bernilai paling Unggi Rp 200.000.000,00
{dua ratus juta rupiah).

Sayembara  adalah  metode  pemilihan penyedia jasa  yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu
vang harga/biayanya tidak dapal dilctapkan berdasarkan harga
satuarn.

Kontes  adalah  metode  pemilihan penyedia barang  vang
memperlombakan barang/benda tertentu vang tidak mempunyai harga
pasar dan yang harga/biayanyva tidak dapat ditetapkan berdasarkan
Marga saluan,

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penvedia barang/jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penvedia barang/jasa.



a0,

h

e N

Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada
penvedia barang/jasa, tanpa melalui  pelelangan/seleksi/penunjukan
langsung.

Sertifikat  Keahlian  Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda buko
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan prolesi
dibidang pengadaan barang/jasa.

Usaha Mikro adalah usaha produkul milik orang perseorangan
dan/atau badan usaha yang memenuhi  kriteria usaha mikro
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktifl yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan alau badan usaha vang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar vang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah,

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan vang memerlukan teknologi
tingal, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan vang didesain
khusus dan/atau pekerjaan  vang nernilai dir atas Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupial).

Pengadaan secara elektrontk atau E-Procurement adalah pengadaan
barang/jasa vang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik scsual  dengan  kelentuan
perundang-undangan vang meliputl e-Tendenng dan e-Seleksi.

Layanan Pengadaan Secara Elekitronik, vang selanjutnya disingkat
LPSE adalah unit kerja OPD vang dibentuk untuk menyelenggarakan
sistem  pelayvanan pengadaan barang/jasa secara elektromk i
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

E-Tendering adalah tata cara pemilinan penvedia barang/jasa yang
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penycedia
barang/iasa vang terdaltar pada sistem pengadaan secara elektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang
telah ditentukan.

E-Seleksi adalah melode pemilihan penvedia jasa konsultansi secara
elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat dikut oleh semua
penyedia jasa konsultansi vang memenuhi svarat.

Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi clektronik
vang memuat daftar, jenis, spesilikasi tcknis dan harga barang tertentu
dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah,

E-Purchasing adalah tata cara pembelian burang/jasa melalul sistem
katalog elektronilk.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
clektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa sccara
nasional vang dikelola oleh LKPP.



o

Portal e-Procurement Pemerintah Dacrah, vang selanjuinva disebut
Portal e-Procurement adalah sistem informasi e-Procurement berupa
program komputer berbasis web vang dikelola oleh layanan pengadaan
secara clektronik.

60. Sural Jaminan, vang sclanjutnva disebut Jaminan adalah jaminan
tertulis  vang  bersifat  mudah  dicairkan  dan  tidak  bersyarat
(unconditional), wvang dikeluarkan oleh Dbank umum/perusahaan
penjaminan/perusahaan asuransi vang diserahkan cleh penyedia
barang/jasa kepada PPK/POKJA untuk menjamin terpenuhinva
kewajiban penvedia barang/jasa.

61. Pembinaan Usaha adalah upaya vang dilakukan untuk mewujudkan
terlaksananya belanja langsung.

62. Kemitraan Usaha adalah kerjasama usaha antara penvedia barang/
jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung Jawab vang jelas,
berdasarkan kescpakatan bersama vang ditvangkan dalam perjanjian
tertulis.

63. Pengawasan adalah proscs kegiatan vang ditujukan untuk menjamin
agar pelaksanaan belanja daerah berjalan sccara elisien dan efektl
sesual dengan rencana dan kelentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

54, Rencana Mulu Pekerjaan Konstruksi, yvang selanjutnya disingkat RMPK
adalah petunjuk teknis yvang akan dilaksanakan oleh PPK dan PPTK
dalam melaksanakan pekerjaan sesual beban kerja vang menjadi
tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud ditectapkannva petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa
adalah untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pengadaan
barang/jasa agar dapal dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan
etika pengadaan.

(2] Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa
adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/
jasa, agar hasil dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui
pengadaan barang/jasa sccara kuantilas dan kualitas dapal tercapai
sesuai dengan rencana dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

uang lingkup pectunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa mencakup
pengaturan dan prosedur pelaksanaan untuk:

a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Clanjur

¥
vang pembiayaannya sebagian atau  scluruhnya dibebankan  pada
APBN/APBD;
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b. Kegiatan vang meliputi penyusunan rencana. pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, monitoring, serta evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

BAB Il
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG /JASA
Bagian Kesatu
Tata Cara dan Jenis Pongadaan Barang/Jasa
Pasal 4

(1) Tata cara pengadaan barang/jasa yang dananyva sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, pinjaman dalam negeri vang
diterima Pemerintah Dacrah, dan pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN),
mengacu Kepada Peraturan Presidenn Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah beberapakali
divbah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintaly,

(2} Apabila terdapat perbedaan antara kelenluan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dengan ketentuan pengadaan
barang/jasa yang berlaku bagi pemberi pinjaman/hibah luar negeri,
para pihak yvang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat
menyepakatl tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui:
a. swakelola;
b, pemilthan penyedia barang/jasa.

(4) Jenis pengadaan barang/jasa meliputi:
d. barang:
b, pekerjaan konstruksi;
¢ jasa konsultansi,
d. jasa lainnya,

Bagian Kedus
Orgamsas Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 5

(1) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penvedia
barang/jusa lerdir atas :
a. PASKPA;
b, PPK;
c: BLPBJ;
d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
e. Pamtia/Pejabatl Penerima Hasil Pekerjaan;

(2) Orgamisas pengadaan barang/jasa uniluk pengadaan melalu swakelola
terdiri atas:
a. PAJKPA;
b, PPK;
o, BLPEJ:
d. Pejabal Pengadaan/Tim Pengadaan;
¢. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekeriaan.



(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat subagaimana discbut pada
avat (1) dan ayat (2} tudak terikat tahun anggaran

(4) PA/KPA dan PPK apabila diperlukan dapat dibantu oleh tim weknis dan
tim pendukung vang banyvaknyva disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan:

e,

b,

Tim Teknis dapat terdin dari:

1. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;

2, Tim Uji Coba, dan lain-lain.

Tim Pendukung dapat Lerdir dari

1. PPTIK;

2, Dhreks: Lapangan;

3. Dircksi Telknis;

4, Konsultan Pengawas, dan lain-lain.

Untuk pengadaan barang/jasa melalui swakelola um pendukung
dapat terchri dari:

1.. PPTK;
2. Tim Swakelola, dapat terdir dar;
4] Tim Perencana;
) Tim Pelaksana; dan
¢} Tim Pengawas
Bagian Ketiga
A,

Pasal &

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PA mempunyal tugas dan
kewenangan:

i

b,

i
=

Menclapkan rencana umum pengadeaarn:

Mengumumkan secara luas rencana umum  pengadaan  paling
kurang di website Pemerintah Dacrah;

Menctapkan PPK;

Menetapkan pejabat pengadaan;

Menetapkan panitia/ pejabat pencrima hasil pekerjaan;

Menetapkan:

1} Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/

jusa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000,000.000,00 (seratus
milvar rupiah}; alau

()
—

Pemenang pada seleksi atau penvedia pada penunjukan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah].

Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Menyampaikan  laporan  keuangan  sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;



(2

(1)

(2]

(3]

{4)

(6]

i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK  dengan Pokja/pejabat
pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

- Mengawasi penvimpanan dan pemeliharaan  seluruh  dokumen

pengadaan barang/jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avatl
(1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

a. Mcnetapkan Um teknis, antara lain terdiri dari:
1. Panitia/Pecjabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
2 Tim Uji Coba.

b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui
savembara / kontes,

Bagian Keempat
KPA
Pasal 7

Berdasarkan pertimbangan besaran beban pekerjaan, besaran jumlah
uang yang dikclola, kompetensi, rentang kendali organisasi, kemampuan
PA melakukan pengawasan dan pengendalian dan lokasi pekerjaan serta
pertimbangan obyektil lainnya, PA dapat mengusulkan kepada Bupati
untuk melimpahkan schagian kewenangannya kepada 1 (saru) atau
beberapa orang pejabat pada unit kerjanva selaku KPA,

Pejabat pada unil kerja yang dapat diusulkan oleh PA sebagai KPA
kepada Bupat dianlaranya adalah:

@, Asisten/Kepala Bagian pada Sekretariat Dacrah dan Kepala Bagian
pada Sekretariat DPRD;

b, Repala UPTD/UPT/Balai/Seckretaris/Kepala Bidang pada Dinas/
Badan/ RSUD.

Pelimpahan kewenangan PA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

permerintah dacrah untuk dana APBD kepads KPA ditctapkan dengan

Keputusan Bupatl.

KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh
PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnva atas usul
Bupati.

Kewenangan PA dalam proses pengadaan barang/jasa vang tidak dapat
dilimpahkan kepada KPA adalah:

a. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

b, Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada
penunjukan - langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dengan nilal di atas Rp. 100.000.000.000,00
(seralus miliar rupiah);

¢, Menetapkan pemenang pada seleks! atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nila di
alas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kewenangan PA dalam proses pengadaan barang/jasa vang lidak dapal
dilimpahkan kepada KPA vang bertindal sebagai PPK adalah:



(7]

(1)
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Menyelesaikan  perselisihan  antara  PPK dengan  Pokja/Pejabat
Pengadaan atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Memberikan sanksi pencantuman dalam daltar hitam pada paket
kegiatan terkait;

Menyatakan pelelangan/scleksi/pemilihan langsung gagal;

Menyelujui penggunaan metode penunjukan langsung, dalam hal
pelelangan/seleksi/ pemilihan langsung ulang gagal.

Pelimpuhan kewenangan PA kepada KPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam hal pengelolaan keuangan daerah meliputi:

ol

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

Melaksanakan anggaran unit kerja vang dipimpinnya;
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU:
Mengawas) pelaksanaan anggaran unit kerja vang dipimpinnya;

Melaksanakan tugas-tugas KPA [ainnve berdasarkan kuasa vang
dilimpahkan nleh PA.

Dalam pengadaan barang/jasa, KPA sebagaimana dimaksud pada avat
(3], sckaligus bertindak sebagai PPK.

i

Bagian Kelima
PPK

Pasal 8

FPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan schagai herikut

el

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa vang
meliputi:

1} Spesihikasi teknis barang/jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
3] Rancangan kontrak.

Mererbitkan sural penunjukan penyedia barang/jasa;

Menyeiujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat
perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;

Melaksanakan kontrak dengan penvedia barang/jasa;
Mengendalikan pelaksanaan konuiral;

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan  barang/jasa
kepada PAJKPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/
KPA dengan Berita Acara Penyerahan:

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaon kepada PAJKPA  setiap
triwulan;



1. Menvimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
JC ALl arang/jasa.
engadaan barang/jasa

(2] Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avan
{1}, dalam hal diperlukan PPK dapat:

a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
1) Perubahan pakel pekerjaan:
2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

i, Menetapkan tim pendukung, antara lain terdiri dari:
1] PPTK:
2) Dircksi Tekms/ Lapangan;
3) Pelaksana Kegiatan;
4] Konsultan Pengawas;
3] Tim pelaksana swakelola;

6} Dan lam-lamm vang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan
jenis pengadaannye.

c. Menctapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk
nembantu pelaksanaan tugas Pokja;

d. Menetapkan besaran uvang muka vang akan dibavarkan kepada
penyedia barang/jasa,

(2) PPK merupakan pejabat yvang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan
pengadaan barang/ jasa,

(4} Dalam hal kegiatan pada OPD vang lidak memerlukan KPA, maka PA
berundak sebagay PPK.

(3) Untuk ditctapkan sebagal PPK, harus memenuhi persvaratan sebagai
berikut:

d. Memiliki mmtegritas;
b, Memiliki disiplin unggi;

¢. Memnliki tanggung jawab dan kualifikast teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas;

d. Mampu mengambil keputusan, hertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
korupsi, kolusi dan nepotisme;

. Menandatangani pakta integritas;

[, Tidak menjabat scbhagal pejabat penandatangan Surat Perintah

Membavar (SPM) atau bendahara, dikecualikan PA/KPA yang

bertindak sebagal PPK;

Memiliki sertifikal keahlian pengadaan barang/jasa, dikecualikan

PA /KPA vang bertindak scbagai PPK.

i

(6) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) hurul ¢,
acdalah:
a. Berpendidikan paling kurang 31 dengan bidang keahlian yang
sedapat mungkin sesual dengan luntutan pekerjaan;
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(2]
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¢

b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibal secara
akiil dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
Memiliki kemampuan kerja  sccara berkelompek  dalam
melaksanakan sectiap tugas/pekeraannva.

L

d. Dalam hal jumlah pegawail negeri yvang berpendidikan 81 terbatas,
dapat diganti dengan pegawal negeri paling kurang golongan ruang
I/«

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat

perintah kerja/surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila

belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat
mengakibatkan dilampauinva batas anggaran yang terscdia untuk
kegiatan vang dibiayai dari APBN/APBD.

PPK dilarang memberikan ganti rugl kepada peserta Pelelangan/

Seleksi/Pemilihan  Langsung  bila  penawarannya  ditelak  atau

Pelelangan / Seleksi/Pemilihan Langsung dinvatakan gagal.

Bagian Keenam
BLPEJ
tasal Y

BLPBJ merupakan unsur pendukung  tugas Bupati di  bidang

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa.

BLPBJ schagaimana dimaksud pada ayal (1) dipimpin ¢leh scorang

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalul Sekretaris Daerah.

Unsur-unsur arganisasi BLPBJ adalah sebagat berikut:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Badan;

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;

c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang,
Pokja dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Tugas Pokok dan Fungsi BLPBJ

Pasal |0
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¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas scsuat dengan linglup tugasnva.

(3} Pelaksanaan tueas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tuegas
dan [ungsinya.

4 s

Bagian Kedelapan
Tugas dan Kewenangan Kepala BLPBJ

Pasal 11

(1) Tugas dan kewenangan Kepala BLP[R. meliputi:

i,

Perumusan kebijakan teknis dj bidang pelayanan dan pembinaan
pengadaan barang/jasa;
Penetapan program, rencana xegialan dan anggaran BLPR.J

¥

op

wewenang dan langgung jawabnyva;

Penyelenggaraan pelayanan pengadaan  barang/jasa yvang menjadi

Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan  layanan pengadaan
barang/jasa;

Pengicoordinasian  penyusunan  dan penyampaian  pengumuman
rencana umum pengadaan barnr:g,-"jus:x:

Pengkoordinasian penyelengearaan pelayanan pengadaan di bidang
pengadaan barang/jasa, pengembangan pengadaan serta
pengelolaan data dan informas; pengadaan;

Pemberian dukungan atas penvelenggaraan pemerintab daerah di

Tt

bidang pelayanan dan pembinaan pengadasn barang/jasa;
Pelaksanaan pengawasan seluruh keglatan pengadaan barang/jasa

dan melaporkan apabila ada penyimpungan  dan/atau  indikasi
penyimpangan;

Pengkoordinasian  fasilitasi penvedizan  pejabat  peneadasn bagi
berangkat daerah, BUMD maupun embaga lainnva vane belun
t_‘.l X E? . - e
memiliki pegawal vang bersertifilot keahlian pengadaan baran /iasa;

= o 3 e P I,

Mclaksanakan  pengembanean  dan pembinaan  sumber  daya
mariusia;

Penugasan/penempatan/pemindahan angaota  Kelompok  Kerja
o ¥
sesual dengan beban kerja masing-masing Pokja;

Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di
BLPBJ kepada Bupati, apabila terbuktl melakukan pelanggaran
peraturan  perundang-undangan dan/atau korupsi, kolusi dan
nepotisme;

m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan BLPRJ,
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Dalam penvelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa scbagaimana
dimalksud dalam avat (1} hurul ¢, untuk pelaksanaan proses pemilihan
penyvedia barang/jasa pada BLPRJ dibentuk Pokja.

Bagan Kesepuluh
Pokja/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 12

Pelaksanaan proscs pemilihan penyedia  barang/jasa pada BLPBJ
dilakukan oleh Pokja.

Keanggotaan Pokja wajib ditetapkan untuk:

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jdasa lainnya dengan nilas
di atas Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiahl);

b. Pengadaan Jasa Konsullansi dengan, nilai di atas Rp.50.000.000,00
(hma puluh juta rapiah).

Anggota Pokja berjumiah gasal beranggolakan paling kurang 3 (uga|
arang dan dapat ditambah sesual dengan kompleksitas pekerjaan.

Susunan Anggota Polkga sekurang-kurangnyva terdiri:
a. Ketua

b, Sekretaris

c. Anggola

Personil anggota Pokja berasal dari pegawai negeri baik dari unsur
BLPBJ sendiri maupun unsur QFPD lain vang memenuhi persyvaratan
menjadl anggota kelompok kerja sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlalou.

Pejabat struktural pada BLPBJ dapat menjaci Anggota Pokja.

Penentuan personil anggolta Pokja ditelapkan oleh Bupall atas usul

kepala BLPB..

Polga sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat dibantu oleh tim atau

tenaga ahli pembern penjelasan leknis.

Dikecualikan dari ketentuan pada avat (3), untul:

a. Kelompok  masyarakat  pelaksana swakelola, Polga/pejabat
pengadaan dapat berasal dari bukan pegawal negeri;

b. Lembaga/institusi pengguna APBN/APBD vang memiliki
keterbatasan pegawal yvang berslatus pegawal negeri, Pokja/pejabat

pengadaan dapat berasal dar pegawai retap  lembaga/institus
tersebut vang bukan pegawai negeri.

Pasal 13

Paket pengadaan  barang/pekerjaan  konsiruksi/jasa  lainnya  yvang

bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah] dapat
dilaksanakan oleh Pokja atau Pejabat Pengadaaan.

(2} Paket  pengadaan  jasa  konsultansi  yvang  bernilal  paling  tingg

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)l dapat dilaksanakan oleh
Pokja atau Pejabatl Pengadaan.
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(3) Pengadaan  langsung  dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabal
Pengadaan.

(4) Pejabat pengadaan berasal darl pegawai negeri dart unsur OPD sendiri
maupun unsur OPD lain yang memenuhi persvaratan menjadi pejabat
pengadaan sesual  dengan  peraturan  perundang-undangan vang
berlaku.

T

Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayal (4) ditunjuk dan
ditetapkan olech PA/KPA.
Bagian Kescbelas
Persyvaratan Anggota Pokja/Pejabat Pengadaan
Pasal 14

(1) Anggota Pokja/Pcjabat Pengadaan harus memenuhi persvaralan sebagal
berikut: '

a. Memiliki integritas, disiplin  dan  langgung  jawab  dalam
melaksanakan lugas;

b. Memahami pekerjaan vang akan diadakan;

¢, Memahami jenis pekerjaan  lertentu yang menjadi tugas
Pokja/Pejabat Pengadaan vang bersangkuian;

d. Memahami isi dokumen, metode dan proscdur pengadaan;

e. Memiliki sertifikal keahlinn pengadaan barang/jasa sesual dengan
kompetenst yang dipersyaratkan;

[, Menandalangani pakta integrilas.

(2] Dalamm  hal pengadaan  barang/jasa  bersifat khusus  dan/atau
memerlukan keahlian khusus, Pokja/priabat  pengadaan dapat
menggunakan tenaga ahli vang berasal dari pegawal negeri atau swasta.

(3} Anggola Pokja/pejabal pengadaan dilarang menjabal sebagai:
a. PPI;
b Pegjabatl penandatangan SPM;
. Bendahara: dan
d, Aparat Pengawas Intern Pemerintal [(APIP), lerkecuali menjaci
anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan untuk pengacdaan
barang/jasa vang dibutuhkan instansinya.
Bagian Keduabelas
Tugas dan Kewenangan Pokja/Pejabal Pengadaan
Pasal 15
(1) Tugas pokok dan kewenangan Polga/ Peiabal Pengadaan adalah:
(1) Tugas | {54 Jel [ TG 4
a. Menvusun rencana pemilihan penvedia barang/jasa,
b. Menetapkan dokumen pengadaan;

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
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Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website
Pemerintah  Dacrah  dan  papan  pengumuman  resmu untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional;

Menilai kualilikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascalkualifikasi;

Melakukan evaluasi administrasi, leknis dan harga terhadap
penawaran yvang masuk;

Khusus untuk Pokja:

1) Menjawab sanggahan;
2) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

al Pelelangan atau  penunjukan  langsung untuk  paket
pengadaan barang/pekerjnan konstruksi/jasa lainnva vang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiahl);

b} Seleks: atau penunjukan langsung untuk pakel pengadaan

jasa kansultansi vang hernilai paling tinggi
Rp. 10.000,000.000,00 {(sepulubh miliar rupiah).

3) Menyvampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan
penvedia barang/jasa kepada PPK;

4] Menvimpan dokumen ashi pemilihan penvedia barang/jasa;
) Membuat laporan mengenal proscs pengadaan kepada Kepala

BLPE.l.

Khusus pecjabat pengadaan:
1} Menetapkan penyedia barang/jasa untulk:
o v I

al Pengadaan langsung urntuk pakel pengadaan
barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnya  vang  bernilai
paling tinggi Rp.200.000.000,00 [dua ratus juta rupiah);

b Pengadaan langsung untuk paker pengadaan jasa konsultanst
vang bernilal paling tinggi Rp. 530.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

2] Menyvampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan
penyvedia barang/jasa kepada PPR;

3] Menverahkan dokumen ash pemilinan penyedia barang/jasa
kepada PA/KPA, dan

4) Membuat laporan mengenal proses dan hasil pengadaan kepada

FPA/IKPA.

Memberikan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan keglatan
pengadaan barang/iasa kepada PAJKPA

Sclain  wtugas  pokok dan  kewenangan  Pokja/pejabat  pengadaan
sehagaimana dimaksud  pada  ayval (1), dalam hal diperlukan
Pokja/peiabal pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

.
15

Perubahan HPS; dan/fatau
Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan,
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Bagian Keligabelas
Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan
Pasal 16
PA/KPA menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan,

Anggola panitia/pejabal penerima hasil pekerjaan berasal dari PNS, haik
dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Susunan anggota scria tugas pokok dan wewenang panitia/pejabal
penerima hasil pekerjaan diatur lebih lanjut pada bab pelaksanaan
kontrak pengadaan barang/jasa.

DGikecualikan dari ketentuan pada avat (2), anggolta panitia/pejabat
penerima hasil pekerjaan pada institusi lain pengguna APBN/APBD atau
kelompok masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dari bukan
PNS. .

Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persvaratan
sehagai berikut -

a. Memiliki - integritas,  disiplin dan tanggung  jawab  dalam
melaksanakan tugas;

. Memahami isi kontrale
¢, Memilik: kualifikasi teknis:
d. Menandatangani pakta inlegritas;

¢. Tidak menjabat sebagai pejubat  penandatangan  SPM atau
Bendahara.

Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian  teknis
khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan
lugas panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Timftenaga ahll sebhagaimana dimaksud pada avat (6) ditetapkan oleh
PAKPA.
BALDB (11
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
Baglan Kesatu
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Pasal 17

PA menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan

kebutuhan pada OFPD masing-masing.

Rencana umum pengadaan barang/jasa scbagaimana dimaksud pada

avat (1) meliputi:

a. Regialan dan anggaran pengadaan barang/jasa vang akan dibiayai
alel OPD sendiri:

b, Kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa vang akan dibiayai
berdasarkan kerja sama antar OPD secara pembiayaan bersama (co-
finaricing), sepanjang diperlukan;



(3]
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¢. PA/KPA menctapkan cara pengadaan barang/jasa vang sesuali, baik
melalui swakelola maupun penvedia barang/ jasa;

d. Dalam hal swakelola, salah satu kebijakan vang ditetapkan adalah
mengalokasikan anggaran vang akan dilaksanakan oleh kelompok
masyarakat pelaksana swakelola.

Reneana umum  pengadaan  barang/jasa  meliputi kegiatan-kegiatan

sebagal berikut:

4. Mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa vang diperlukan OPD:

b. Menyusun  dan  menetapkan rencana  penganggaran  untuk
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada avat (2);

¢.  Menetapkan kebijakan umum tentang:

1) Pemaketan pekerjaan;

2) Cara pengadaan barang/jasa;

3) Pengorganisasian pengadaan barang/jasa.

4) Penetapan penggunaan produl dalam negeri.

d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK),

KAK scbagaimana dimaksud pada ayvat (3) huruf d, paling sedikil

memuat:

a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi:

1) Latar belakang;

2) Maksud dan tujuan:

3) Lekasi kegiatan

4) Sumber pendanaan;

S) Jumlah tenaga vang diperlukan.

b. Wakiu pelaksanaan vang diperiukan;

¢. Spesifikasi teknis barang/jasa vang akan diadakan;

d. Besarnya tatal perkiraan biaya pekerjaan,

Dalamm  hal pengadaan barang/jasa bersifat  khusus dan/atay

memerlukan keahlian khusus, PA/KPA dapat menggunakan tim/tenaga

ahli untuk membantu penyusunan KAK. Tim/tenaga ahli tersebut dapal
berasal dari unsur OPD teknis atau swasts,

asal 18

Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa pada OPD untuk
tahun anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada tahun anggaran
berjalan.

OPD menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa yvang dibiayai dari APBN/APBD, vang meliputi;

a. Honorarium personil organisasi pengadaan barang/ jasa termasuk
tim teknis, tim pendukung, tenaga ahli dan swafl proyek:;

b, Biaya pengeandaan dokumen pengadaan baraneg/jasa;
2 p st} 1 7] o X

¢. Biaya lainnya vang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, seperti:

1} Biaya survel lapangan;
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(3)
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2] Biava survei harga;
3) Biayva rapat;
4} Biayva pendapat ahli hukum kontrak profesional, dan sehagainya,

OPD menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa vang pengadaannva akan dilakukan pada tahun
anggaran berikutnya,

(QPD dapat mengusulkan besaran standar biava terkait honorarium Lz
personil vrganisasi pengadaan, sebuauai masukan/pertimbangan dalam
penctapan standar biava oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemaketan Barang/Jasa
Pasal 19

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avar (3) huruf ¢.1) melakukan
pemaketan barang/jasa dalam rencana umum pengadaan barang/jasa
kegiatan dan anggaran OPD vang menjadi tanggungjawabnva.

Pemaketan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.

Nilai  paket  pekerjaan  pengadaan  borang/jasa  sampai dengan
[p.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan
bugt Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.

Pemaketan dilakukan dengan menctapkan schanvak-banvaknva paker

5 I J 2 g L
usaha untuk Usaba Mikro dan Usaha Keeil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan
kualilas kemampuan teknis,

Dalam melakukan pemakelan barang/jasa, PA dilarang:

4. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar i
beberapa lokasi/daerah yang menurut sifal pekerjaan dan tingkat
efisiensinya  scharusnya  dilakukan di  beberapa lokasi/daerah
masing-masing;

b. Menyatukan beberapa paket pengadaan vang menurut sifat dan Jeris
pexerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainyva seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

¢. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan
mealksud menghindari pelelangan;

. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatil dan/atau dengan pertimbangan vang tidak obyekiil.

Bagian Keliga
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 20

PA mengumumkan rencana umum pengadann barang/jasa di masing-
masing OPD secara terbuka kepada masyvarakat luas, setelah APBD vang
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.
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PA  sebagaimana dimaksud pada avat (1) mengumumkan kembali
rencana umum pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan
DPA.

Pengumuman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, paling kurang
berisi:

a4, Nama dan alamal PA;

b. Paket pekerjaan vang akan dilaksanakan;

c. Lokasi pckerjaan:

. Perkiraan besaran biava,

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan (2), dilakukan
dalam website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk
masyarakat dan  Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE vaitu,
Wi maproc. likpp.go.id atau pse. Cianjurkab.go.id. Serta dilakukan pula
melalui Sislem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP vang
dapat diakses melalui alamat htts:// sinip. lkpp.go.id/ sirup.

Pengumuman RUP melalui SIRUP sehagaimana dimaksud pacda avat (4],
untuk tahun anggaran 2015 menjadi svarat wajib bagi OPD vang
melakukan lelang fe-Tendering) menggunakan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE).

OPD mengumumkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
kontraknva akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/vang
akan datang.

BAB IV

PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI PENYEDIA BARANG /.JASA
Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan

Pasal 21

Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas kegiatan:

a. Perencanaan pemilihan penyedia burang; jasa;

b. Pemilihan sistem pengadaan;

c. Penetapan metode penilaian kualifikasi;

d. Penyusunan jadwal pernilihan penvedia barang/jasa;
e. Penyusunan dokumen pengadaan barang/ jasa:
Penetapan HPS,

e |

Proses persiapan  pemilihan  penyedia  barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana umum pengadaan
ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 22
Perencanaan pemilihan penyvedia barang/jasa terdird atas kegiatan:

a. Pengkajian ulang pakel pekerjaan;
b. Pengkajian ulang jadwal kegiatan peneadaan.
e _I = o ¥ [



[2] Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa schagaimana dimaksud

(3)

)

(3)

)

pada avat (1), dapat dilakukan oleh:
a. PPK:

b. BLPB.J; atau

¢, Pegjabat Pengadaan.

Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan:

. Menyesuaikan dengan kondisi nvata di lokasi/lapangan pada saat
akan melaksanakan pemilihan penvedia barang/jasa;

b. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat;

c. Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta Jumlah
penyedia barang/jasa vang ada;

d. Memperhatikan  ketentuan  tenlang pemaketan  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19 avat (5). g

Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:

a. PPK mengusulkan perubahan puket pekerjaan kepada  PA/JKPA
untuk ditetapkan;

b, BLFBJ/Pejabal pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan
melalui PPK untuk ditetapkan oleh PAJKPA,

Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan
Paragral |

Penctapan Mcetode Pemilihan Penvedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 23

Pokja/Pcjabat Pengadaan menyusun dan meneltapkan metode pemilihan
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Pemilihan penvedia barang/pekerjuan konstruksi/jasa lainnyva pada
prinsipnyva dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pasca
kualifikasi.

Khusus untuk pengadaan barang/pckerjnan konstruksi yvang bersifat
kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia
barang/penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelclangan
terbatas.

Khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan
hasil ndustri kreatil, inovalil dan hudayva dalam negeri dilakukan
dengan Kontes/Savembara,

Pasal 24

Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalu
metode  pelelangan umum  diumumkan  paling kurang di  website
Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakal dan
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, vaitu: www.inaproc.lkcpp.go.id
atal wwwe ipse Clanfurkab.godd. sehingga masvarakat luas dan dunia
usaha yang berminal dan memenuhi kualifikasi dapal mengikutinva,




(2) Apabila dipandang perlu, Pokja dapat menambah media pengumuman

(3]

(1]
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(4)

antara lain dengan media cetak, radio dan televisi,

Dalam pelelangan umum tidak acla negosiasi wknis dan harga.

FPasal 25

Pengadaan pekerjnan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp.5.000.000.000,00 (lima milvar rupian} dapat dilakukan dengan:

4. Pelelangan sederhana untuk pengadaar barang/jasa lainnva;

b. Pemilihan langsung uniuk pengadaan pekerinan konstruksi,

Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melaiui Proscs
pasca kualifikasi,

Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung diumumkan sekurang-
kurangnyva di website Pemerintah Dacrah, papan PENEUMUMAn resmi
untuk masyarakal dan Portal Pengadaar Nasional melalui LPSE. valtu:
www.naprocdkpp.goad,  atau wivw, pse, Clanjurkab. go. id. sChingea
masyarakal luas dan dunia usaba yang berminal dan memenuhi
kualilikasi dapat mengikutinya.

Dalam pelelangan sederhana atau pemilihan langsung tidak ada
negosiasi leknis dan harga.

Pasal 26

Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekeérjaan
konstruksi/jasa lainnyva dapat dilakukan dalam hal:

a. Keadaan lertentu;

b Pengadaan  barang  khusus/pekeriaan  konstruksi khusus/jasa
lainnya yang bersifat khusus,

Penunjuiaan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia

barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnva vang dinilai mampu

melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi,

Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupLn

harga schingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yvang

berlaku dan sccara teknis dapat dipertanggungiawabkan.

Kriteria keadaan tertentu vang memungkinkan dilakukan penunjukan

3 5 st I i

langsung terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

sebagaimana dimaksud pada avat (1) hural a, meliputi:

a. Penanganan daruratl yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan
waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/iidak dapat ditunda
untuk ;

1) Pertahanan negara;
2] Keamanan dan kelertiban musvarakal:

3) Keselamatan/perlindungan  masvarakat  vang  pelaksanaan
pekerjaannyva tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera,
lermasuk:

a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau
bencana sosial;



b} Dalam rangka pencegahan bencana, yaitu tindakan darurat
untuk pencegahan bencana dan/atau pencegahan kerusakan
infrastruktur  yang apabila  tidak segera  dilaksanakan
dipastikan dapat membahavakan keselamatan masvarakat;

¢l Akibat kerusakan sarana/ prasarana vang dapat
menghentikan kegiatan pelavanan publik,

Penanggulangan bencana alam dengan penunjukan langsung
dapat dilakukan terhadap penvedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang sedang melaksanakan kontrak
pekerjaan sejenis terdekar dan/atau vang dinilai mempunyel
kemampuan, peralatan, lenaga vang cukup serta kinerja bail.,

Yang dimaksud dengan bencana alam anara lain:

- Gempa bumi;

- Tsunami: 2
- Gunung meletus;

- Banjir, kekeringan;

- Angin topan; dan

- Tanah longsor.

=

ang dimaksud dengan bencana non alam antara lain:
- Kegagalan tcknologi;
- kejadian Luar Biasa (KLB) akibal epidemi dan wabah penyvalkit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti:

Konflik  sosial antar  kelompok atau  antar komunitas
masyarakat;
- Teror,

b. Pekerjaan penyelenggaraan penviapan konflerensi vang mendadak
untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh
Presiden /Walkil Presiden:

c. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh
Menter Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan
ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisinn
Negara Republik Indonesia;

d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepenungan intelejen dan/atau
erliindungan saksi sesual dengan tugas vang ditetapkan dalam
b ) e} o 2 o
peraturan perundang-undangan;

¢. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesilik dan hanva
dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnyva
karcna | (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak
yang telah mendapat izin dari pemeganyg hak paten, atau pihak vang
menjadi  pemenang pelelangan  untuk mendapatkan  izin  dari
pemerintah,

Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnva yang

bersilat khusus yang memungkinkan dilukukan penunjukan langsung

schagaimana dimaksud pada avat (1) hure! b, meliputi:

a. Barang/jasa lainnva berdasarkan taril resmi vang  ditetapkan
pemerintah;



(1]

D, Pekerjaan konstruksi bangunan vang merupakan satu kesatuan
sistern konstruksi dan satu kesutuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan  bangunan  yang  secara  kescluruhan  tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan  schelumnya  (unforeseen  condition):
yaitu kondisi vang tidak terduga vang harus segera diatasi dalam
pelaksanaan konstruksi bangunan, Misalnva penambahan iumlah
alau panjang tiang pancang akibat kondisi lanah vang tidak terduga
sehelumnya, atau diperlukan perbaikan lanah (soil treatment) vang
cukup besar untuk landas pacu (runway) vang sedang dibangun.
Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi vang bukan merupakan
satu kesatuan konstruksi bangunan atau vang dapat disclesaikan
dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unlorcseen
condition. Contoh  antara pondasi jembatan (abuttment) dengan
bangunan atas jembatan (ghder, truss, dsh).

¢. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnva vang bersilat kompleks
yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi
khusus dan hanya ada 1 (satu] penyedis vang mampu;

d. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obal dan alal
kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat
untuk pelaksanaan peningkatan pelayvanan kesehatan masvarakat
yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yuang
bertanggung jawab dibidang keschatan:

¢. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk
pemerintah - vang  telah  dipublikasikan  secara  luas  kepada
masyarakat, antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional, vaitu:
Wi inaproc. licpp. go.id;

=

Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masvarakar:

2. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau

tertiitup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta
penvesualan  harga vang dapat dipertanggungiawabkan  sesuai
dengan perhitungan inflasi/defas]

h. Pekerjaan pengadaan prasarana, sarana, dan uuilitas umum  di
J 24 [
lingkungan perumahan bagl masyarakal berpenghasilan  rendah
vang dilaksanakan oleh pengembang/develnper yang bersangkutan.

Pasal 27

Pengadaan langsung dapal dilakukan terhadap pengadaan barang/
peckerjaan  konstruksi/jasa  lainnya  yang  bernilai  paling  tinggi
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Merupakan kebutuhan operasional OPR, vaitu kebutuhan rutin OPD

dan tidak menambah aset atau kekayaan OPD;

. Teknologi sederhana;

¢. Risiko kecil; dan/atau
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dd. Dilaksanakan oleh penyecdia barang/jasa usaha ordang persecrangan
dan/atau badan usaha kecil serta koperasi keeil, kecuali untuk
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis vang lidak dapa:
dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga vang berlaku di
pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnyva.
PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai
alasan untuk memecah paker pengadaun menjadi beberapa paket
dengan maksud untuk menghindari pelelangan,

Pasal 28

Kontes digunakan untuk pengadaan barang vang memiliki karaktleristik
sebagal berikul:

a. Tidak mempunyal harga pasar; ’
b. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Savemnbara digunakan unwuk pengadaan jasa lainnya vang memiliki
karakteristik sebagai berikut:

&, Mcrupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,
budaya dan metode pelaksanaan tecrentu;

L. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan hargs satuan.

Polga/pejabat pengadaan menclapkan persvaratan administratil dan
teknis bagi:
a. Penyedia barang yang akan mengikuti kontes;

B, Penvedia jasa lainnya vang akan mengikuti savembara.

Dalam menctapkan persyaratan administratil sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], Pokja/pcjabat pengadaan dapal menelapkan svarat vang
lebih mudah  dari persvaratan  penyvedia  barang/jasa  sebasaimana
dimaksud pada Pasal 19 Perawuran Presiden Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintoh.

Persyaratan teknis disusun olech Um juri atau Uim vang ahbi di
bidangnya, yaitu personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan
dalam bidang yang sesuai dengan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnyva yang akan diadakan.

Tim juri alau tum ahli dapat berasal dari PNS maupun non PNS,
Penvusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi teknis dilakukan
oleh tirn juri atau tim yang ahli di bidangnyva,
Paragraf 2
Penctapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 29

Pokja/ pejabal pengadaan menyusun dan menctapkan metocde pemilihan
poenyedia jasa konsullansi.

Pemilihan penyedia jasa konsultunsi dilakukun melalui negosiasi teknis
dan biaya sehingga diperoleh harga vang sesuai dengan harga pasar dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan,



{3

[3)

(1)

(2)

Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
a. Seleks! umum;

bh. Seleksi sederhana:

¢, Penunjukan langsung:

d. Pengadaan langsung;

€. Savembara.

FPasal 30

Pemilihan penvedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui
metode seleksi umum.

Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode seleksi umurm
diumumkan sekurang-kurangnya di website Pemerintal Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masvarakat dan Portal Pengadaan Nasional
melalu LPSE, vailu et anaproctkos. go.id, aLay
wiww. lpse, Clanjurkab.goid._schingga masyarakal luas dan dunia usaba
vang berminat serta memenuhi kualilikasi dapat mengikutinya.

Dalam hal diperlukan, panitia dapal menambah media pengumuman
antara lain dengan media cetak, radio dan relevisi.

Daltar pendek dalam scleksi umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
penyecha jasa konsultansi.

Pasal 31

Scleksi  sederhana  dapat  dilakukan lerhadap  pengadaan  jasa
konsulltansi dalam hal seleksi umum dinilai tdak elisien dari segl hiava
seleksi,

Beleksi sederhana dapat dilakukan uniuk pengadaan jasa konsultansi
yang:

a, Bersilat sederhana: dan

b. Bernilai paling tinggi Rp 200.000,000,00 {dua ratus Juta rupiah).

Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode selelks] sederhana
divmumkan paling kurang di website Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE, vaitu e www. iraprec. tkpp. go.id, alal
wwiw pse. Clanjurkab.go.d. schingga masyarakat luas dan dunia usaha
vang berminat serta memenuhi kualifikasi da pat mengikutinya,

Daftar pendek dalam seleksi sederhana beriumlah 3 (tiga) sampal 5
(lima) penvedia jasa konsultansi,
Pasal 32

Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyecha jasa konsultansi dapat
dilakukan dalam keadaan tertentu,

Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan
waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda
untulk:

1) Pertahanan negara;

2} Keamanan dan ketertiban masyarakat;



(1)

[1}

3) Keselamatan/perlindungan  masvarakat  vang  pelaksanaan
pekerjuannya tidak  dapat ditunda/harus  dilakukan  segers,
lermasuks:

a) Akibal bBencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau
bencana sosial;

b) Dalam rangka pencegahan bencana:

c) Akibal kerusakan sarana/ prasarana VATEZ dapat
menghentikan kegiatan pelavanan publik.

Pengadaan penyvedia jasa konsultansi penanggulangan bencana
alam dengan penunjukan langsung dapatl dilakukan terhadap
penyedia jasa konsullansi yang sedang melaksanakan kontrak
pekerjaan sejenis terdekat danjatau vang dinilai mempunvai
kemampuan, peralatan, tenaga vang cukup serta kinerja baik.

b. Kegiatan menyangkut pertahanan negara vang ditelapkan oleh
Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menvangkut keamanan dan

ketertiban  masyarakat vang ditctapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

c.  Pekerjaan yvang hanyva dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa
konsullansi.

d. Pekerjuan vang hanya dapat dilekukan oleh 1 (satu) pemegang hak
cipta vang telah terdaltar atau pihak vang telah mendapat izin
pemegang hak cipta.

¢ Pekerjpan jasa konsultansi di bidang hukum melipud kensultan
hukum/advokat atau pengadaan arbiter vang tidak direncanakan
sehelumnya, untuk menghadapi gugaian dan/atau tuntutan hukum
dari  pihak  tertentue kepada  Pemerinwh Daerab, vang  silat
pelaksanaan pekerjean dan/atau pembelaannya harus segera dan
tidak dapat ditunda.

Penunjukan langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi
lerhadap 1 [satu) penvedia jasa konsultansi.

Pengadaan  langsung  dapat  dilakukan terhadap pengadaan  jasa
konsullansi yvang memiliki karakieristik sebagai berikut:
a. Merupakan kebutuhan operasionai QPD;

b, Bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lims puluh juta rupiah).

Pengadaan langsung dilaksanalan olel 1 {satu) pejabal pengadaan,
PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai
alasan untuk memecall pakel pengadaan menjadi beberapa puaket
dengan malksud untuk menghindari scleksi

Pasal 24

Sayembara dilakukan terhadap pengadaan  jasa konsultansi vang
memiliki karakteristik sebagai berikut;

a. Mcerupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan
metode pelaksanaan terweniu;

h. Tidak dapat ditetupkan berdasarkan harga s



(2)

{3)
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Pokja/pejabal pengadaan menctapkan persyvaratan administratil bagi
penyedia jasa konsultansi yang akan mengikuli sayembara.

Dalam menetapkan persyaratan administralil sebagaimana dimalksud
pada ayal (2), Pokja/pejabat pengadaan dapal menetapkan svarat vang
lebih mudah dari persyaratan penyedia  barang/jasa  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah.

Persyaratan dan metode cvaluasi teknis ditetapkan oleh Pokja/ pejabat
pengadaan setelah mendapat masukan dari tim juri atau tim yvang ahli
di bidangnya, yaitu personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan
dalam bidang yvang sesuail dengan jasa konsuliansi yang akan diadakan.

Tim juri ataw tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dapat
berasal dari PNS maupun non PNS.

Pelaksanaan cvaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan
oleh tim juri atau tim yang ahli di bidangnya,

Bagian Keempal
Penelapan Jenis Rontriak
Pasal 35

PPK  menectapkan jenis  kontrak pengadaan  barang/jasa  dalam
rancangan koentrak.

Kontrak pengadaan barang/jasa schagaimana dimaksud pada aval (1)
meliputi:

a, kontrak berdasarkan cara pembavaran;

b, Konlrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan;
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjnan.

Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan cara pcmbavaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, teediri atas:

Kontrak lump sum;

Kontrak harga satuan;

Kontrak gabungan fump sum dan harga satuar;

Kontrak persentase;

Kontrak terima jadi {Tumbkey).

lw]
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Kontrak pengadaan barang/jasa  Dberdasarkan pembebanan  tahun
anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul b, terdiri atas:

4. Kontralk tahun tunggal;

. Kontrak iahun jamak.

Kontrak pengadaan barang/jasa  berdasarkan  sumber pendanaan
sebhagaimana dimaksud pada ayal (2] huruf ¢, terdiri atas :

a. Kontrak pengadaan tunggal;

b. Kontrak pengadaan bersama;

c. Kontral pavung (lreonework contract),

Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan  jenis  pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul d, terdiri atas -

a. Rontrak pengadaan pekerjaan tunggal;

b. Kontrak pengadaan pekerjaan terinlegrasi.



(1)

(3)

(4)

Pazal 36

Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian  seluruh  pekerjaan dalam  batas  wakiu  tertentu
sebaguimana  ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Jumlah harga pastd dan tetap serta tidak dimungkinkan penvesuaian
harga;

b. Semua risiko scpenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ juasa:

¢, Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;

d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
¢ Total harga penawaran bersifat menaikat;
I Tidak diperbolehkan adanyva pekcerjaan tambah/ kurang.

g. Pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan kontrak
limyp suny, antara lain:

1} Pengadaan kendaraan bermotor:

2) Pengadaan patung;

3] Koenstruksi bangunan sederhana, seperd ruang kelas;

4] Pembuatan aplikasi komputer.

Kontrale harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa alas
penyelesaian  seluruh  pekerjaan  dalam  batas  waktu vang  telal
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikul:

a, Harga satuan pasti dan tetap untuk scliagp saluan atay unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertenuu:

b. Volume atau kuantitas pekerjaannyva masih bersifat perkiraan pads
sdal kontrak ditandatangani;

¢, Pembavarannya didasarkan pads hasil pengukuran bersama aras
volume  pekerigan  yvang benar-benar  telah  dilaksanakan  oleh
penyedia barang/jasa;

d. Dimungkinkan adanva pekeriaan tambah/kurane berdasarkan hasil
= ] i . i ._L&
pengukuran bersama atas pekerjaan vang diperlukan.

Kontrak gabungan lump sum dan harga sauan adalah kontrak vang
merupakan gabungan lump swn dan harga satuan dalam 1 (satu)
pekerjaan vang d1pm1|;=.u‘|jilx'a=1r1, misalnya : pengadaan bangunan yang
menggunalkan ptmda‘ai pancang (bangunan atas menggunakan
Lumpsum, pondasi mempergunakan harga satuan),

ontrak !36]"‘5(.*!1133-:3 merupakan konlrak pengadaan jasa konsultansi/
F
jasa laimnya, dengan ketentuan scbhagai beriku

d. Penyedia  jasa konsultansifjasa lainnya  menerima imbalan
berdasarkan persentase dari nilai pekeriaan tertentu, misalnyva;
1) Perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah:
2y Advokat;
3] Konsultan penilai.

b, Pembayarannya didasarkan pada lahapan produk/keluaran yang
dihasillkan sesuai dengan isi kontralk.



(3] Kontrak terima jadi (Tumkey) merupakan kontrak pengadaan barang/

(1)

{3)

pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian selyruh pekerjaan
dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan scbhagai berikyt:

a. Jumlah harga past dan tetap sampal seluruh pekerjpan selesai
dilaksanakan;
2. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian hersama vang

menunjukkan bahwa pekerjaan elah dilaksanakan sesuai dengan
kriteria kinerja vang telah ditetapkan;

c. Digunakan untuk membeli suaty barang atau instalas] jadi vang
hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengulamakan kepentingan
untuk alibh (transler] teknologl selanjutm

Pasal 37

Kontrak tahun lunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran sclama masa 1 (satu) tahun
anggarari.

Kontrak tahun jamak me r'Li]'J"!]{"l' konitrak yang pelaksanaan
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (sawu) tahun anggaran atas beban
anggaran, yang dilakukan setelah mendupatkan persetujuan Bupati,
dengan proscdur schagal berilout;

a. PA mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pekerjaan
kontrak tahun jamak kepada Bupati melalui TAPD dengan dilampiri
penjelasan pekerjaan vang meliputi:

1] Data umum mengenai pclwrju;m vang diajukan;

2] Lingkup pckerjaan vang akan dilaksanakan per tahun anggaran:
3] Uraian rencana pembidyaan per tahun anggaran,

4] Alasan-alasan diperlukannya pelaksanaan kontrak tahun jamak.

b. TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah melakukan pembahasan
dan penelitian terhadap permohonan dari PA.

c.  Berdasarkan hasil pembahasan dan penclitian TAPD, Bupati dapat
menyetiuyl atau menolak permohonan.

d. Apabila permohonan lersebut diselujui oleh Bupati, selanjutnva
Bupati meminta persetujuan DPRD mengenai kontrak tahun jamak,

Kegiatan vang dapat diajukan kentrak tahun jamak harus memenuhi

kriteria sekurang-kurangnya:

a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang sccara leknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output vang
memeriukan waktu penyelesaian lebih dari |2 (dua belas) bulan;

b. Pekerjaan alas pelaksanaan kKeglalan vang menurul silatnya harus
tetap  Derlangsung  pada  pergantian tahun  angearan sepert
penanaman  benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/
udara, makanan dan obat di rumah L-‘,ﬂk"t layanan pembuangan
sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) berdasarkan atas persctujuan DPRD yang dituangkan dalam nota
kesepakatan bersama anlara Bupati dan DPRD vang sckurang-
kurangnva memuat:



&, Nama kegiatan,

b, Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
¢. Jumlah anggaran:

d. Alokasi anggaran per tahun,

Nota kesepakatan bersama sebagaimana  dimaksud pada ayvat (4]
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan
KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan
tahun jamak.

Jangka  wakiu penganggaran  kegiatan tahun  jamak sebagaimeana
dimaksud pada ayal (4] tidak melampau akhir tahun masa jabatan
Bupati berakhir.

Pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak baru dapat dilaksanakan
setelah  ada  persctujuan  dari DPRD vang  tertua ng  dalam nota
kesepahaman antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 238

Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak vang dibual oleh
(satw) PP dengan 1 (satu] penyedia barang/jasa  tertentu unluk
menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam wakou tertentu.

Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK
dengan 1 (satu] penvedia barang/jasa untuk menyelesatkan pekerjaan
dalam wakiy tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK
vang menandatangani kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Sumber pendanaannya berasal dari beberapa OPD (co-financing);

b. Darn sumber dana yang berbeda (APBD-APBD, APBD-APBN, APBN-
APBN):

¢. Penjelasan mengenai  langgung  jawab dan  pembagian beban
anggaran dialur  dalam  kontrak  scsuai dengan  karakteristik
pekerjaan;

d. Kontrak pengadaan bersama dimaksudkan untuk meninekatikan
efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya:

1] Pengadaan ATHK;

2) Pengadaan obat

3] Pengadaan peralatan kantor;
4) Pengadaan komputer.

¢. Pembebanan anggaran unwuk kontrak peneadasn bersama, diatur
clalam kesepakatan pendanaan bersama,

Kontrak payung ([rameweork contract) merupakan kontrak harga satuan
antara pejabat OPD yang berwenang mewakill | {satu) atau lebih dari |
(satu] PPR untulk melakukan perjanjian dengan penvedia barang/jasa
vang dapat dimanfadtkan oleh OPD, dengan ketentuan sehagai berikut:

#. Diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien,
ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnva dibutuhkan secara
berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat
ditentukan pada saat kontrak ditandatangani, misalnya:

1) Pengadaan Alat Tulis Kanlor (ATK);
2) Pengadaan kendaraan dinas:



(4)
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3) Pengadaan jasa boga;
4} Pengadaan jasa layanan perjalanan (travel agent); dan
o) Pekerjaan/jasa lain vang sejenis.

b. Pembayarannya dilakukan oleh sctiap PPK/OPD vang didasarkan
pada  hasil  penilaian/pengukuran  bersama  terhadap  volume/
kuantitas  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan oleh  penvedia
bDarang/jasa sccara nyata,

Pembebanan anggaran untuk kontrak pengadaan bérsama schagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Fasal 39

Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal merupakan kontrak pengadaan
barang/jasa vang hanya terdiri dari 1 (satu} pekerjaan perencanaan,
pelaksanaan atau pengawasan,

Kontrak pengadaan pekerjaan  terintegrasi  merupakan  kontrak
pengacdaan pekerjaan  konstruksi vang  hersifat kompleks dengan
menggabungkan  kegiatan  perencansan,  pelaksanaan  dan/atau
pergawasan, misalnya:

@. Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract) merupakan
kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu  tingkat
pelayanan  tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket
pekerjaan vang biasanya dilakukan terpisah;

b. Rontrak rancang dan bBangun (Design & Build) merupakan kontrak
pengadaan vang meliputi desain dan pembangunan;

Kontrak rancang bangun  konstruksi  (Engineering Procurement
Construciton) merupakan kontrak pengadaan vang meliputi desain,
pengadaan, dan konstruksi;

d. Kentrak rancang-bangun-operasi-pemeliharaan (Design-Build-
Operate- Maintain) merupakan kontrak pengadaan vang meliput
desain, pembangunan, pengoperasian dan pemcliharaan:

¢. hontrak jasa pelayanan  (service conrrael) merupakan  konirak

pengadaan untuk melayani kebutuhan layunan tertenlu;
[, Kontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk pengelolaan
asct schingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal;
g. Kontrak operasi dan pemeliharaan merupakan konlrak pengadaan
vang meliputi pengoperasian dan pemeliharnan atas suatu asel vang
dimiliki.
Bagian Kelima
Tanda Bukti Perjanjian
Pasal 40
Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. Bukti pembehan berupa Nota/faktur;
b, Kuitansi;
¢, BPK;
d. Sural perjanjian.
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Bukti pembelian schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainva sampai dengan
Rp 10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah).

Kuttansi schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang nilainva sampai dengan Rp, 50.000.000,00
(lima pulub juta rupiah) .

SPK sebagaimana dimaksud pada avat (1) horuf ¢, digunakan untuk
pengadaan burang/pekerjaan konstruksi/jass lainnva dengan  nilai
sampal dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Jasa Ronsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiahl, tanpa jaminan pelaksanaan.

Bural  perjanjian sebuagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untuk jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 30,000.000,00 (lima
puluh jula rupiah) dengan jaminan pelaksarnaan,

Baglan Keenam
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Pasal 41

PP menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa
untuk ditandatangani,

Penandatanganan kontrak pengacdaan barang/jasa dilakukan setelah
DPA ditetapkan.

Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa
menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empal belas] hari
kerja ternitung sejak diterbitkannya SPPBJ, (hanya untuk pengadaan
barang/jasa yang mensyaratkan perlunva  penverahan  jaminan
pelaksanaan).

Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa vang kompleks dan/

atau bernilai di altas Rp 100.000.000.000,00 (seératus miliar rupiah)
dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

Pihak yang berwenang menandalangani kantrak pengadaan barang/jasa
atas nama  penyedia barang/jasa adalan direksi yvang disebutkan
namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa,
vang telah didaltarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak lain yang bukan dircksi alau vang namanya tidak discbutkan
dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada avat
(5}, dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang
pihak tersebut adalah pengurus/karvawan perusahaan vang berstatus
sebagal tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang vang sah dari direksi atau pihalk vang sah berdasarkan akta
pendirian fanggaran dasar untuk menandntanzani kontrak pengadaan
barang/jasa.
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PELAKSANAAN KONTRAK
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Paragral |
Perubahan Kontrak
Pasal 42
Dalam hal terdapat perbedaan antara konedis lapangan pada saat
pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi  teknis  vang

ditentukan dalam dokumen kontrak. PPK bersama penyedia barang/jasa
dapat melakukan perubahan kontral yang meliputi;

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam kontrak;

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

¢. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lapangan;

d. Mengubah jadwal pelaksanaan,

Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), berlaku untuk
pekerjaan yang menggunakan kontrak hargs satuan atau bagian
pekerjaan vang mengeunakan harga satuan dari kontrak gabungan lump
surnt cdan harga satuan.

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:

&, Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga vang tercanium
dalam perjanjian/ kontrak awal:

b. Tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah,

Penyedia barang/jasa dilarang mengalibkan pelaksanaan pekerjaan
utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada
pihak  lain,  kecuali sebagian  pekerjnan  utama kepada  penvedia
barang/jusa spesialis.

Pelanggaran wlas ketentuan sebagaimana dimaksud pada  aval [3),
penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda vang bentuk dan
besarnya sesual dengan ketentuan scbagaimana diatur dalam dokumen
Kontrak.
Perubahan  kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat
dilakukan  sepanjung  discpakati  kedus  belah pihak, masalah
administrasi antara lain:
g, Penggantian PPK;
b. Perubahan rekening pencrima.

Paragral 2

Uang Muka

1 ]

Pasal 43

Uang muka dapal diberilan kepada penvedio barang/jasa untuk:
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a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasck barang/material;

c. Persia ]mr' teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Ketentuan pemberian uang muka schagaimana dimaksud pada avat (1],
sebagai berikut:

d. Besaran uang muka ditetapkan oleh PPK berdasarkan kebutuhan
yang dimaksud pada avat (1) dan dicantumkan dalam rancangan
SPK/kontrak, sertn memperhatikan alokasi angsaran yang tersedia.

b. PPK menyetujui rencana penggunaan uang muka yang diajukan oleh
penyedia barang/jasa;

¢, Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tingsi 30%
(tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa;

d. Untuk usaha non keeil dan penvedia jasa konsultansi, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai
kontrak pengadaan barang/jasa.

¢. Untuk kontrak tahun jamak, vang muka dapat diberikan:

1) 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama; atau
2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.

Uang muka vang telah diberikan kepada penyedia bar ﬂT'JE_,;_lcl‘wa harus

seera dipergunakan untuk melaksanakan nukc'uaan sesual dengan

rencana penggunaan uang muka vang lelah mendapat persetujuan PP

Nilai jaminan wvang mukea sceara berlahap dapat dikurangi secara

proporsional sesual dengan pencapaian prestasi pekerjaan,

Paragral 3
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 44
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
#, Pembavaran bulanan;

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penvelesaian pekerjaan (termin);
ataul

¢. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekeriaan.

Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penvedia barang/jasa
sclelah dikurangi angsuran pengembalian vang muka dan denda apabila
ada, serta pajak.

Permintaan pembavaran kepada PPK untuk kontrak vang menggunakan
sub kontralk, harus dilengkapi bukti pembuyaran kcpada scluruh sub
kontraktor sesual dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

Pembayaran bulanan/itermin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan
senilai pekerjaan yang telah lerpasang. lermasuk pcralatmz dan/atau
bahan yang menjadi  bagian  dari  hasil  pekerjasn vang  akan
diserahterimakan, sesual dengan kelentuwan vang lerdapat dalam
kontrak.
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(5] PPK dapal menahan scbagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai

uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan

jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Paragral 4

Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/ Jasa
dalam Keadaan Tertentu

Pasal 45

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, penunjukan
langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan
sebagal berikut:

PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan
salinan pernyataan bencana alam darn pihak/instansi yvang berwens Mg
sesual ketentuan peraturan perundang-undanean;

Opname pekerjupan dilapangan dilakukan bersama antara PPEK dan
penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan
dapat dilakukan secara simultan:

Penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan
bencana alam adalah:

1} Penanganan  darurat  yang  harus  sceera dilaksanakan  dan
diselesaikan dalam waktu vang paling singkat untuk keamanan dan
kesclamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian
negara atau masyarakal yang lehih besar;

2] Konstruksi darurat yang harus sceera dilaksanakan dan diselesailan
dalam waklu yang paling singkat, uniuk keamanan dan keselamatan
masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat
yang lebih besar;

3) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan w tlayah
sualu kontrak, pekerjaan penanganan darural dapat dimasukan
kedalam contract change order dan dapat melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari nilai awal kontrak:

4] Penggunaan  konstruksi permancn, jika penyerahan  pekerjaan

permanen  masih  dalam  kurun  wakiu  langgap darurat  atau

penanganan  darural hanya <apal diatasi dengan  Lkonstruksi
permanen  untuk menghindari kerugian negara/masyarakal vang
lebih boesar,

Paragral 5
Keadaan Kahar
Pasal 40

Keadaan kahar adalah sualu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dan tidak dapat diperkirakan scbelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi,

Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam  kontrak
pengadaan barang/jasa meliputi:

a. Bencuanaalam;

b, Bencana non alam;
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c. Bencana sosial:
d. Pemogokan;
¢. hebakaran:

[ Gangguan  industri lainnya  sebagmmana  dinvatakan  melalui
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait,
Dalam Fial terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa

memberitahukan tentang terjadinva keadoan kahar kepada PP sccara
rertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
tegjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernvataan
keadaan kahar vang dikeluarkan oleh pihak/instansi vang berwenang
sesual kelentuan peraturan perundang-undangan,

Tidak termasuk keadaan kahar adalah Bal-hal mertgtkan vang
5 [ ] . &3
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Kelerlambatan pelaksanaan pekeriaan vang diakibatkan oleh terjadinyva
keadadan kahar tidak dikenakan sanksi.

Sctelah  terjadinya keadaan  kahar, parn pihak dapat  melakukan
Kesepakatan, vang dituangkan dalam perubahban kontrak.
Paragral 6
Penyesuaian Hargas
Pasal 47
Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan schagal berikut:

d. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak
berbentuk  kontrak harga satuan  berdasarkan  ketentuan dan
persyaratan yang telah tercanium dalam dokumen pengadaan
dan/atau perubahan dokumen pengadaan:

b. Tata cara perhitungan  penyesuaian harge, harus dicantumban
dengan jelas dalam dokumen pengadaan:

©. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun

tungual dan kontrak lump sum serta pelkeriaan dengan harga satuan
timpeang
Persyaratan penggunaan rumusan penvesuaian harga adalah sebagai
herikul:

1. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak vang
masa  pelaksanaannya  lebih  dart 12 (duabelas) bulan  dan
diberlakukan mulai bulan ke-13 (lisa bolas) seiak pelaksanaan
pekeriaan;

=

0. Penvesualan harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mara
pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biava overhead
schagaimana tercantum dalam pendawaran.

€. Penvesumian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan  yang tercantum  dalam  konirak awal/addendum
kontrals;

d. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan vang berasal
darl luar negerl, menggunakan indcks penvesuaian harea  dari
negara asal barang tersebult;
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€. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat
adanya adendum kontrak dapal diberikan penyesualan harga mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak ditandatangani;

e |

Rontrak vang terlambat pelaksanaannya discbabkan oleh kesalabian

penvedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi
pekerjaan.

(3} Penyesuaian harga satuan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a,
ditetapkan dengan rumus schagai berikut:

Hn
Hn

Hao

t

b, ¢,

Br; Gy, Dn

Bo, Co, Do

el

= Ho (a+b.Bn/Bo +¢.Cn/Co+d.Di/Do+,....... J

= Harga BSaluan Barang/Jasa pada saat pekerjaan
dilaksanakan;

= Harga Satuan Barang/.Jasa pada saat harga penawaran;

= Koclisien letap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;

Dalam  hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15,

= Koclisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan,
alal kerja, dsb;

Penjumlahan at+bre+d+ ....dst adalah 1,00,

Indeks  harga  komponen pada  saal  pekerjaan
dilaksanakan;

= Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah
penandatanganan kontralk.

(4] Penetapan koelisicn kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis

vang terkait.

(5} Indeks harga yang digunakan bersumber darl penerbitan BPS.

(6} Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan
indeks harga vang dikeluarkan oleh instansi teknis,

(7] Rumusan penyesuaian nilai Kontrak diteta pkan sebagai berikut:

Pr
Pri

Hn

(1) PPK

clapat

(Hrl x V1) + (Hn2 xV2} + (Hn3 x V3] + ... st

Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan
Barang/Jasa;

Harga Satuan baru sctiap jenis komponen pekerjaan setelah
| ]

dilakukan  penyesuaian  harga menggunakan rumusan

penyesuaian Harga Saruan;

Volume setiap jenis komponen pekerjaan vang dilaksanakan.
Paragral 7
Pemutusan Koniralk
Pasal 28

memutuskan kontrak seeara sepihal apabila;



&. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnva kontralk;

b. Berdasarkan peneliian PPK, penyvedia barang/jasa tidak akan
mampul menyelesaikan keseluruhan pelerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender scjak masa
berakhirmnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

o

Sctelah  diberikan  kesempatan menyvelesaikan pekerjaan  sampai
dengan 50 {lima puluh) hari kalender scjak masa berakhirnya
pelaksanaan  pekerjaan, penvedia barang/jasa  tidak dapal
menyelesatkan pekerjaan;

d. Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampal dengan 50
hari kalender sebagaimana dimaksud pada hurufl ¢ diberlakukean
scpanjang masih tersedianva walktu dalam tahun anggaran berjalan

dan dengan tidak melampaui batas akhir tahun anggaran,

¢. Penvedia barangfjasa lalai/cidera  janji dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu vang telah ditetapkan;

. Penyedia barang/jasa terbultl melakukan korupsi, kolusi dan
nepolisme, kecurangan dan/fatau pemalsuan  dalam pProses
pengacdaan yvang diputuskan oleh insiansi vang berwenang;

2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
dan nepotisme, dan/atau pelanggararan persaingan schat dalam

I HE P =
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instans
yang bherwenang,

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia

barang/jasa:

a. Jarminan pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa uvang muka harus dilunast oleh penyvedia barang/jasa atau
jaminan uang muka dicairkarn;

¢, Penyvedia Bbarang/jasa membavar denda keterlambatan:

d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

A g/

ar S
Paragraf 8

Penvelesaian Perselisihan
Pasal 44

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penvediaan
barang/jasa, para pihak tlerlebih dahulu menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui musvawarah untuk mufakat.
Dalam hal penvelesaian persclisihan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, penyelesaian perselisiban tersebul dapat dilakulkan
melalm  arbitrase, alternatil penyelesaian sengketa atau  pengadilan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragral ©
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 30

Setelah  pekerjaan sclesai 100% (scratus perseratus) sesuai dengan
ketentuan  vang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/ jasa

mengajukan permintaan sccara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK
untuk penyerahan pekerjaan.

PA/KPA menunjuk panitia/pejabat pererima hasil pekerjaan untuk
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yvang telah disclesaikan

Apabila terdapal kekurangan dalam hasil pekerjaaan  scbasaimana
dimaksud pada ayat (2), panitia/pejabat penerima hasil pekerjann
melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki
dan/atau  melengkapi  kekurangan pekerjaan sebagaimuna  yang
disyaralkan dalam kontrak.

Panitia/pejabat  pencrima  hasil pekerjaan  menerima penverahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekeriaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan kontrak,

Khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya:

d, Penvedia pekoeriaan konstrukst/jasa latnnya melakukan

8 3 . ! -
pemcliharaan atas hasil pekerjaan selama masa vang ditelapkan
dalam  kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada  sau
penyerahan pekerjaan;

b. Untuk pekerjaan permancn, vaitu pekerjuan konstruksi vang umur
rencananya lebib dari 1 [satu) tahun, masa pemcliharaannya paling
singkal adalah sclama 6 {enam) bulan;

¢, Untuk pekerjaan semi permanen, yvaitu pekerjpan konstrukst vang
umur  rencananva kurang  darr 1 {satu)  tahun,  masa
pemeliharaannya paling singkat adalah sclama 3 (liza) bulan:

d. Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.

Setelah masa pemcliharaan scbagaimana dimaksud pada  avar (5
berakhir, PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan/uang retensi
kepada penyedia barang/jasa.
Khusus pengadaan  barang, masa  zaransi  diberlakokan  sesuas
§ ) = £y
kesepakatan para pihak dalam kontrak.
Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan pada saul proses serah terima akhir (final hand over.
Penyedia barang/jasa vang tidak menandatangani Berita Acara Serab
Terima Akhir Pekerjean scbagaimana dimaksud pada avat  [5).
dimasukkan dalam daftar hitam.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang
Paragral |
Organisasi Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang

Pasal 51

! (1) Organisasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang terdiri dari;
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a. PPI
b. Paniua/pejabat penerima hasil pekerjaan:

¢. Apabila diperlukan dapat dibantu oleh Um teknis dan  1im

pendukung vang banyaknya disesuikan dengan kebutuhan.
Tim teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf o, dapat terdir
dari;
a. Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;
b, Tim uji coba, dan lain-lain,
Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural o, dapa;
lerdiri dari:
a, PPTI
b. PK.

Paragral 2
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjnan
Pasal 52

Panitia/pejabal penerima hasil pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA dalam
rangka pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang.
Pejabal penerima hasil pekerjaan diangkat untuk pengadaan barang
hernilal sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Fanitia penerima hasil pekerjaan dibenuak:
a. Untuk pengadaan barang bernilai di atas Rp 30.000.000.00 (limsa

puluh juta rupiah) sampai Rp 200.000.000,00 (dua rawus juts

rupiah) beranggotakan-3 (tiga) orang;

o

Untuk pengadaan barang bernilai di atas Rp 20 tJ 000,000,000 (dua
ralus Juta rupiah) beranggolakan 3 (Uga) sampai dengan 3 (lima)
orang.

Panitia pencrima hosil [}Ll\L jaan schagaiman dimaksud avar (3] di atas
berasal dart unit kerja OPD yang bersangkutan, dan dinas/lembaga
teknis lainnva yang 'i::r_11|<¢.||mm dengan pekerjaan bersangkutan, tercin
dari:

a. Ketua ! BETRK
b, Seckretaris : PK dari kegiatan vang bersangkulan
¢, Angsota 1 unsur dari OPD vang bersangkutan

2] unsur BLPB.J
3] unsur DPKAI

Penugasan unsur BLPBJ dan unsur DPKAD sebagal anggola panitia
penerima  hasil pekerjaan, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan
mendapat.  ijin/ perscetujuan/penugasan dari kepala OPD yang
bersangicuran.

Tugas paniltia penerima hasil pekerjeaan meliputi:

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh  hasid
pekerjaan pengadaan barang vang telah diselesaikan oleh penvedia
barang sesual dengan kelenluan yang fercantum dalam kontralk,
mencakup kescsuaian jenis, spesifikas:, jumlah, wakiu, 1empal.
fungs! dan/atau ketentuan lainnya;
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b. Menerima hasil pekerjaan vang telah disclesaikan setelah melalui
pemerilesaan/ pengujian;

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaiar ;

d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada PA [/ KPA,

Dalam hal pemeriksaan barang memerlukan keahlian teknis kKhusus,
dapat dibentuk m/tenaga ahli untuk membanty pelaksanaan tugas
panitia/pejabat penerima hasil pekeriaan.

Tim/tenaga ahli scbagaimana dimaksud pada avat (7) ditetapkan oleh
PA/KPA.

Paragral 3
Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanacn Kontrak
Pasal 53

Panitia/pejaliat peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk oleh PA/KPA
untuk membantu PPK apabila terjadi peruibahan kontrak yang sifatnya
mendasar,

Pejabat peneliti pelaksanaan kontrak untuk pengadaan barang bernilai

.\-_-lbl\.

sampal dengan Rp. 50.000.000,00 (lima pulul juta rupiah) adalah PPTK.
Panitia peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk:

a. Untuk pengadaan barang bernilai di atas Rp 50.000.000.00 (lima
pulub juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) beranggotakan 3 {riga) orang.

D, Untuk pengadaan barang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus Juta rupiah] beranggotakan 3 (tigs) sampai dengan 5 (Lima)
Orang,

Panitia peneliti pelaksanaan kontrak berasal dari unic kerja OPD yvang

bersanglutan, dan OPD lainnya vang berkaitan dengan  pekerjaan
bersangkutan, terdiri dari:

da. Ketua s PR
b, Sekretaris : PK dari kegiatan yang bersangkulan
¢. Anggola 2 1) Unsur Pereneans clar keglalan yang

bersangkulan
2} Unsur lain dari OPD yang bersangkutan;

3) Unsur dari  OPD  terkait lainva apabhila
dibutuhkan.
Penggunaan unsur dari OPD lainnya sebagai anggots panitia pencliti
pelaksanaan kontrak, berdasarkan permohonan dari PA/KPA  dan
mendapat  ijjin/persetujuan/penugasan  dari kepala  OPD Ving
bersangkutar.
Tugas panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Pada tahap awal pelaksanaan konlrak, bersama-sama dengan
penyedia barang melakukan pemeriksaan kondis? fsmangan;
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b. Mencliti apabila tlerjadi perubahan kontrak vang sifatnva mendasar
antara lain seperti : disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu
pelaksanaan, dan lain-lain;

¢. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian:

i

Mengusulkan saran dan tindak lanjul vang perlu dilakukan kepada
PA/KPA atas hasil penelitian.

Parasral 4
Sural Pesanan {3P)
Pasal 54

PEPK menerbitkan 8P selambat-lambainya 14 {cmipat belas) hari kalender
scjak tangeal penandatanganan kontrak.

SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penvedia sesuaj dengan
vang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambalnya 7
(tujuh) hari kalender sejak tangeal penerbitan SP,

Tanggal penandatanganan SP oleh penvedia ditetapkan sebagai tanggal
awal perhitungan waktu penverahan.

aragral 5
Penvusunan Program Mutu
Pasal 55

Program muitu disusun oleh penvedia paling sedikit berisi:
a. Inlormasi pengadaan barang:

b, Organisasi kerja penyedia;

Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. Proscdur pelaksanaan pekerjaan:

e, Prosedur nstruksi kerja;

f. Pelaksana kerja.

T

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

Paragral 6
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Pasal 56

PPK  bersama dengan penyedia menyielenggarakan rapal persiapan
pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal vang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kentrak adalah:

a. Program mutu;

b, Organisasi kerja;

c. Tala cara pengaturan pelaksanaan pckc*.jau!l:

d. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
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Paragral 7
Pemeriksaan Bersama
Fasal 57

Apabila diperiukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK
bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi
lapangan.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk panitia/
pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

Hasil pemerilksaan bersama dituangkan dalom Berita Acura, apabila
dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak,
maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

Paragral 8
Inspeksi Pahrikast
Pasal 58
PP atau tim inspeksi vang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas
prases pabrikasi barang/ peralatan khusus.
Jadwal, Lempat dan ruang lingkup inspeksi harus  sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak.

Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

Paragral 9
Pembayaran Uang Mulka
Pasal 59

Nilai besaran vang muka paling tingsi sesua dengan vang ditetapkan
dalam kontrak.

Besarnyu jaminan uang muka adalah senilai wang muka vang diterima
penyedia,

Jaminan  uang muka diterbitkan olch  bank umum, perusahaan
penjaminan  atau  perusahaan asuransi yang mempunyai  program
asurans!  kerugian  (Suretyship) sebagaimana  ditetapkan  Menteri
Keuangan.

Penyedia dapat mengajukan permobonzan pengambilan uang muka
secara tertubls kepada PPK disertal dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

PPK mengajukan sural permintaan pembavaran untuk permohonan
lersebut sctelah jaminan uang muka diterima dari penyedia.

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada sctiap pembayaran presiasi pekerjaan dan paling
lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%
(seratus perseratus).

Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap
dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan,



Paragraf 10
Perubahan Kegiatan Pekerinan
Pasal 60
(1] Apabila terdapat perbedaan vang signifiken antara kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan sambar dan spesifikast vang

ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat

melakukan perubahan kontrak vang meliputi antara lain:

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan vang tercantum
dalam kontrak;

b. Mengurangi atau menambah jenis pekeriann:

¢. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebuluhan lokasi
pekerjaan;

d. Mclaksanakan pekerjnan tambah vang belum tercantum dalam
kontrak yvang diperlukan untuk menvelesaikan selurub pekerjaan,

(2] Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan lersedianya anggaran dan

paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

(3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada
penyecia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan narga
dengan terap mengacu pada ketentuan vang tereantum dalam kentrak
awal.

(4} Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara scbagai dasar
penyusunan adendum kontrak.
Paragral 11
Perlindungan Hak Kekavaan Intelektual
tasal Ol

Penyedia burang harus menjamin PPK bahwa harang vang diserahkan tidak
mclanggar hak atas kekayvaan intelelktual sebapgaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan vang herlaku,

Paragrafl 12
Asuransi
Fasal 62

(1) Penyecdia barang harus mengasuransikan barang-barang vang akan
dikirim sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang

-]

berlaku dan ketentuan vang tercantum dalam kontrak,

®

Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi vang
disesuatkan dengan ketentuan kontrak.
Paragral 13
Pengiritnan
Pasal 63

(1} Penyedia barang membert informasi kepada PPK  tenlang  jadwal
pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barung,



(2]

(3)

Sarandg  transportasi vang dipakai harus sesuaj dengan  dokumen
kontrak.

Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penvedia

barang harus memberikan informasi  sccara  rinci lentang cara
penanganannya,

Paragral 14

Uji Coba

Fasal 64
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Hasil uji coba ditvangkan dalam berita acara,

Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus
maka harus dilakukan pelatiban kepada PP oleh penyedia barang,
biava pelatihan termasuk dalam ha reqd barans.

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi vang ditentukan
dalam kontrak, maka penvedia barang memperbaiki atau mengganti

barang tersebul dengan biava sepenuhnya ditanggung penyedia barang,

Paragrafl 15
Serah Terima Barang
Pasal 65

Setelah pekerjaan 100% (seratus persera tus), penyedia mengajukan
permintaan svcara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan,

Dalam rangka penilainn hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/
pejabal penerima hasil pekerjaan,

PPK  melakukan penilaian  terhadap  hasil pekerjaan vang telah
diselesaikan oleh penvedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan
dan/atan  cacat  hasil pekerjaan, penvedia wajib  memperbaiki/
menvelesaikannya,

PPR menerima penyverahan pekerjaan sctelah:

a. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
kontrak dan diterima olch panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan;

b Penvedia menverahkan  serlifikar  saransi kepada PPK [(apabila
diperlukan),
Paragrafl 16
Pembavaran
Paszal 66

Penyelesatan pembayaran hanya dapal cdilaksanakan setelah barang
dinyatakan diterima sesuai dengan berita avara serah terima baranyg dan
bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti keteniuan umum vang berlaku di
bidang perdagangan.
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Paragral 17
Denda dan Ganti Rugi
Pasal 67

Denda merupakan sanksi finansial vang dikenakan kepada penvedia

barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang

dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi VAng
tercantum dalam kontrak.

Besarnya denda kepada penyedia atas  keierlambatan  penyelesaian

pekerjaan adalah:

@, 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak vang belum
dikerjakan, apubila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat
berfungsi;

2. 1/1000 (satu perseribu) dart hargas kontak, apabila bagian barang
vang sudah dilaksanakan belum berlungsi,

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugl distur di dalam
dokumen kontrak,

Paragraf 18
Penyesuaian Harga
Pasal 682
Penyesualan harga dilakukan sesuai dengan ketentuan vang tereanium
dalam dokumen kontrals,
Penyesualan harga dapat diberlakukan terhadap kontrak vang lebih dari
12 {dua belas) bulan.
Paragral 19
Keadaan Kahar
Pasal 6%
Apabila terjadi keadaan kahar, maka penvedia memberitahukan kepada
PPk paling lambat 14 [empat belas] hari kalender sejak terjadinya

Keadaan kahar, dengan menyertakan pernyvataan keadaan kahar dari
pejabal vang berwenang,

Reterlambatan  pelaksanaan pekerjaan  akibal keadaan kahar vang
dilaporkan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejuk
terjadinya keadaan kahar; tidak dikenakan sanksi.

Paragral 20
Perpanjangan Waktu Pelalksanaan Pekerjaan
Pasal 70

Perpamjangan waktu pelaksanaan dapal diberikan oleh PPK  atas
pertimbangan yvang lavak dan wajar untuk hal-hal schagai berikut:

a. Pekerjaan tambah;

b Perubahan disain;

c. Kelerlambatan yang disebabkan olch PPK;

d. Masalah vang timbul di luar kendali penyedia;

¢, Keadaan kahar.
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Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpa njang sckurang-kurangnya
sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar,

PPK dapat menyetjul  perpanjangan  waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan teriulis vang diajukan oleh
penyedia.

PPK dapal menugaskan panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak
untuk meneliti kelavakan usaha perpanjangan wakty pelaksanaan.
Persetujuan  perpanjangan  waktu  pelaksanaan dituangkan dalam
addendum kontrale.

Paragral 21
Laporan Hasil Pekerjaan
Pasal 71

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan vang telah dilaksanakan
guna  pembayaran hasil  pekerjaan, hasil  pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pe Kerjaan.

Untuk Kkepentingan pcnger—tc!nlimt dan  pengawasan, dibual laporan
realisast mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporun dibuat oleh penyvedia, apabily  diperlukan diperiksa  oleh
Konsultan dan disetujui oleh wakil PRI

Untuk merckam kegiatan pelaksanaan provek, PPK membual foto-folo
dokumentasi pelaksanaun pekerjnan.

Paragraf 22
Penghentian dan Pemutusan Kontrak
FPasal 72

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai
atau terjacdi keacaan kahar.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada
penyedia sesual dengan prestasi pekerjnan vang telah du.flpal.

Pemmutusan kontrak dilakukan apabila;

f. kebuluhan barang tidak dapat ditunds melebihi batas berak hirnya
kontrak;

b, Berdasarkan  penclitian PPK,  penyedia  tdak  akan mampu
menyelesaikan  keseluruhan  pekerjaan walaupun  diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender scjak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjoan unituk menyvelesaikan pekerjaan:

Setelah  diberikan  kesempatan menyclesaikan pekerjsan  sampai
dengan 30 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnyva
peclaksanaan  pekerjaan, penvedia  barang/jasa  tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

h
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d. Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
hari kalender scbagaimana dimaksud pada huruf ¢ diberlakukan
sepanjang masih tersedianva waktu dalaem l..-Jhl.m anggaran berjalan
dan dengan tdak melar npait batas akhir tahun anggaran;

¢, Penvedia lalaifcidera janii dalam melalisanakan Rewainbhan dan tdak
memperbaiki  kelalaiannva  dalam janeka waktu vang  wiah
ditetapkan;

. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan vang
diputuskan oleh instansi vang berwenang; dan/atau

g Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
dan nepotisme, danfatau pelanggaran persaingan  schat dalam
pelaksanaan  pengadaan dinvatakan benar oleh  instansi VEAITY
berwenang.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
d. Jaminan pelaksanaan dicairkan:

b. Sisa uvang muka harus dilunasi oleh penvedia barang/jasa atau
jaminan vang muka dicairkan (apabila diberikan):

¢. Penycdia barang membayar denda keterlambatan lerhadap bagian
kontrak vang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan rl’--la-"r
kontrak apabila pemulusan  kontrak tidak  dilakukan  terhada
sciuruh bagian kontrak: dan

d. Penyedia barang dimasuklkan dalam daftar hitam.
Dalam hal pemutusan  kontrak dilakukan  karena PPK  terlibat
penyimpangan  proscdur, dugaan  koru psi, kolusi dan nepotisme,
dan/atau pelanggaran persaingan schatl dalam pelaksanaan pengadaan
maka PPK dikenakan sanks) berdasarkan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Paragral |
Organisasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Pasal 73
Organisasi pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi terdiri dari:
g 3k
a4, PPK;
b. Direksi Lapangan;
c. Direksi Teknis;
d. Panitia Pencliti Pelaksanaan Kontrak;

¢. Panitia/Pegjabal Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Provisional Hand
Over and Final Hand Over, selanjutnya disebut Panitia PHO/FHO,
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Paragral 2
Direksi Lapangan
Pasal 74
Direksi lapangan adalah tim pendukung vang dibentuk/ditctapkan oleh
PPK (dapat dijabat oleh PPK atau pejabara lain yvang ditunjuk), terdiri
dari 1 {satu) orang alau lecbih, berasal dari unit kerja OPD yang
bersangkutan untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.
Apabila ditunjuk 1 (satu) orang, maka vang bertindak selaku direksi
lapangan adalah PPTK.
Apabila berbentuk tim, maka direksi lapangan seranggolakan 3 (liga)
orang sampai dengan 5 (lima) orang tergantung dari besarnya nilai
nckerjaan konstruksi, terdiri terdiri dari:
a. Ketua : PPTK
b. Sckretaris  PR/unsur pelaksana teknis dari kegiatan yang
hersangkutan
¢. Anggota 1) Unsur perencana teknis dari kegintan vang
bersangkutan:
2) Unsur lain dari OPD yang bersangkutan:
G Unsur dari OPD eknis terkait lainnya apalbila
diperlukar.
Penggunaan unsur dari OPD teknis lain terkail dengan pekerjaan
konstruksi  yang  bersangkulan schegal  anggota  direkst  lapangan,
berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat in/ persctujuan/
penugasan dari Kepala OPD vang bersanakutan.
Tugas dari direksi lapangan adalah:
4, Mengelola administrasi kontrak:
b. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK;
d. Menginstruksikan kepada penvedia jasa untuk pengaluran pekerjaan
sccara tertulis melalui surat atau buka harian,

4y - W |
Parapgral 3

Dircksi Teknis
Pasal 75

Direksi teknis adalah tim pendukung vang ditunj uk/ditctapkan oleh PPK
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Anggofa direksi teknis terdiri dart unsur unit kerja OPD  yang

bersangkutan dan/fatau ditambah dari unsur OPD teknis lain vang
berkaitan dengan pekerjaan bersangkutan,

Dircksi teknis beranggotakan 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) orang

tergantung dari besarnya nilal pekerjaan konstruksi, terdiri dari:

. Ketua ;PR /unsur  pelaksana leknis  Kegiatan  vang
bersangkutan



4)

(5]

L= e

. Sekretaris b Unsur perencana/pelaksana teknis kegialan vang
bersanglkutan

€. Anggota t 1} Pengawas lapangan;
2] Unsur lain dari OPD yang bersangkutan;

3] Unsur dari OPD tecknis terkait lainnya apabila
diperlukan.

Penggunaan unsur dari OPD teknis lain terkait dengan pekerjaan
konstruksi  yang  bersangkutan  sebagai  angeota direksi  teknis,
berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapal ijin/porsetujuan/
penugasan dari kepala OPD yvang bersangkutan.

Tugas dari direksi teknis adalah:

t. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap mutu dan kemajuan
lisik pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak;

2. Menctaplan/menyetujui - sertifikat  bulanan  yang  diajukan  oleh
penyedia jasa setiap tanggal 25 pada scuap bulannya, atau menilai
bobot  kemajuan [isik pekerjaan yvang digjukan penyedia jasa
konstruksi, setelah melalui  pemeriksaa; pengujian, berupa BA
penyelesaian pekerjaan;

c. Menyetujui program mutu yang disusun oleh penvedia jasa;

d. Menilal usulan biaya perubahan pekeriaan yang diajukan penvedia
jasa dan melaporkan kepada direksi pelerjaan;

¢, Memeriksa laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibusai
oleh penyedia jasa;

L. Membuat laporan bulanan vang akan digunakan sebagai dasar
pembayaran yang meliputi:
1. Hasil pengawasan pelaksanann pekerjaan:
2. Hasil kualitas pekerjaan:
3. Hasil perhitungan kuantitas pekerjaan;
4. Foto-loto hasil pelaksanaan pekerjaan;
5. Laporan lain yang dianggap perlu.
g. Dersama panitia peneliti pelaksanaan  kontrak meneliti dan

mengevaluast usulan perpanjangan walkiu pelaksanaan pekerjaan
untuk direkomendasikan kepada PA/KPA;

h. Membuat risalah rapatl pelaksanaan pekerjnan;

. Bersama panitia  pencliti pelaksanaan kontrak  meneliti  dan
mengevaluast usulan perpanjangan wakiu palaksanaan pekerjaan
untuk direkomendasikan kepada PA/KPA.

Paragral 4
Panitia fPejabal Peneliti Pelaksznaan Kontrak

Pasal 76

(1} Panitia/pejabal penelitt pelaksanaan konoak dibentuk oleh PA/KPA

untiilk membantu PPK dalam hal:
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a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kantrak, bersama-
sama dengan penyedia barang melalukan pemeriksaan  kondisi
lapangan;

b. Apabila terjadi perubahan kontrak vang stlatnya mendasar.

Pejabat  peneliti pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan  konstruksi
bernilal sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
adalah PPTK.

Panita peneliti pelaksanaan kontrak dibentulk:

a. Untuk pekerjaan konstruksi bernilai di atas Rp 50.000.000.00 (lima
puluh juta rupiah) sampai Rp 200.000.000,00 (dua ratus Juta
rupiah) beranggotakan 3 (tga) orang;

b. Untuk pekerjaan konstruksi bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (clua
ratus Jula rupiah) beranggotakan 3 (lign) sampai dengan 5 (lima)
orang.

Panitia penclit pelaksanaan kontrak berssal dar unit kerja OPD vang

bersangkutan, dan OPD lainnva yvang berkaitan dengan poekerjaan

persangkutan, terdiri dar:

a. kelua . BRETK

b, Sekretaris coUnsur Perencana teknis dari kegiatan pada QPD

yang bersangkutan.

c. Anggota 1) Ketua direksi eknis kegiatan vang

bBersanglkutan:;

2) Unsur lain dart OPD yang bersangkutan;

3) Unsur dart OPD teknis terkait lainnya apabila
diperlukan.

Penggunaan unsur dari OPD teknis lain terkait dengan pekerjaan

konstruksi  yang  bersangkutan  schagai  anggota  panitia  peneliti

w s = fim = 4
pelaksanaan kontrak berdasarkan permohonan PAJKPA, dan mendapal
uin/persetujuan/ penugasan dari kepala OPD vang bersangkutan.

Tugas panitin peneliti pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak bersama-
sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan;

b, Mencliti apabila terjadi perubahan konlrak vang sifatnya mendasar
antara lam seperu ; disain dan spesifikasi, kuantitas, biayva, waktuy
pelaksanaan, dan lain-lain '

¢, Membuatl Berita Acara Hasil Penelitian;

d. Mengusulkan saran dan tindak lanjut vang perlu dilakukan kepada
PA/KPA alas hasil penelitian.

Paragral 5
Fejabat/Panilia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PHO [ FHO)
Pasal 77

Pejabal/panitia pencrima hasil pekerjaan atau panitia provisional hand

over dan final hand over (panitia PHO/FHO) adalah pejabat/panitia vang

citunjuk  oleh  PA/KPA  untuk mewakili PA/KPA dalam rangka
pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan darl penvedia jasa pekerjaan
konstrukest.
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Pejabat pencrima hasil pekerjaan uniuk pekerjaan konstruksi bernilai
sampai dengan Rp 50.000,000,00 (lima pulub jula rupiah) adalah PETK,

Panitia pencrima hasil pekerjaan (panitia PHG/ FHO} dibentuk;

d. Untuk pekerjaan konstruksi bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah] sampai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupian) beranggotakan 3 (tiga) orang;

B, Untuk pekerjaan konstruksi bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta ruplah} beranggotakan 3 (uga) sampai dengan 5 (lima)
Orang.

Anggota panitia PHO/FHO terdiri dari unsur unit kerja OPD vang

bersanglkutan dan/atau ditambah dari unsur OPD lain vang berkaitan

dengan pekerjaan bersangkulan, terdiri dari:

a. ketua  PPTK pekerjaan yang bersangkulan:

b. Selretaris ;. Ketua Direksi Teknis;

c. Anggeta 1. Unsur lain dari OPD vang bersangkutan/unsur dari

C(OPD teknis terkait lainnya;

2. Unsur BLPBJ;

3. Unsur Bagian Administrasi Sumber Dava Alam dan
Infrastrukiur Setda.

Penugasan unsur BLPB.J, unsur Bagian Administrasi Sumber Dava Alam

dan Inlrastruktur Sckretariat Dacrah sebagal anggola panitia PHO/FHO,

berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ijin/persetujuan/
penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan,

Tugas panitia penerima hasil pekerjaan melipui:

a. Melakukan penilaian terhadap seluruh hasil pekerjaan vang telah
diselesaikan olch penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak, mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi,
jumiah, wakru, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.

b, Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan setelah melalui

pemeriksaan /pengujian;

¢, Membuat dan menandatangani Berila Acara Hasil Penilaian:

d. Bekerja pada wakiu penyerahan pertama pekerjaan dan penverahan
akhw pekerjaan;

c. Melaporkan hasil kegialannya kepada PA/RKPA.

Paragraf O
Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 78
Selama  berlangsungnya  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi, apabila
dipandang perlu PPK dapat mengangkat pengawas pekerjaan (Dircksi
Teknis) vang dapat berasal dari personil PPK atauy menggunakan
konsultan  pengawas  (kensultan  supervisi)  untuk  mengawasi
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di lapangan,
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Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan  selaly
bertindak untuk lepc*an.r_:,fm PPK dan dapat bertindak sebagai walkil
sah PPK di lapangar

Paragral
Penyerahan Lapangan
Pasal 79
PA/KPA/PPK wajib menyerahkan seluruh/scha glan lapangan kepads
penyedia sebelum diterbitkannva surat perintah mulai kerja.

Scbelum penyerahan lapangan, PA/KPA/PPR vang dalam hal ini diwalili
oleh  panitia/pejabat  peneliti  pelaksanaan tﬂml':‘ak bersama-sama
dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan  berikut
bangunan dan seluruh aset milik PA/KPA/ PIK yang akan menjadi
tanggungjawab penyedia, untuk fhrﬂ.dnlannl\cuz, dijaga dan dipelihara

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima
lapangan vang ditandatangani kedua belah pihak.
Paragral &
Surat Perintah Mulai Keria (SPMEK)
Pasal &0

PPR menyerahkan sclurch/sebagian lokasi pekerjaan vang dibutuhkan
kepada penyedia sebelum d!tcr bitkannya SPMK.
PPK mencrbitkan 8SPMK sclambat-la mbalnya 14 (empal belas) har
kalender sejak 1anggal penandatanpanan konirak,
Daiam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulain v pelaksanaan
kontrak olch penvedia.
Untuk SPK, tanggal mulai kerja dH[JaL ditetapkan sama dengan tanggal
penandatanganan SPK atau tangeal dikeluarka nnya SPMK.

Paragral 9

Penyusunan Program Mui

Pasal 81
Program mutu disusun oleh pc nyedia paling sedikit berisi:
a. Informasi mengenal pekerjaan vang akan dilaksanakan:
b, Organisasi kerja ]'JL!I'I_\-CdI.-_‘,
¢, Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. Prosedur |}Ei.‘:‘1[—<‘-§&3l"ﬂé-] n pekerjaan;
¢. Prosedur instrulsi kerja;
. Pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesual dengan kondisi lokasi pekerjaan.

Paragral 10
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Pasal 82

PP bersama  dengan penyedia, unsur perencanaan, dan  unsur
pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
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Beberapa hal vang dibahas dan discpakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:

a. Program mutu;
b, Organisasi kerja;
¢ Tata cara pengaturan pelaksanaan pekeriaan;

d. Jadwal pengadaan bahan/material, maobilisasi  peralatan  dan
personil;

€. Penvusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan,

Paragral 11
lohilisasi
Pasal 83
Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainva pelaksanaan
pekerjaan.

Mohilisasi dilakukan sesuai dengan lingkop pekerjaan, vaitu:

a. Mendatangkan tenaga ahli;

b. Mendatangkan tenaga pendukung: dan/alat

¢, Menviapkan peralatan pendulkung.

Mobilisusi peralatan dan personil dopat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan

Paragral 12
Pemoeriksaan Bersama
Pasal 24

Apabila diperlukan, puada tahap awal pelaksanaan  kontrak, PPK
bersama-sama  dengan  penvedia  melakukan  pemeriksaan  lokasi
pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan
detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembavaran.

Untuk pemeriksaan boersama ini, PA/KPA dapat membenrtuk panitia/
pajabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usul PPK.
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara,apabila
dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kentrak,
maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

Paragral 13
Pembayaran Uang Muka
Fasal 83

MNilar besaran uang muka paling tinggl sesua dengan yang ditetapkan
dalam kontrale,

Besarnya jaminan uang muka adalah senilai vang muka vang diterima
penyedia.

Jaminan uvang muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan  atau  perusahaan  asuransi yvang mempunyal  program
asuranst  kerugian [(Suretyship) scbagaimana  yang ditetapkan oleh
Menter: Keuangan.
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Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan
tersebul setelah jaminan vang muka diterima dari penyedia.
Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur sceara
proporsional pada sclisp pembavaran prestasi pekerjaan dan paling
lambar harus lunas pada saa pekerjaan mencapal prestasi  100%
{seratus perscralus),

Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara Bertahap
dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Paragral 14
Perubahan Kegialan Pekerfaan
Fasal 26

Apabila terdapat perbedaan yang signilikan antara kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gcambar dan spestlikast vang
ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapar
melakukan perubahan kontrak vang meliputi antara lain:

d. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam kontrak;

0. Mengurang atau menambah jenis pekerjaan:

o

Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lokasi pekerjaan;

d. Melaksanakan pekerjuan tambah vang belum  tercantum dalam
kontrak vang diperlukan untuk menyelesailcan seluruh pekerjaan.

Pekerjaan Lambah harus mempertimbangkan wersedianva anggaran dan
paling tingei 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal,

Perintalh perubahan pekerjaan dibual oleh PPK secura tertulis kepada
nenyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga

dengan tetap mengacy pada ketentuan vang tercantum dalam kontrak

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum kentrak.

B I =
Paragral 15

Laporan Hasil Pekerjaan
Pasal 87

Permneriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanazan konuak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan vang telah dilaksanakan
guna pembayaran  hasil  pekerjaan, hasil  pemeriksaan  pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pckerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjuan di lokasi pekerjaan
dicatat dalam buku harian schagai bahan laporan harian pekerjaan vang
berisi rencana dan realisasi pekerjuan haran,
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a. Jenis dan kuantitas bahan yvang berada di lokasi pekerjaan;
D. Penempatan tenaga kerja untuk tap macam tugasnya;

¢. Jenis, jumlah dan kondisi peralaian;

d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

¢. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnyg
yang berpengaruh lerhadap kelancaran pekerjaan;

[.  Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan,

Laporan harian dibuat oleh penyedia, vang diperiksa dan disetujui oleh
Wakil PPK.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi
hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal
penting vang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan beris:

hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal

penting vang perlu ditonjolkan.
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyvek, PPK membual loto-foto
dokumentasi pelaksanaan pckerjaan di lokasi pekerjaan.
Paragral 16
Pengendahan Mutu dan Cacat mutlu
Pasal &8
Ada tiga tahap pengendalidn mutu:

a. Pengendalian mutu bahan baku {lanah, pasir, batu, semen, aspal,
dan lain-lain);

0. Pengendalian mutu bahan olahan (campuran beton, campuran aspal.
dan lain-lain);
¢. Pengendalian mutu  pckerjaan  terpusang  (timbunan  tanah,

Konstruksi beton, lapisan hotmix, dan lain-lain].

Pengendallan mutu wajib  dilaksanakan  oleh  penyedia  selama
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (spesifikasi
teknis).

Direksi teknis wajib memeriksa mutu hasil pekerjaan dan memberitaliu
penyedia bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan direksi teknis dapat
memerintahkan penyedia untuk menguji hasil pekerjaan yang dianpggan
terdapal cacat mulu.

Apabila direks) Leknis memerintahkan penvedia untuk melaksanakan
pengujian dan ternyata hasil pengujian memperlihatkan adanya cacat
mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi Langgungjawab
penyedia, apabila dari hasil pengujian tidak ditemukan cacat mutu,
maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungiawab PA/KPA.
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Setiap kali pemberitaliuan cacal mutu oleh direksi teknis, penvedia
harus memperbaiki dalam wakiu sesuai vang lercantum dalam surat
pemberitahuan tersebut, apabila penyedia tidak memperbaiki dalam
walctul vang telah ditentukan, maka direksi pekerjaan dapat memintla
pithak ketiga untuk memperbaiki cacal muty tersebut dengan biava
dibebankan kepada penvedia.

~acal mutu harus diperbaiki sebelum penverahan pertama. pekerjaan
dant selama masa pemeliharaan, penyeranan pertama pekerjaan dan
masa pemeliharaan pekerjaan dapat diperpanjang sampai cacal mutuy
selesal diperbaiki.
Paragral 17
Penilalan Pekerjaan
Pasal 84
PAJKPA harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa
pelaksanaan pekerjaan.
Peniladan atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan
lisik pekerjaan.
Pelaksanaan penilaian pekerjaan scbagaimana dimaksud pada ayvat {2)
dilaksanakan oleh direksi teknis.

Paragral 18
Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi
asal 90

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang ciscpakati dilakukan oleh
PPK, dengan ketentuan;

4. Penyedia telah mengajukan tagifan diseriai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

b, Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin
sesual ketentuan dalam dokumen kontralk:

Pembavaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan vang telah
lerpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian

dari hasil pekerjoan vang akan discrahterimakan, sesuai denean
ketentuan yang terdapat dalam kontrak:

2

d. Pembavaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang miuka,
denda (apabila ada), pajak dan vang retensi

c. Untuk  kontrak  yang  mempunyai  subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapt bukti pembavaran kepada seluruh sub
penyedia sesuai dengan prestasi pelerjaan.

Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan vang menjadi bagian

dart  hasil  pekerjaan yvang  akan  discrabierimakan  schagaimana

dimaksud dalam aval (1) hurul ¢ harus memenuhi persyaratan:

a. Merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan Lji
fungsi [cormmissioning);

. Berada di lokasi vang ditetaplan sebagaimana tercantum dalam
kontrak dan/atau perubahannya:



on
8}

Ly

Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen:

d. Bersertifikat garansi dari produsen/agen  resmi yang ditunjuk
produscn;

¢. Disetujui oleh PPK sesua; dengan capaian fisik yvang diterima:

f. Dilarang dipindahkan dari ares fokasi yang ditetapkan sampai
dengan wakiu pemasangan dan/atay dipindahtangankan kepada
pihak manapun scbagaimana tercantum dalam kontrak dan/atau
perubahannya;

g. Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan
risiko kerusakan,

(3] Persyaratan sebaguaimuana dimaksud pada ayat (2] hurul a sampel
dengan hurul g dicantumkan dalam kentrak dan/atauy perubahannva.

(4] Dalam hal peralaan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh penyedia,
persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayal {2) hurul ¢ dan huruf d
dapat digantikan dengan Sural Persclujuan dari PPK,

() Pembayaran  peralatan dan/atau  hahan Nanva  diberikan  uniuk
pekerjaan  vang mengeunakan kontrak harga satuan  atau haglan
pekerjaan vang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan
Lumpsum dan Harga Satuan,

(6) Pembayaran Lerakhir hanya dilakukan selclah poKerjaan selesai 100%
[scratus perseratus) dan berita acara penyerahan perlama pekerjaan
diterbitlean.

Paragral 19
Denda dan Gant Rugi
FPasal 21
(1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan Kepada penvedia,
sedangkan ganti rugi merupakan  sanksi fnansial vang dikenalkan

kepada PPK karena lerjadinya eidera janji/wanprestasi vang tercarntur
dalam kontralk,

(2] Dalam hal penyedia werlambal menyelesaikan pekerjaan maka penvedia
hanya dikenakan denda keterlambaren,

(3] Besarnya denda kepada penyvedia atas kelerlambatan  penvelesaian
pekerjaan adalah:

a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak vang belum
dikerjukan, apabila bagian pekerigan vang sudah dilaksanakan
dapal Herfungsi;

b, 1/1000 (satu perseribuj  dari harga  kontrak, apabila bagian
pekerjaan vang sudah dilaksanakan belun berfungsi.

(4] Tata cara pembayaran denda dan/atau gant rugi diatur dalam dokumen
kontrak,
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Paragral 20
Penyesuaian Harga
Pasal 92
Penvesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam dokumen kontrak.
Penyesuaian harga dapal diberlakukan terhiads i kontrak vang lebih dari
12 ([dua belas) bulan.
Paragrai 21
Keadaan Kahar
Pasal G3
Apabila teriadi keadaan kahar, maka penvedia memberitahukan kepada
PPIC paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinva
keadaan kahar, dengan melampirkan peravataan keadazan kahar dari
pejabat yang berwenang,
Reterlambatan  pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar VANE
dilaporkan paling lambal 14 (cmpat belas) hari kalender sejak lerjadinva
keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi,

Paragraf 22
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
Pasal 94

Apabila penyedia terlambat melaksanakean pekerjaan scesuai jadwal,
maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan
ketentuan tentang kontrak kritis,

Kontrak dinvalakan kritis apabila:

a. Dalam periode [ {rencana fisik pelaksansan 0%-70% dari kontrak),
realisasi [isik pelaksanaan terlambat lobik besar dari 10% dari
FERNCee

b. Dalam periode 11 (rencana lisik pelaksanaan 70%-100% dari
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5%
dari rencana;

¢. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik
pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan
melampaul tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian [Show

Cause Meeting/ SCM).

Tahapan rapat pembukiian (Show Cause Meenng/SCM) adalah sebagai

berikut:

a. Pada saal kontrak dinyvatakan kritis PPK dibantu Direksi lapangan
menerbitkan  surat  peringatan/leguran  kepada penvedia  dan
selanjutnya menyelenggarakan SCM;
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Dalam SCM, PPK beserta direlesi lapangan, direksi teknis dan
penyedia jasa membahas dan menyvepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh penvedia jasa dalam periode waklu tertenty
(uji coba pertamal vang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat/
tahap 1;

Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus
disclenggarakan SCM tahap [l yang membahas dan menvepakati
besaran kemajuan fisik yang harus dicapai vleh penyedia jasa dalam
periode waktu tertentu (uji coba kedual vang dituangkan dalam
berita acara SCM tahap I1;

Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus
diselenggarakan 8CM Tahap Il yang membahas dan menyepakali
besaran kemajuan fisik vang harus dicapai oleh penvedia jasa dalam
periode waktu tertentu (uji coba ketiga) vang dituangkan dalam
berita acara SCM tahap [l1;

Pada setiap tahupan SCM disamping hasil kesepakatannya
dituangkan dalam berita acara, pihak penyedia harus membuat
sural  pernyataan  bermaterai yang  berisi Kesanggupan  untuk
menyelesaikan pekerjuan sesual berita acara SCM serta bersedia
dikenakan sanksi sesuai ketentuan vanyg berlaku;

Pada scuap uji coba yang gagal, PPK harus moenerbitkan surat
peringatan  kepada penvedia atas  keterlambatan  realisasi [isik
pelaksanaan pekerjaan;

Apabila sampai dengan tahap uji coba kelign sebagaimana dimaksud
pada  hurut o, pihak penvedia letap pagal dan  tdak dlapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan vang disepakati bersama,
scdangkan masa pelaksanaan pekerjaan telah berakhir, maka PPK
setelah dilakukan rapat bersami PA/KPA dapat melaksanakan
pemutusan kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis
karena dianggap penyedia telah lalai/cidera janii.

Dalam nal keterlambatan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢
PPK sctelah dilakukan rapat bersama PA/KPA, schelum tahun anggaran
berakhir dapat langsung memutuskan kontrak sccara sepihak denean
mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Paragral 23
Perpanjangan Waistu Polalksinaan

Pasal Y5

Perpanjangan  waktu  pelaksanaan dapat diberikan  oleh PPR alas
pertimbangan yang lavak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

Pekerjaan tambah;

Perubahan disain;

Keterlambatan yvang disebabkan olch PPK;
Masalah vang timbul diluar lkkencdali penvedia;
Keadaan kahar.

Weaklu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sckurang-kurangnva
sama dengan waktu terhentinya kontrak akibal keadaan kahar.
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PPK dapal menyetujul perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak
sctelah melakukan penclivian terhadap usulan tertulis yang diajukan
oleh penyvedia,

PPK dapal menugaskan panilia/pejubat peneliti pelaksanaan kontrak
untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan wakiu pelaksanaan,

Persetujuan  perpanjangan  waklu  pelaksanaan  dituangkan  dalam
adendum kontrale.

Paragral 24
Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
Pasal 95

Penvedia vang mempunyai harga vang tercantum dalam kontrak di atas
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja
suma dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, vaity
dengan mensubkontrakkan scbagian pekerjaan vang bukan pekerjaan
utama.

Bagian pekerjaan vang disub kontrakkan terschut harus diatur dalam
kontrak dan diselujui terlebih dahulu oleh PPK,

Penyedin  telap  bertanggung  jawab  atas  bagian  pekerjaan  vang
disubkontakkan,

ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak
serta menganut prinsip kesetaraan.

Penyedia  dilarang  mengalihkan  pelaksanaan  pekerjaan  utama
berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,
kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penvedia spelialis,

Penyedia dapat  bekerjasama dengan penyedia  lain dengan
mensubkontrakkan schagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan
scluruh pekerjaan.

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan
lersebut sejuk awal di dalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak
difjinkan untuk disubkontrakkan.

Paragral 25
Scrah Terima Pekerjaan
Pasal 97

Setelah  pekerjaan  sclesai  100%  (seratus perseratus), penvedia
mengajukan permintaan secara lertulis kepada PA/KPA melalui PPK
untuk penverahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/
pejabal penerima hasil pekerjaan.

Panilia/ pecjabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap
nasil pekerjaan yang telah diselesaikan olch penyedia, apabila erdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penvedia wajib
memperbaiki/ menvelesaikan dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaannyva.
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PPK menerima penyerahan pertama pekerjsan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima
oleh panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan.

Pembayaran dilakukan scbesar 25% (sembilan puluh lima perseratus)
dari nilai kontrak, sedangkan vang 5% (lima perseratus) merupakan
retenst sclama masa pemeliharaan, atau pembavaran dilakukan sebesar
100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyvedia harus
menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilal kontrak.

Penyedia wajib memcelihara hasil pekerjnan sciama masa pemeliharaan
sehingga kondisi telap sepert pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyvedia mengajukan permintaan
secara terrulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan alkhir
pekerjaan,

PP menerima penyerahan  akhir  pekerjaan screlah penvedia
melaksanakan semua kewajibannya sclama masa pemeliharaan dengan
baik, PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak vang belum
dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai
kesepakatan para pihak dalam kontrak.,

Penyedia menandatangani Berita Acara 8crah Terima Akhir Pekerjaan
pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Ouven.

Penyedia yvang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pckerjaan sebagaimana dimaksud pada avar (10) dimasukan dalam
Daltar Hitam,.

Apabila  penyvedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
schagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang relensi
untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan
pemeliharaan.

-

Paragral 26
Crambar Pelaksanann
Pasal G5

Penyedia  harus  menverahkan kepada  direksi pekerjaan  gambar
pelaksanaan (as built drawing] paling lambat 7 (tujuh hari) sesudah
penyerahan pertama pekerjaan.

Apabia penyedia terlambatl menyerahkan gambar pelaksanaan (as built
drawintg), maka PA/KPA dapat menahan scjumlah uwang scsual
kKetentuan dokumen kontrak.
Paragral 27
Penghentian dan Pemutusan Kontrak
Pasal 99

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal
atau terjadi keadaan kahar.



(2} Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membavar kepada

(3)
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penyedia sesual dengan prestasi pekerjaan vang telah dicapai.

Pemutusan kontrak dilakukan apabila;

a. Rebuluhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi  batas
berakhimmya kontralk;

b. Berdasarkan penclitian PPK, penvedia barang/jasa tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempalan sampai dengan 30 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan peckerjaan;

¢, Selelah diberikan  kesempatan menvelesaikan  pekerjaan  sampai
dengan 30 (lima puluh] har kalender sejak masa  berakhirnya
pelaksanaan  pekerjaan,  penyedia  barang/jasa tidak  dapat
menyvelesatkan pekerjaan;

d. Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
hari kalender sebagaimana dimaksud pada hurul ¢ diberlakukan
sepanjang masih tersedianva walkiu dalam tahun anggaran berjulan
dan dengan tdak melampaui batas akhir tahun anggaran;

¢, Penyvedia  barang/jasa  lalai/cidera janjt  dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tdak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waklu vang Ltelan ditctapkan;

[, Penvedia barang/jasa terbukii melakukan korupsi, kolusi dan
nepolisme,  kecurangan  dan/fatau pemalsuan dalam  proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi vang berwenang; dan/atau

g, Pengaduan tentang penvimpangan proscdur, dugaan korupsi, kolusi
dan nepotisme danfatau  pelanggaran  persaingan schat dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyvatakan benar oleh instansi
yvang berwenang,

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karcna kesalahan penvedia

barang/ jasa:

a, Jaminan pelaksanaan dicairkan:

b. Sisa uang muka harus dilunas: oleh penvedia barang/jasa atau
jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan);

¢. Penycedia barang/jasa membayar denda keterlambatan, dan

d. Penyvedia barang/jasa dimasulkkan dalam daftar hitam.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK  terlibat
penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan  nepotisme
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

Bagian Keompat

Pelaksanaan Konlrak Jasa lonsultans Berbentuk
Badan Usaha dan Perorangan

Paragral |
Organisasi Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi

Pasal 100

(1] Organisasi pelaksanaan kontrak jasa konsuliansi terdird dari:



()

6]

HEy!
ik
oA

a. PPk;

b. Panitia/Pejahat Peneliti Pelaksanaan Kontrak:
¢. Panita/Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan;

d. Tim Teknis,

Tim pendukung, dapat terdiri dari:

. PPk

. PK.

Paragral 2
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Pasal 101

Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dibentulk oleh PA/KPA

untuk membantu PA/KPA dalam hal:

4. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-
samea dengan  penyedia  jasa  melakukan  pemeriksaan  kondisi
lapangan;

. Apabila terjadi perubahan kontrak vang silninya mendasar,

- o J

Pejabat pencliti pelaksanaan kontrak untul pekerjaan jasa konsultansi

bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah)

acdalah PPTI.

Panilia peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk;

a. Untuk pekerjaan jasa konsultansi bernilai di atas Rp 30.000.000,00
(fima puluh juta rupiahj sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) beranggotakan 3 (tiga) orang.

b, Untuk pekerjaan jasa konsultansi bernilai di atas Rp 200.000,000,00
[dua ratus juta rupiah) beranggotakan 3 (tiga) sampai dengan 3
{lima} orang.

Panitia peneliti pelaksanaan kontrak berasal dari unit kerja OPD vang

bersangkutan, dan OPD lainnva yvang berkaitan dengan pekerjaan

bersangkutan, terdir] dari:

g4, Ketua : PPTK dari pekerjaan vang bersangkutan

b. Sckretaris @ PK dari kegiatan vang bersangkutan

¢c. Anggola o 1 Unsur pelaksana  teknis  dari  kegialan  vang

bersanglcutan;

2} Unsur lain dari OPD yang bersangkutan;

3) Unsur dari dinas teknis/lembaga teknis lainnya
vang terkait dengan pekerjaan bersangkutan,

Penggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya sebagal anggota

panitia pencliti pelaksanaan kontrak, berdasarkan permohonan PA/KPA,

dan mendapat {jin/persetujuan/penugasan dart kepala OPD yang
bersangkutan.

Tugas panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kentrak meliputi:

a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-
samu  dengan penvedia  jasa  melakukan  pemeriksaan  kondisi

lapangan;
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b. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yvang sifatnva mendasar
anlara lain scperti  disain dan spesilikasi, kuantitas, biayva, waktu
pelaksanaan, dan lain-lain;

¢, Membuatl Benta Acara hasil penclitian;

d. Mengusulkan saran dan tindak lanjut vang perlu dilakukan kepada
PA/KPA atas hasil penclitian.

Paragraf 3
Panitia/Pejabat Penernima Hasil Pekerjaan
Pasal 102

Panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan ditunjuk oleh PA/KPA untuk
mewakili PA/KPA dalam rangka pclaksanaan serah terima hasil
pekerjaan dari penyedia jasa konsullansi,

Pejabat penerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan jasa konsullans
bernilal sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
adalah PPTK.

Pamtia penerima hasil pekerjaan dibentulk;

a. UUntuk pckerjaan jasa konsullansi bernilai di atas Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.00 (dua
ratus juta rupiah) beranggotakan 3 (Liga) orang;

B, Untuk pekerjaan jasa konsultansi bernilai di atas Rp 200.000.000,00
(ua ratus juta rupiah) beranggotaikan 3 (liga) sampal dengan 5
(lima) orang;

Anggola panitia penerima hasil pekerjaan terdiri dari unsur unit kerja
OPD vang bersangkulan dan/atau ditambah dari unsur OPD lain yvang
berkaitan dengan pekerjaan bersanglkutan, terdin dari:

a. Ketua : PPTK pekerjaan vang bersangkutan

b. Sekretams | PK atau unsur teknis dari kegiatan yang bersangkutan

c: Anggota 1} Unsur lain dart OPD yang bersangkutan

2) Unsur BAPPEDA,;

3) Unsur Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah,

Penugzasan unsur BAPPEDA, DBagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah, dan unsur dari OPD lain yang lerkait sebagai

anggola panitia pencrima hasil pekerjaan, berdasarkan permohonan

PA/KPA, dan mendapal yin/persetujuan/ penugasan dart kepala OPD

yang bersangkutan,

Tugas panilia penerima pekerjaan meliputi;

a. Melakukan penilaian terhadap scluruh hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penvedia barang sesual dengan ketentuan vang
tercantum dalam kontrak;

b. Menerima hasil pekerjaan vang lelah diselesaikan setelah melalw
permeriksaan,

c. Membual dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaiam;

d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.



(1)

Paragral 4
Tim Teknis
Pasal 103

Tim Tekmis ditunjuk oleh PA/KPA dalam rangka pembahasan substansi
pekerjaan jasa konsultansi yvang dilaksanakan oleh penvedia jasa
konsultansi.

Tim Teknis beranggotakan 3 (liga) orang sampai dengan 5 (lima) orang
tergantung dari besarnya nilai pekerjaan jasa konsultansi, terdin dari:

a. Ketua : PPTK pekerjaan yang bersangkutan

b, Sekretaris : PR atau  unsur  teknis  dari kKegiatan  yang
bersanglkutan

¢, Anggnta ;1) Unsur teknis dar kegiatan yang bersangkutan;

2] Unsur lain dari OPD vang bersangkutan;

3} Unsur dari OPD lain yang terkait dengan
pekerjaan yang bersangkutarn, apabila

diperlukan.

Penugasan unsur dari OPD lain vang lerkail sebagai anggota Tim Teknis,
= NELILE = =

berdasarkan permohonan PAJKPA, dan mendapat ijin/persetijuan/
penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan,

Tugas Tim Teknis dibedakan menurut jasa konsultasi vang diberikan,
meliputi:

a. Untuk  jasa  konsullansi  pengawasan/supervisi,  melakukan
pembahasan dan penilaian terhadap substans laporan dan doxumen
hasil pekerjaan, serta memberikan saran dan koreksi serta tindak
lanjut terhadap laporan dan dokumen hasil pekekerjaan penyedia
jasa konsultasi berdasarkan kerangka acuan kerja (TOR);

b, Untuk jasa konsultansi perencanuan dan kelitbangan, melakukan
pembanasan dan penilaian terhadap substanst liporan dan dokumen
hasil pekerjaan, serta memberikan saran dan koreksi serta tindak
lanjut terhadap laporan dan dokumen hasil pekekerjaan penyedia
jasa konsultasi berdasarkan kerangka acuan kerja (TOR) menurut
tahapan penvampaian laporan pendahuluan, laperan antara, dan
laporan akhir;

c. Melaporkan hasil kegiatannva kepada PA/KPA

Paragral 5
SPMIK
Pagal 104

PPK  menverahkan seluruly/scbagian  lokasi  pekerjaan  danj/atau
dokumen tertentu vang dibutuhkan kepada penvedia sebelum
diterbitkannva SPMEK.

PPK menerbitkan SPMK sclambat-lambatnyva 14 (empat belas] han
kalender scjak tangeal penandatanganan kontrak.

Dalam SPMEK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan
kontrak oleh penvedia.
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Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal
penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK,
Paragral 6
Penyusunan Program Mutu
Pasal 105

Program mutu disusun oleh penyedia, yvang paling sedikit berisi:
a. Informasi mengenai pekerjaan vang akan dilaksanakan;

. Organisasi kerja penyedia;

c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. Jadwal penugasan tenaga ahli dan tenanga pendukung,

e. Prosedur pelaksanaan pckerjaan;

[, Prosedur instruksi kerja;

g, Pelaksana kerja,

Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

Paragral 7
Rapat Persiapan
Pasal 106

PPK  hersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan tim  teknis
dan/atau tim pendukung.

Beberapa hal vang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:

a. Program mutu,
b, QOrzanisast kerja;
c. Tala cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil
(apabila diperlukan};
¢. Rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita
Acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak vang ditandatangani oleh
seluruh peserta.
Paragral &
Mobilisasi
Pasal 107
Penyedia melakukan mobilisasi setclah tanggal dimulainya pelaksanaan
pekerjaan.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, vaitu;
a. Mendatangkan lenaga ahli;

b. Mendatangkan tenaga pendukung:

¢. Menviapkan peralatan pendukung.
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Mobilisasi peralatan dan persontl doapal dilakokan secara bertahap
i k 2 t
sesual dengan kebutuhan.

Paragraf 9
Pemeriksaan Personil/Penvedia dan Peralatan
Pasal 108
15 vea | b 1 - - H - - " ey sy lega v o
Untuk penyedia jasa konsultansi berbentuk badan hukum, pemeriksaan

(inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil
dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan.

Untuk penyedia jasa konsultansi berbentuk perorangan, pemeriksaan
(inspeksi) penvedia dan  peralatannya  harus  dilaksanakan  setelah
personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan.

Hasil inspeksi/pemeriksaan dituangkan dalam  Dberita acara vang
ditandatangani oleh PPK dan penvedia.

Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu tim
teknis dan/atau tim pendukung.

Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralalan ternvata belum
memenuhi persyvaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan
dengan syaral personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat
harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kKontrak.,

Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatikan
perubahan ist kontrak maka harus ditvangkan dalam bentuk adendum
Kontrak.

Paragral 10
Pemeriksaan Lapangan

Pasal 109
Apabila diperlukan, PPK dan panitia/pejabat  penelitt pelaksanaan
kontrak bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan
lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi
lapangan.
Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu tim teknis dan/atau
tim pendukung.
Hasil pemeriksaan lapangan  ditwangkan  dalam  berita  acara
pemeriksaan lapangan vang ditandatangani oleh PPK dan penvedia.
Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi
kontrak maka harus dituangkan dalam addendum kantrak.

Paragral 11
Perubahan Personil dan Peralatan Yang Diajukan Oleh Penvedia
(Khusus Penyedia Jasa Konsullansi Berbentuk Badan Usaha)
Pasal 110
Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan
kepada PPRK.

Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau
peralatan tanpa persetjuan PPK.
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dengan ketentuan:

a. Menvetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila
alasan vang diajukan dianggap sesual,

b. Tidak mengurangi kualilikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak
menambah nilai kontrak,untuk kontrak biaya satuan (time based),
biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga
ahli vang mengegantikan;

¢, Menolak permohonan perubahan personil dan/fatau peralatan bila
alasan vang diajukan dianggap tidak scsuarl,

Untuk mengajukan permohonan penggantian  personil,  penyedia
diwajibkan melampirkan riwayal hidup/pengalaman kerja personil yang
diusulkan dan disertai alasan penggantian personil vang bersangkutan,

Dalam  rangka  penilaian  wvsulan  penggantan personil  dan/atau

peralatan, PPK dapat dibaniu panitia/pejabat peneliti pelaksanaan
kontra

Paragral 12
Penggantian Personil Penvedia Atas Perintah PPK
(Khusus Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha)
Pasal 111
Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau lidak dapat
melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus

scgera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan
kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tnggi.

Dalam wakiu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian
personil, PPK harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia,
Paragral 13
Pembayaran Uang Muka
Pasal 112

Nilai besaran uang muka paling tinggi scsual dengan milal yang
ditetapkan dalam kontrak.

Besarnva jaminan uang mitka adalah senilal uang muka vang giterina
penyvediea.

Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan  altan  perusahaan  asuransi yang mempunyal  program
asuransi  kerugian (Suretyship) scbagaimana  yang ditetapkan oleh
Menter: keuangan.

Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara
tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak,

PPK mengajukan surat permintaan pembavaran untuk permohonan
tersebut setelah jaminan uang muka diterima diterima oleh penyedia.
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Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling
lambal harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%
[seratus perseratus).

Untuk kontrak tahun jamalk, nilail jaminan uang muka secara bertahap
dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Paragral 14
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 113

Pembavaran prestasi hasil pekerjaan vang discpakatl dilakukan oleh

PPK, dengan ketentuan:

a. Penvedia telah mengajukan tagihan diserlar laporan kemajuan hasil
pelerjaan;

b. Pembavaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan alau sistem
termin vang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai kelentuan
dalam dekumen kontrak;

¢. Pembavaran bulanan/termin hoarus dipotong angsuran uang muka
dan denda (apabila ada), serta pajnk-pajak yang berlaku;

d, Untuk kontrak yang mempunval  sub kontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukt pembavaran kepada seluruh sub
penvedia sesual dengan prestast pekerjaan.

Pembayaran terakhir hanva dilakukan scielah pekerjaan selesar 100%

(scratus perseratus) dan berita acarn serah terima pekerjaan diterbitkan.

Apabila penvedia tidak menyelesatkan kewajibannya sesuail dengan

kontrak, maka PPK berhak menolak membayar tlagihan  yang

disampaikan oleh penyedia.

Paragral 13
Perubahan Lingkup Pekerjaan

Pasal 114
Apabila terdapat perbedaan vang signilikan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan kerangka acuan kerja yang telah
ditentukan dalam kontrak, maka PPK bersama  penyvedia  dapat
melalkukan perubahan kontrak vang meliputi antara lain:
a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yvang tercanium

dalam kontrak;

h. Mengurangi ataw menambah jenis pekerjuan;

Mengubah spesifikasi pekerjaan sesual dengan kebutuhan lapangan:

P

d. Melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum
dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan.

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan

tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perscratus) dari biaya yang

lercantum darl nilat kontrak awal,
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Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK scecara teriulis kepada
penvedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan
tetap mengacu pada ketentuan yvang tercantum dalam kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebutl dituangkan dalam Berita Acara scbagai dasar
penyusunan adendum kontrak.

Dalam hal penilaian  perubahan  lingkup  pekerjaan  scbagaimana
dimaksud pada hurul a sampai dengan d. PPK dapat dibantu oleh
panitia/ pejabal peneliti pelaksanaan kontrak,

p=

Paragral 16

Denda dan Ganti Rugi

-4}

Pasgal 115

Denda merupakan sankst (inansial vang dikenakan kepada penyedia,

sedangkan ganti rugi merupakan sanksi [inansial yang dikenakan

kepada PPK, karena lerjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum
dalam kontrak.

Dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka penyedia

hanva dikenakan denda keterlambatan,

Besarnva denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian

pekerjaan adalah:

a. 1/1000 (sawu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum
selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan
vang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem,
serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;

b, 1/1000 [satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pckerjaan
helum diterima olch PPK.

Tata cara pembavaran denda dan/atau gant rugl diatur dalam dokumen

kontrak.

s

Paragral 17
Penyesualan Biayva
Pasal 116

Penyesuaian biava dilakukan sesual dengan keteniuan yang tercanium
dalam dokumen kontrak.

Penvesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap kontrak vang lebih dar
12 {dua belas] bulan.

Paragral 18

keadaan Kahar

Pasal 117

Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada
PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender scjak terjadinya
keadaan kahar, dengan menyertakan pernvataan keadaan kahar darn
pejabat vang berwenang.
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Keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan akibatr keadaan kahar yvang
dilaporkan paling lambal 14 {empat belas) hant kalender sejak terjadinyva
keadaan kahar, tidak dikenakan sanlesi,

Paragral 19
Laporan Hasil Pekerjaan
Pasal 118

Penyedia wajib menycrahkan laporan dan dokumen sesual dengan
ketentuan vang telah diatur dalam kontralk, atas penerimaan laporan
dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

PPK dengan dibantu oleh Ltim teknis dan tim pendukung, bersama
penvedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan
dokumen vang discrahkan oleh penyedia,

PPK dan penyvedia membuat berita acara hasil pembahasan dan
penilaian laporan,

Jika  terdapat kekurangan-kekurangan o maka penvedia o harus
memperbaiki dan menyvelesaikan kekurangan-kekurangan sesugal vang
dinsiruksikan ¢lehh PPK dan menyverashkan laporan hasil perbaikan
kepada PPK,

PP menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaik: eleh
penvedia [bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan
hasil perbaikan.

Laporan akbir dibuat dalam bentuk cetakan (hardeopy) dan/atau file
(softcopyl.

Menyverahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan dokumen-dokumen lain serta pivant Junak yang dipersiapkan oleh
penyedia berdasarkan kontrak inn dan menjadi hak milik PPK.

Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta
daltar rinciannya kepada PP,

Penyedia dapat menyimpan | (satu) buah salinan tiap dokumen dan
pirant lunak tersebut sclelah mendapatkan persetyjuan PP

Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan
pengembangan  terhadap  piranti lunak  tersebut  dan  untuk itu
diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih
dahulu dari PA.

Paragral 20
Perpanjanean Walibu Pelaksanaan
ol o
Passl 119

Perpanjangan wakltu  pelaksanaan dapat diberikan oleh PPFK alas
purtimbangan vang layvak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikul:

a. Pekerjaan tambah;

b, Perubahan ruang lingkup pekerjaan;

¢, Keterlambatan vang disebabkan olen PPK;

d. Masalah vang timbul di luar kendali penyvetlia,

e. Keadaan kahar.
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Waktu penyelesaian pekerjaan dapal diperpanjang sekurang-kurangnya
sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

PPK dapat menyectujul perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak
setelah mclakukan penclitian terhadap usulan tertulis vang diajukan
oleh penvedia,

PPK dapat menugaskan panitia/pejabat peneliti pelaksanaan lonirak
untuk menelit kelavakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Perselujuan  perpanjangan  wakiu  pelaksanaan  dituangkan dalam
adendum kontrak.

Paragral 21

herjasama Antara Penvedia Dengan Sub Penvedia
{(Khusus Penvedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usalha)

P{lﬁtLl 1 EU

Bagian pekerjaan vang dikerjakan oleh sub penvedia harus diatur dalam
kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPE.

Penyecia tetap berlanggungjawab atas bagian pekerjaan vang dikerjakan
oleh sub penyedia.

Ketentuan-ketentuan dalam  kerjasama  dengan sub penyedia harus
mengacuy kepada harga vang tercantum dalam kontrak serta mensanut
prinsip kesctaraan,

Paragraf 22
Penvelesalan Pekerjaan
Pasal 121

PPK  melakukan penilaian  terhadap  hasit  pekerjaan wvang telah
disclesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan,
penyedia wajth menyelesaikannya.

Dalam  rangka penilailan  hasil  pekerjaan, PPK menugaskan
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

PPK menerima penyerahan pekerjaan serelah seluruh hasii pekerjaan
dilaksanakan dan diterima oleh dari panitin/pejabat penerima  hasil
peEkerjaan,

Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.

Paragral 23
Penghentian dan Pemutlusian Rontrak
Pasal 122

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjuan sudah selesai
alau terjadi keacdaan kahar.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membavar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjnan vang telah dicapai.

Pemutusan kontrak dilakukan apabila:

a. Kebutuhan jasa konsultansi tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnva kontrak;
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L. Berdasarkan penclitian PPK, penvedia tidak akan mampu
menyelesaikan  keseluruhan  pekerjaan walaupun  diberikan
kesempatan sampai dengan 30 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyvelesaikan pekerjaan;

c. Selelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) har kalender segjak masa berakhirnyva
pelaksanaan  pekerjaan,  penvedia  tidak  dapal menvelesaikan
pekeorjaan:

d. Pemberian kesempalan menvelesailkan pekerjaan sampai dengan 30
hari kalender sebagaimana dimaksud pada hurul c diberlakukan
sepanjang masih terscdianya waktu dalam lahun anggaran berjalan
dan dengan tidak melampaui batas akhir tahun anggaran;

¢, Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak
memperbaiki kelalaiannva  dalam jangka waktu  wvang  telah
ditetapkan;

. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan  nepotisme,

kecurangan dan/alau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan eleh instansi vang berwenang; dan/atau

g. pengaduan tentang penyimpangan proscdur, dugaan korupsi, kolusi
dan nepolsme dan/atau pelanggaran persamegan schat  dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi vang
berwenang.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia;

a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penvedia atau jaminan uang
muka dicairkan;

b. Penyedia membayar denda keterlambatan dan;

¢c. Penvedia dimasukkan dalam daftar hitam,

Dalam hal pemutusan  kontrak  dilakukan  karena PPK O terlibat

penyimpangan prosedur, melakukan korupsi. kolusi dan nepoisme

dan/atau  pelanggararan  persaingan  usaha  yang  schat  dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPRK dikenakan sankst berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelalesanaan Kontralk Jasa Lainnya
Paragrafl |
Organisasi Pelaksanaan Kontrak Jasa Lainnyva

Pasal 123

Organisasi pelaksanaan kontrak jasa lainnva lerdiri dari:

g4, FPPR

b. Panitia/Pcjabat Pencliti Pelaksanaan Kentralg,

¢. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pelerjaan;
d. Tim Tekms;

¢, Tim Up Cobea.

Tim pendukung, dapat terdiri dari:

a. PPTK;

o T

c.  Unsur perencana dan unsur pengawasan.
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Paragral 2
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Pasal 124

Panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk oleh PA/KPA

untuk membantu PPK dalam hal:

a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelalisanaan kontrak, bersama-
sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi
lapangan;

1

b, Apabila Lerjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar.

Pejabat peniliti pelaksanaan kontrak dibentuk untuk kontrak pengadaan

jasa bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah);

dijabat oleh PPTK.
Panitia peneliti pelaksanaan kontrak dibentulk;

a. Untuk kontrak pengadaan jusa bernilai di atas Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua
rats juta rupiah) beranggotakan 3 (Liga) orang;

13

b, Untuk kontrak pengadaan jasa bernilai di atas Rp 200.000.000.00
{dua ratus juta rupiah) beranggolakan 3 (tiga) orang sampai dengan
5 (lima) orang,

Panitia peneliti pelaksanaan kontrak berasal dari unit kerja OPD vang

bersangkutan, dan dinas/lembaga teknis lainnya vang herkaitan dengan

pekerjnan bersangkutan, terdiri darl unsur-unsurs

4. Ketua : PPTK dari Pekerjaan vang bersangkutan

b, Sekretaris @ PKodart kegiatan yang bersangkuotan

¢, Anggola : 1) Unsur perencana program OPD vang

hersangkutan;

2) Unsur lainnya dari OPD yang bersangkutan,

3) Unsur dari dinas /lembaga teknis lainnya vang
terkait dengan pekerjaan boersangkutan,

Penggunaan unsur dar dinas/lembaga teknis lainnya sebagai anggota

panitia pencliti pelaksanaan kontrak, berdasarkan permohonan PASKPA,

dan mendapat ijin/persetujuan/penugasan dari kepala OPD yang
bersangkutan.

Tugas panitia/ pejabal peneliti pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Pada tahap awal pelaksanaan kontral,  bersama-sama  dengan
penvedia barang melakulean pemeriksaan kondisi lapangan;

. Menchiti apabila terjadi perubahan kontrak vang sifatnya mendasar
antara lain sepertl disain dan spesifikasi, kuantitas, blaya, wakrtu
pelaksanaan, dan lain-lain;

¢. Membuat Benta Acara Hasil Penelitian;

Mengusulkan saran dan tindak lanjut vang perlu dilakulean kepada

PAKPA atas hasil penelitian terschul.
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Paragral 3
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 125

Panitia/ pejabat penerirna hasil pekerjaan ditunjuk eleh PA/KPA untuk
mewakili PA/KPA dalam rangka pelaksanaan serah terima  hasil
pekerjaan dari penvedia jasa lainnva.

Pejabat penerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan jasa lainnya bernilai

sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah PPTK.

Panitia penerima hasil pekerjaan dibentulk:

a. Untuk kontrak pengadaan  jasa  lainnya  bernilai di atas
Rp  50.000.000,00 (lima puluh  jura rupiah) sampai
Rp 200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah) beranggotakan 3 (tiga)
arang;

b, Untuk kontrak pengadaan  jasa  lainnyva  bernilai di atas
Rp 200.000.000,00 (dua rawus juta rupinh) beranggotakan 3 (tiga)
sampat dengan 5 (Hma) orang.

Anggota panitia penerima hasil pekeriuan terdiri dari unsur unit kerja

OPD yang bersangkutan dan/atau ditambah dari unsur OPD lain vang

berkaitan dengan pekerjaan bersangkulan, terdiri dari;

d4. RKetua : PPTK pekerjaan vang bersangkutan

b, Sckretaris » Pk oatau unsur  teknis  dart kegiatan yang

bersangkutan

¢. Anggola ¢ 1) Unsur lain dar OPD vang bersangkutan;

2] Unsur BAPPIEEDA;
3] Unsur Bagian  Administrast  Pembangunan
Selkretariat Dacrah,

Penugasan unsur BAPPEDA, unsur Bagian Administrasi Pembangunan

Sekrelarial Daerah dan unsur OPD lain vang terkait sebagal angeota

panitia penerima hasil pekerjaan, berdasarkan permohonan PA/KPA,

dan mendapal ijin/persetujuan/ penugasan  dart kepala OQPD vang
bersangloaatan.

Tugas panitia penerima pekeriaan meliputi:

a. Melakukan penilaian terhadap sclurubh hasil pekerjaan vang telah
diselesaikan oleh penyedia jasa lainnva scsuai dengan ketentuan
yvang tercantum dalam konlrak;

. Menerima hasil pekerjaan vang lelab diselesaikan setelah melalui
pemoriksaan/ pengujian;

c. Membuat dan menandatangani Berita Acarn hasil pemilaian;

d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada PAKPA,
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Paragraf 4
SPMK
Pasal 126

PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan vang dibutuhkan
kepada penyedia sebelum diterbitkannyva SPMK,

PPK menerbitkan SPME sclambart-lambatnva 14 (empat belas) hari
kalender sejak tanggal penandatanganan kontralk.

Dalam SPMK dicantumkan sadat paling lambal dimulainya pelaksanaan
kontrak olch penvedia.

Untulk SPK, tangegal SPMEK dapat ditetapkan sama dengan tanggal
penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannva SPME.

Paragral 5
Fenvusunan Program Mutu
Pasal 127

Program mutu disusun oleh penyedia, paling sedikit berisi;
a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b, Organisasi kerja penyedis;

¢. Jadwal pelaksanaan pekerjonan;

d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

¢c. Prosedur instruksi kerja;

[.  Pelaksana kerja,

Program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat direvisi
sesual dengan kondisi lokasi pekerjaan.,
Paragral B
Rapal Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Pasal 128

FPK bersama dengan penvedia, unsur perencanaan dan  unsur
pengawasan, menyelenggarakan rapal persiapan pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal vang dibahas dan discpakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:

Program mutu;

Organisasi kerja;

Tala cara pengaturan pelaksanaan pekerjaun;

Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisas: peralatan dan personil;

Penyvusunan rencana pemcriksaan lokas) pekerjaan.

Paragral 7
Mabilisasi
FPasal 129

Penyedia melakukan mobilisasi sctelah tanggal dimulainya pelaksanaan
pekerjaan.
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a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait vang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaarn;

b. Mempersiapkan  [asilitas  seperti  kantor, rumah, gedung
laboralorium, bengkel, gudang, dan sebagainva;

c. Mendatangkan personil-personil.
Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara hertahap
scsual dengan kebutuhan.

Paragrafl &

Pemeriksaan Bersama
Pasal 130

Apabila diperlukan, pada tahap awal pclaksanaan kontrak, PPK
bersama-sama dengan penvedia melakukan pemeriksaan kondisi lokasi
pekerjaan,

Untuk pemeriksaan bersama ini, PAJ/KPA dapat membentuk panitia/
pejabat penclitl pelaksanaan kontrak atas usul PPR.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara,apabila

dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak,
maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontralk.
Paragral 9
[nspekst Pabrikas:
Paszal 13

PPK atau tm inspelassi yang ditunjuk PPK dapal melakukan inspeksi atas
proses pabrikasi peralatan khusus.

Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuan
dalam kontralk.

Biayva pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

Caragral 10
Pembayaran Uang Muks

Pasal 132
Nilai besaran uang muka paling tingg scsuar dengan vang ditetapkan
dalam kontrulk.
Besarnya jaminan uang muka adalah senilai vang muka vang diterima
penyedia.
Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi yvang  mempunyal program
asuransi lkerugian (Suretyship] sebagaimana vang ditetapkan oleh
Menter Keuangan.
Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka
seccara tertulis kepada PPK disertal dengan rencana penggunaan uang
mutka untuk melaksanakan pekerjaan sesual kontralk,
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PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohaonan
ersebut setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia.

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur  sccara
proporsional pada scliap pembayaran prestasi pekerjsan dan paling

lambat harus lunas pada saa. pekerjsan mencapai prestasi 1009
{seratus perseratus).

Untuk kontrak tahun jamalk, nilai jaminan uang muka secara bertahap
dapat dikurangt sesuai dengan pencapaian nrostasi pekerjaan.

Paragral I'l
Perubahan Kegiatan Pekerjaan
Pasal 133

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membeniuk panitia/
pejabal penclitl pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi
pekerjuan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis
vang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penvedia
dapal melakukan perubahan kontrak vang meliputi antara lain:

. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan vang tercantum
dalam kontrak;

b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c. Mengubah spesifikasi leknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lokast pekerjaan, melaksanakan pekerjaan tambah vane belum
2 b ] FEIHE
tereantum dalam kontrak yang diperfukan untuk menvelesaikan
seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan lersedianva anggaran dan
paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

Perintaly perubahan pekerjaan dibuat oleh PP secara (ertulis kepada
penvecia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi leknis dan harga
dengan tetap meéngacu pada ketentuan vang wreantum dalam kontrak
awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara schagai dasar
penyusunan adendum kontrak,

Paragral 12
Laporan Hasil Pckerjaan
Pasal 134

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan vang lelah dilaksanakan
gina pembavaran hasil pekerjaan, dan hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan,

Untuk kepentingan  pengendalian  dan pengawasan  pelaksanaan
pekerjaan, scluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan
dicatal sebagal bahan laporan pekerjaar: yvang berisi rencana dan
realisasi pelkerjaan.
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Laporan berisi:

m

Jenis dan kuantitas bahan vang berada di lokasi pekerjaan;
b, Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam Lugasnya;

¢. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d, Jenis dan kuantitas pekerjaan yvang dilaksandkan;

¢. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnva
yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
[. Catatan-catatan lain vang berkenaan dengan pelaksanaan.
Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
Konsultan dan disciujui oleh wakil PPK.
Untuk merckam kegiatan pelaksanaan proyek, PP membual [oto-loto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
Paragral 13
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 135
Pembayaran prestasi hasil pekerinan vang discpakati dilakukan oleh
PPK, dengan ketentuan;
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertar laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. Pembavaran dilakukan dengan sistem bulanan ataw sistem termin
sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;

¢. Pembayvaran dilakukan senilai pekerjaan vang telah terpasang, tidak
termasuk  bahan/material dan  peralatan yvang ada di lokasi
pekerjaan;
d. Pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uvang muka,
denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
¢, Untuk kontrak wvang mempunyai  sub kontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembavaran kepada seluroh sub
penyvedia sesual dengan prestasi pekerjaan,
Pembayaran terakhir hanya dilakukan seteluh pekerjaan selesai 100%
[seratus perseratus) cdan beérnta acara penvershan pertama pekerjaan
diterbitkan.
Paragral 14
Denda dan Ganti Rugi
Pasal 136
Denda merupakan sankst [inansial vang dikenakan kepada penvedia
sedangkan gantl rugl merupakan sanksi linansial vang dikenakan
kepada PP, karena lerjadinya cidera janii/wanprestasi vang tercantam
dalam kantrak.
Besarnva denda kepada penvedia atas keterlambatan penvelesalan
pekerinan adalah:
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a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bugian kontrak yang belum
dikerjakan apabila bagian jasa lainnva yang sudah dilaksanakan
sudah dapat berfungsi;

B. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak apabila bagian jasa
lainnya yvang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam dokumen
kontralk.

Paragral 15

Penyesuaian Harga

Pasal 137
Penyesuaian harga dilakukan sesual dengan ketentuan vang tercantum
dalam dokumen kontrak.
Penyesuaian harga dapat diberlakulkan terhadap kontrak yang lebih dari
12 [dua belas) bulan.

Paragraf 16

Keadaan Kahar

Pasal 138
Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada
PPK paling lambat 14 (empat belas) harl kalender terjadinya keadaan
kahar, dengan menvertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat
vang berwenang,
heterlambatan  pelaksanaan  pekerjuan  skibat keadaan kahar vang

dilaporkan dalam waktu maksimal 14 (empal belas) hari kalender scjalk
lerjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanlksi,

Paragral |7
Perpanjangan Wakiu Pelaksanaan
Pasal 139

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapst diberikan oleh PPK  atas
pertimbangan vang lavak dan wajar untuk hal-hal schagai berikut:

a. Pekerjaan tambah;

b, Perubahan disain;

¢. Reterlambatan vang disebabkan oleh PPR;

d. Masalah vang timbul diluar kendali penvedia;

¢, Keadaan kahar,

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnva
sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar,

FPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak
setelah melakukan penelitian lerhadap usulan lertulis vaneg diajukan
oleh penvedia.

PPK dapal menugaskan panitia/pejabal peneliti pelaksanaan kontrak
untuk menelit kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan  perpanjangan  waklu  pelaksanaan  dituangkan dalam
addendum kontrak.
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Paragral 18
Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
Pasal 140

Penyecia vang mempunyai harga yvang tercantum dalam kontrak di atas
Rp 22,000.000.000,00 {dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja
sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, vaitu
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bhukan pekerjaan
ulama.

Bagian pekerjaan vang disub kontrakican rervsebut harus diawur dalam
kontrak dan disetujui terlebih dahulu eleh PPK.

Penyedia  teltap  bertanggung  jawab atas  bagian pekerjaan  vang
disubkontrakkan.

Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak
serta menganut prinsip kesetaraan.

Paragral 19
Serah Terima Pekerjaan
Pasal <41

setelah  pekerjaan  selesal 100%  [scratus  perseratus),  penyvedia
mengajukan permintaan sccara tertulis kepada PPK untuk penyverahan
pekeriaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/
pejabat pencrima hasil pekerjaan.

Punitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan vang telah disclesaikan oleh penvedia, apabila terdapat
Kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/ menyelesaikannya.

FPK menerima penycrahan pekerjnan  atau  penyerahan  pertama
pekerjaan (yvang memerlukan masa pemeliharinan) setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima
nleh panitia/pejabal penerima hasil pekerjaan,

Apahila dilakukan penyverahan pertama pekerjaan, maka;

P

4. Pembavaran dilakukan sebesar 93% ({(sembilan puluh lima
perseralus) dari nilai kontrak, sedangkan vang 5% (lima perseratus)
merupakan relensi selama masa pomelinaraan, atau pembayaran
dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan
penvedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%
(lima perseratus) dar nilad kontrak;

. Penyedia  wajith  memelihara  hasil  pekerjaan selama mase
pemeliharaan schingga kondisi tctap scpertl pada saat penyverahan
pertama pckerjaan;

c. Sctelah masa  pemcelitharaan berakhir,  penvedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPR untuk penverahan akhir
pekeorjaan;



el.

PPK  menecrima  penyerahan  akhir pekeraan  sclelah  penvedia
melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan
dengan baik, PPK wajib melakukan pembavaran sisa nilai kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan;

Apabila  penyedia udak melaksanakan kewajiban  pemelibaraan
sebagaimana  mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang
retensi untulk membiavai perbaikan/pemeliharaan alau mencairkan
jaminan pemeliharaan.

Paragraf 20
Penghentian dan Pemutusan Kontrak

FPasal 142

(1] Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai
atau terjadi keadaan kahar

|
\
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Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada
penyecia sesual dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Pemutusan kontrak dilakukan apabila:

cl.

d.

Kebutuhan  barang/jasa  tidak dapat  ditunda melebihi  bawas
berakhirnyva kontrak;

Berdasarkan  penelitan PPK, pen wedir adak  akan mampu
menyelesatkan  keseluruhan  pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 30 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menvelesaikan pekerjaan:

Setelah  diberikan  kesempatan menyelesaikan  pekerjaan  sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnva
pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa tidak dapat menvelesaikan
pelkeriaan;

Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
harl kalender sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diberlakukan
sepanjang masih lersedianya wakiu dalam tahun anggaran berjalan
dan dengan ridak mielampaui batas akhir tahun angsaran;

Penyedia lalai/cidera janj dalam melaksanakan kewajiban dan tidak
memperbatki  kelalaiannya  dalam jangka  wakwu  vang  telah
ditetapkan;

Penyedia terbukti melakukan korupsi. kolusi dan  nepolisme,
kecurangan dan/atau pemalsunn dalam proses pengadaan vang
diputuskan eleh instansi yvang berwenang; dan/atau

Pengaduan tentang penyvimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
dann nepotisme dan/atau  pelanggaran peérsaingan sehar dalam
pelaksanaan  pengadaan  dinvatakan Dbenar oleh  instansi vang
berwenang,

Dalam hal pemutusan kontral dilakukan karena kesalahan penyedia:

el

s

d.

Jaminan pelaksanaan dicairkan;

Sisa uang muka harus dilunasi oleh penvedia atau jaminan uang
muka dicairkan {apabila dibertkan);

Penyedia membayar denda keterlambatan; dan

Penvedia dimasukkan dalam daltar hitam.
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(5] Dalam hal pemutusan  kontrak dilakukan  karena PPRK terlibat

()

penyimpangan  prosedur,  dugaan  korupsi, kolusi dan  nepotisme
dan/alau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka PPK  dikenakan sanksi berdasarkan peraturan  perundang-
undangan,

BAB VIII
SWAKELOLA
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Swakelola
Pasal 143

Swakelola  merupakan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh
OPD  sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/atau kelompok masyarakat.

Pekerjaan vang dapat dilakukan dengan swalelola melipuni:

a. Pekerjaan yang  berrujuan untuk  meningkatkan  kemampuan
dan/atau memanlaatkan kemampuan teknis sumber dava manusia
serta sesuan dengan tugas dan fungsi OPD, contoh:

1) Bimbingan teknis;
2) Workshop;
3 Dan lain-lain,

D. Pekerjaan  yang  operasi  dan pemcliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masvarakal sctempat atau dikelola oleh OPD,
contoh:

1} Perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir;
2) Pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi ersier;

3] Pemeliharaan saluran/jalan desa;

4] Dan lain-lain.

¢. Pekerjaan yang dilihat dari seui besaran, sifal, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminali oleh penyedia barang/jasa, seperti;

1} Pemeliharaan rutn (skala kecil, sederhana) contoh:

Pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin bangunan seduneg
NEEATH.

2] Penanaman gambalan rumput;
3] DRan lain-lain.

d. Pekerjaan yang sccara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentulkan
terlebih  dahulu, schingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa akan menimbulkan ketidakpasuan dan risiko vang
besar, contoh:

1) Pengangkulan/pengerukan sampah pada instalasi pompa;
2] Penimbunan dacrah rawa;
3) Dan lain-lain.

¢. Penyclenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarva atau
penyuluhan, contoh:
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1} Pelatihan keahban/keterampilan;
2} Kursus pengadaan barang/jasa pemcerintah;
3) Dan lain-lain.

Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilo! project] dan survei vang
bersifat khusus untuk pengembangan LLk:*{}]fJgi;’rﬂcLde kerja vang
belurmn dapat dilaksanakan oleh penvedia bara g/ jasa, contoh:

1} Protolype rumah tahan gempa;

2] Prototype sumur serapan;

31 Dan lain-lain.

Pekerjaan  survel,  pemrosesan  data,  perumusan  kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem
tertentu, conloh:

1) Penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan;

2} Dan lain-lain.

Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi OPD vang hersangkulan,
curloh:

1] Pencetakan jjazah;

2] Pembangunan bangunan rahasia;

3] Dan lain-lain.

Pekerjaan industri kreatil, inovalil dan budava dalam negeri, contoh:
1} Pembuatan film animasi;

2} Pembuatan permainan interaktif;

3} Dan lain-lain.

Penclittan dan pengembangan dalaim negeri, contoh:
1) Penelitian konstruksi tahan gempa;
2y Dari lain-lain.

Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan
industri almatsus dalam negeri, contoh:

1} Pengembangan senjata keperluan militer;

2) Dan lain-lain.

Prosedur swakelola meliputi kegiatan:

0.0 @

g B

Perencanaan;

Pelaksanaan:

Pengawasan;

Penverdhar,

Pelaporan; dan
Pertanggungiawaban pekerjaan,

Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh:

OPD penanggung jawab angearan:
i o B =2, b T

Instans! Pemerintah lain pelf:]{sanﬂ swakelola;

1:| liul.uLL bakoldn,

2) Kelompok Tani;

3) Perguruan Tinggi;

4) Lembaga Penelilian;

2] Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
) Dan lain-lain,
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PA/KPA  menctapkan  jenis  pekoerjaan  serta pihak  yang  akan
melaksanakan pengadaan barang/jasa sceara swakelola.

Pasal 144

Pengadaan swakelola oleh OPD penanggungjawalb angparan:

a. Dirgncanakan, dikerjakan  don diawasi  senciri olch OPD
penangeungjawab angearan;

b. Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai OPD lain dan/atau dapat
menggunakan tenaga ahl (komsullan);

¢. Jumlah wenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak
boteh melebihi S0% {lima pulub perscerawus) dard jumlah keseluruhan
pegawai OPD  wvang terlibat dalam kegiatan swakelola yang
bersangkutan,

Pengadaan swakelola yvang dilakukan olch Instanst Pemerintah lain

pelaksana swakelola dilaksanakan dengan kelentuan sebagai berikut

a. Direncanakan dan diawasi oleh OPD penanegung jawab anggaran:

b. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah vang
bukan penanggungiawab anggaran,

Pengadaan melalul swakelola oleh kelompok masyvarakat pelaksana

swakelola mengikuti ketentuan sebasai berikon:

a. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masvarakat
pelaksana swakelola:

b. Sasaran dilentukan oleh OPD penanggungjawab anggaran;
¢. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lam (sub
kontrak).
Bagian Kedus
Perencanaan Swakelols
Pasal 145

Kegiatan perencanaan swakelola moeliputi-
a. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan,

b, Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu
yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegatan;

¢. Perencanaan teknis dan penviapan metode pelaksanaan vang tepat
agar dipercleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan vang
SEeSUal;

d. Penvusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara
rinci seria dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja
mingguan dan/atau rencana kerja harian;

¢. Penyusunan rencana total biava secara rinci dalam reéncana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan vang tidak melampaul pagu
anggaran vang telah ditctapkan dalam dokumen anggaran.
Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaga  ahli/peralatan/bahan tertentu yvang
dilaksanakan dengan kontrak/ scwa tersendir.



(3]
(4]

Kegiatan perencanaan swakclola dimuat dalam KAK. -

Perencanaan kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh
kelompok masyarakat pelaksana swakelola, ditctapkan oleh PPK setelah
melalui proses evaluasi.

Penyusunan  jadwal  kegiatan  swakelola  dilakukan dengan
mengalokasikan  waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.

PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masvarakat
pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran
swakelola.

PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana
swakelola kepada Bupati. ~

Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 {satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola
Paragral |
Pelaksanaan Swakelola Oleh OPD Penanggungjawab Anggaran

Pasal 146

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola oleh OPD selaku penanggung
jawab anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

.

cl.

e

Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan
tenaga ahli dilakukan oleh Pokja/pejabat pengadaan;

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah schagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
lentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden MNomor 534 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pembayaran upah tenaga kerja vang diperlukan dapat dilakukan secara:

. Berkala berdasarkan dafltar hadir pekerja, dilakukan secara harian,
mingguan, dan bulanan sesuain kesepakatan kerja;

b

Pembayaran dengan cara upah borongan, dilakukan tanpa
menggunakan daltar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja.

Pembayaran gaji tenaga ahli vang diperlukan dilakukan berdasarkan
kontrak;

Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari
dalam laporan harian;

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa vang menggunakan uang
persediaan/uang muka  kerja  atau  istilah  lain yang disamakan
dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana swakelola;

Uang persediaan/uang muka kerja atau istilah lain vang disamakan,
dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
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h. Kemajuan [isik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu vang
disesuaikan dengan penyerapan dana;

I, Kemajuan non [lisik atau perangkat lunak dicalal dan dicvaluasi setiap
bulan vang disesuaikan dengan penyerapan dana;

j.  Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana vang
ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana vang telah diterapkan.
Paragral 2
Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
Pasal 147

Pengadaan melalui swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana
swakelola dilaksanakan dengan ketentuan scbagai berikut

a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan konirak antara PPK pada OFPD
penanggungjawab anggaran dengan pelaksana swakelola pada [nstansi
Pemerintah lain pelaksana swakelola, yang mana dapat didahului
dengan Nota Kesepahaman antara OPD penanggungjawab anggaran
dengan Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola;

b. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli
vang diperlukan dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan pada
Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola;

¢. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada hurul b berpedoman pada
kKetentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden MNomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. Pembayvaran upah tenaga kerja vang diperiukan dilakukan secara harian
berdasarkan daltar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;

e. Pembayvaran imbalan tenaga ahli  vang  diperlukan  dilakukan
berdasarkan kontrak:

. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat
setiap hari dalam laporan harian;

g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang
disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain
pelaksana swakelola;

h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi sctap
bulan vang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh [nstans!
Pemerintah lain pelaksana swakelola;

i. Pengawasan pckerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang
ditunjuk PPK pada OPD penanggungjawab anggaran, berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan.



Paragral 3
Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat
Pasal 148

Pengadaan secara swakelola oleh Kkelompok masyarakat pelaksana
swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

k3

L.

a3

Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola
dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK pada OPD penanggungjawab
anggaran dengan kelompok masvarakat pelaksana swakelola, vang
mana dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antra OPD
penanggungjawab anggaran dengan kelompok masvarakat pelaksana
swalkelola.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanyva diserahkan kepada
kelompok masyarakat pelaksana swakelola vang mampu melaksanakan
pekerjaan.

Pengadaan pekerjaan konstruksi hanva dapat berbentuk rehabilitasi,
renovasi dan konstruksi sederhana, antara lain:

1. Pengecalan; dan

2. Pembuatan/pengerasan jalan hngkungan.

Konstruksi bangunan baru vang tidak sederhana, dibangun oleh OPD
penanggungjawab anggaran untuk selanjutnva diserahkan kepada
kelompok masvarakal sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan bahan/barang, jasa lainnyva, peralatan/suku cadang dan
lenaga ahl yang diperlukan dilakukan oieh kelompok masvarakat
pelaksana swalkelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan
dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pomerintah
sebagaimana telah beberapakali diubabh terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Penyaluran dana kepada kelompok masvarakat pelaksana swakelola
dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagal berikut:

1. 40% [(empat puluh perseratus} dari kescluruhan dana swakelola,
apabila kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah siap
meclaksanakan swakelola;

2. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapair 30% (tiga puluh perseratus);

3. 30% (tiga puluh perseratus] dari keseluruhan dana swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 60% {enam puluh perseratus).

Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan,

dilaporkan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola secara

berkala kepada PPK.

Pengawasan =~ pelaksanaan pekerjaan  dilakukan  oleh  kelompok

masyarakal pelaksana swakelola.
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Pertanggungjawaban  pekerjaan/kegiatan  pengadaan  disampaikan
kepada OPD pemberi dana swakelola scsual ketentuan perundang-
undangan.

Bagian Keempart
Pelaporan, Pengawasan dan Pertangsungjawaban Swakelola
Pasal 144

Pelaksanaan swakelola diawasi oleh penangoungjawaby anggaran atau
oleh kelompok masvarakat pelaksana swakelola.

Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan
oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada PPK secara
berkala.

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan sctiap bulan
sccara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada Pa/ KPA.

APIP pada OPD penanggungjawab anggaran melakukan audit terhadap
pelaksanaan swakelola.
BAB IX
TATA CARA PELAKSANAAN SWAKELOLA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Swakelola oleh OPD Penanggungjawab Anggaran
Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 1530

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai
berilout:

L

I+

OPD menvusun daltar kebutuhan dan kegiatan vang akan dilaksanakan
dengan cara swakelola.

Pembentukan tim swakelola oleh PPK sesual dengan struktur organisasi
swakelola, terdiri dari

a. Tim perencana;

b. Tim pelaksana;

¢. Tim pengawas.

Tugas dan langgung jawab tim swakelela adalah sebagal berikut:

a. Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
1) Menvusun KAK;
2) Membuat gambar rencana kerja dan/atau spesihikasi teknis.

b. Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
1] Melaksanakan peckerjaan sesuai vang direncanakan;
2) Membuat gambar pelaksanaan,
3) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan,

¢. Tim pengawas mempunyal tugas dan bertanggung jawab;
1} Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan;
2) Pelaporan, baik [isik maupun admimistrasi pekerjaan swakelola.
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4. Penyusunan KAK, memuat:

]

A
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Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

1} Latar belakang;

21 Maksud dan tujuan;

3] Sasaran;

4) Sumber pendanaan.

Waktu pelaksanaan pekerjaan vang diperlukan.

Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atay
tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam:
1} Rencana kerja bulanan;

2} Rencana kerja mingguan;

3} Rencana kerja harian.

Rincian biava pekerjaan vang dyabarkan dalam:

1) Rencana biava bulanan;

2) Biava mingguan.

Produk vang dihasilkan;,

Gambar rencana kerja dan spesilikasi teknis {apabila diperlukan).

Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan:

el

Tim perencana membual jadwal rencana pelaksanaan pckerjaan
berdasarkan kebutuhan wakiu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perscorangan vang diperlukan;

Jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  adalah  wakw  dimulainya
pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
Pembuatan jadwal rcncana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan

mempertimbangkan waktu vang cukup bag pelaksanaan/
penyelesalan pekerjaan.

Rincian biayva pekerjaan, tim perencana membuat rincian biava
pekerjaan dengan tidak melampaul pagu anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam rencana anggaran
biaya, meliputi:

d.

b.
.

el.

(Gajl tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Um
swalcelola:

Pengadaan hahan;
Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;

Proses pengadaan dan pengeivaran lainnya vang dibutuhkan.

Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis, terdiri dari:

£l

b,

Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang
dan potongan melintang;

Spesifikasi teknis disusun mengikull pedoman/standar yang sesual
dengan vang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan,
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Rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja:

a. Dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sews
tersendiri, sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannva
dilaksanakan sesual dengan yang ditentukan dalam dokumen
pengadaarn;

b, Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak belch melebihi 30% (lima
puluh perseratus) dari jumlah kescluruhan pegawai OPD vang
terlibat dalam kegiatan swakelola;

¢. Penvusunan jadwal rencana pengadaan  dilaksanakan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya
ANgEAran,

d. Swakelela tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun
anggaran,

e. Rencana pengadaan harus mempertiimbangkan svaral teknis dan
metode pelaksanaan pckerjaan yang tercantum dalam dokumen
pengadaan;

. Rencana kebutuhan tenaga kerja haran disusun berdasarkan
rencana pelaksanaan pekerjaan.

Pembentukan Pokja/ pejabat pengadaan.

Rencana swakelola,

OPD mengumumkan pekerjaan swalkelola melalui website dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum vang dapat diakses

masyarakat umum.
Paragral 2
Pelaksanaan
Pasal 151

Pelaksanaan rencana Kerja, melaksanakan pekerjaan yang telah disusun

perencanaannya, vail:

a, Mclakukan kaji ulang dan pengukuran pada Jokasi pokerjaan
berdasarkan gambar rencana kerji;

b, Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) seria jadwal
kebutuhan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan;

¢. Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perscorangan kepada PPK untuk diproses oleh
panitia,/ pcjabat pengadaan;

d. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan
untuk melaksanakan kepiatan/peckemgaan sesuai dengan  jadwal
pelaksanaan;

e. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa
lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan:

=

Menvusun  laporan  kemajuan  pekerjaan  (realisasi  fisik  dan
keuangan).
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(2] Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan:

(3]

e,

b.

Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/alau
tenaga ahll perseorangan dilakukan oleh panitia/ pejabal pengadaan
dengan menggunakan metode pengadaan vang sesuai;

Pengimmman bahan dapat dilakukan secara Dbertahap atau

keseluruhan, secsuai dengan  kebutuhan, lokasi pekerjaan  dan
kapasitas penvimpanan.

Pembayaran:

a,

b.

Pembayaran upah tenaga kerja vang diperiukan dilakukan:

11 Secara harian berdasarkan daltar hadir pekerja;
2) Dengan cara upah borong.

Pembayaran gajl tenaga anll perseorangan (apabila diperiukan)
dilakukan berdasarkan kontrak konsullan perscorangan atau landa
bukti pembayvaran.

Pembavaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang

Uang persediaan/uang muka kerja atau istilah lain vang disamakan
diajukan untuk kegiatan vang hukan beban  tetap  dan
dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah diterima.

Pelaporan kemajuan pekerjuaan dan dokumentlasi

gl
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Laporan kemajuan  pelaksanaan  pekerjaan  dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala;
aporan kemajuan realisas: fisik dan keuangan dilaporke *h <
Laporan kemajua ] fisik dan keuvangan dilaporkan oleh PP}
kepada PA/KPA sctiap bulan;

pncapaian tarcet sik dicatal sotiap hari, dievaluasi setinp ming
P Pe target Osik dicatatl sc h lievaluasi setiap minggu
serta dibuat laporan mingguan agar dapat cdiketahui apakah dana
yvang dikeluarkan sesuail dengan target fisik vang dicapai;
Pencapaian target nen-fisile dicatat dan dievaluasi setiap bulan;
Penggunaan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau
cnaga ahli perseorangan dicatat setiz ar dals aporan harian;
tenaga ahli | g licatatl setiap harn dalam laporan harian
Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan,
Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan loto pelaksanaan
pekerjaan,loto dari arah vang sama diambil pada saat scbelum,
sedang, dan scsudah disclesaikannya pekerjaan.

Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan dilaporkan
kepada PPK vang berisi antara lain:

el.

b,

Sirukiur organisast pekerjaan swakelola yang terdiri dari pembagian
tugas. pendelegasian  wewenang  dan tanggung  jawab  serta
pengkoordinasian pelaksanaan pckerjaan;

Persiapan pekerjaan swakelola vang meliputi kesesuaian gambar
pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan,
jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli
PCrSenrangan;
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¢c. Pelaksanaan pekerjaan swakelola vang meliputi kesesuaian jadwal
pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan
pekerjaan, penverapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai
dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan
foto-lote dokumentasi

3

d. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/
tenaga ahli perseorangan.

ECEILE

Penyerahan hasil pekerjaan:

a. Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% {sasaran
akhir pekerjaan tclah tercapai), ketwa lim pelaksana menyerankan
pekerjaan kepada PPK;

b. PPK menyerahkan pckerjaan dan laporan pekerjaan sclesal kepada
PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

e. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
penverahan asct sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 3
Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 152

Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas untuk
mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampatl akhir pelaksanaan
pekerjaan swakelola meliputi:

a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentas
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

b. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi

1) Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan
s1sa bhahan;

2) Penzawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
12 I i ! T
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan;

3] Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli  agar
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan vang direncanakan.

c. Pengawasan keuangan vang mencakup cara pembayaran scria
elisicnsi dan efektilitas penggunaan keuangan.

d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus
scgera mengambil tindakan.

Evaluasi:

a. Tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu  terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
1) Pengadaan dan penggunaan bahan:
2) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
3} Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
4) Realisasi keuangan dan biayva yvang diperlukan;
5) Pelaksanaan Nsik;
6) Hasil kerja seliap jenis pckerjaan,
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b, Dari hasil evaluasi tersebut, timm pengawas memberikan masukan
dan  rekomendasi  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan
pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjumya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Swalkelola Oleh Instans: Pemerintah
Lain Pelaksana Swalelola

Paragral |
Perencanaan

Pasal 153

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan schagai
berikut:

,

b

__|_

I"'u]

OPD menvusun daltar kebutuhan dan kegiatan vang akan dilaksanakan
dengan cara swakelola;

PA/KPA menawarkan secara lertulis kegiatan swakelola kepada instansi
pemerintah lain yang divakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal
selaksanaan dan rincian anggaran biava;

Instansi pemcrintah lain mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan
rincian anggaran biaya;

Apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintzh lain tersebut sepakat,
dapat dibuat naskah kerjasama atau Nola Kesepahaman mengenai
pelaksanaan pekerjaan swakelaola;

PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada Instansi
Pemerintah lain pelaksana swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman;

Kontrak swakelola paling kurang berisi:
a. Para pihak;

b, Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;
¢. Nilai pekerjaan vang diswakelolakan;
d. Jangka waktu pelaksanaan;

e. Hak dan kewajiban para pihak.

Pembentukan tim swakelola dengan ketentuan:

4. Tim swakelola dapat terdiri dari:
1} Tim perencans;
2] Tim pelaksana;
3) Tim pengawas,

. Tim perencana dan tim pengawas yang berasal darl instansi
penanggungiawab anggaran dan Instansi Pemerintah lain pelaksana
swakelola, diangkat oleh PPK sesual dengan strukiur organisasi

swalkelala.
¢. Tim pelaksana diangkat olch [nstansi Pemerintal lain pelaksana
swalkelola,
d. Tugas dan langgung jawab masing-masing tim swakelola adalah
sebagal berikul:
1) Tim perencana mempunyal tugas dan bertanggung jawab dalam
menyusun KAK, membual gambar rencana Kerja dan/atau
spesilfikasi teknis;
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2) Tim pelaksana mempunyal tugas dan berlanggung jawah dalam
melaksanakan pekerjaan sesual vang direncanakan, membuat
gambar pelaksanaan serta membust  laporan  pelaksanaan
pekerjaan;

3) Tim pengawas mempunyvai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaparan,
batk fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.

Penyusunan KAK, memual:
a. Uralan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

1] Latar belakang;

2) Maksud dan tujuan;
J) Basuran;

4) Sumber pendanaan.

b. Waktu pelaksanaan pekerjaan yvang diperlukan.

c. Keperluan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau
lenaga ahli persearangan secara rinci vang dijabarkan dalam:
1) Rencana kerja bulanan;
2) Rencana keria mingguan;
3) Rencana kerja harian.

d. Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam:

1} Rencana biava bulanan;
2} Biaya mingguan.

¢. Produk yvang dihasiikan;

[.  Gambar rencana kerja dan spesifikast teknis {apabila diperlukan),

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan:

g. Tim percncana membuatl jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
lermasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan/alau tenaga ahli perscorangan yvang diperlukan;

b, Jadwal pelaksanaan  pekerjaan adalah  wakiu  dimuolainya
pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirmva pelaksanaan pekerjaan;

3

Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan
mempertimbangkan waktu vang cukup bagi pelaksanaan/
penvelesaian pekerjaan.

Fincian biava pekerjaan, tm perencana membual rincian  biava
pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAR, melipuu:

a. Gaji tenaga ahli perscorangan, upah lenaga kerja dan honor tim
swakelola;

b. Pengadaan bahan;
¢, Pengadaan dan penggunaan peralatan/suko cadang;

d. Proses pengadaan dan pengeluaran lamnya vang dibutuhkan,
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Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis;

a. Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang
dan polongan melintang;

b. Spesilikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar Vang scsual
dengan vang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Rencana pengadaan dan kebutuhan lenaga kerja:

#. Dalam hal diperlukan bahan, Jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli peErsearangan tertentu, dapal dilakukan
kontrak /sewa tersendiri,sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses
pengadaannyva dilaksanakan sesuaj dengan yvang ditentukan dalam
dokumen pengadaan:

b. Jumlah tenaga ahli perseorangan lidak boleh melebihi 530% (lima
puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I vang
terlibat dalam kegiatan swakelola:

¢. Penyusunan jadwal rencapa pengadaan  dilaksanakan dengun
dengan memperhatikan batas alkhir taehun anggaran/batas akhir
efektilnya anggaran,

d. Swakelola tertentuy dapat dilaksanakan melebiki | [satu} tahwun
anggaran;

e. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan svaral teknis dan
melode pelaksanaan pekerjaan vang tercantum dalam dokumen
pengadaan;

[\ Rencana kebutuhan tenaga kerjn harian disusun  berdasarkan
rencana pelaksanaan pekerjaan,

f

Pembentukan panitia/pejabat pengadaan, bila ULP pada [nstansi
Pemerintah lain pelaksana swakelola belum dibentuk, panitia/pejabal
pengadaan dari unsur instansi penangeungiawab anggaran dan Ilnstansi
Pemerintah lain pelaksana swakelola, diangkut olch PA/KPA uniuk
melakukan  pengadaan barang/jnsa  yvang  dibutuhkan  dalam
pelaksanaan swakelola,

Rencana swakelola, OPD mengumumkan pekerjaan swakelola melalui
website dan papan pengumuman resmi untulk pencrangan umum vang
dapat diakses masvarakat urnum.

Paragral 2
Pelaksanaan
Pasal 154

Pelaksanaan rencana keria. tim pelaksanya swakelola melaksanalkan
r L
pekerjaan yvang telah disusun perencanaannya, yailu:

a. Melakukan kaji ulang dan pengukuran  pada lokasi pekerjaan
berdasarkan gambar rencana kerja;

b. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-ourve] serta jadwal

kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan:
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Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli persecorangan kepada PPK untuk diproses oleh
panitia/ pejabat pengadaan;

Mendalangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan
untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan  sesual dengan  jadwal
pelaksanaan;

Menvusun laporan lentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa
lainnyva, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli persecorangan;
Menvusun laporan kemajuan peckerjaan  (realisasi  fisik  dan
keuangan).

Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
leniaga ahli perseorangan:

21,

FPengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/pejabat pengadaan
dengan menggunakan metode pengadaan yvang sesuai;

Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau
keseluruhan, sesual dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan
kapasitas penyvimpanari.

Pembavaran;

e

Pembayaran upah tenaga kerja vang diperiukan dilakukan:
1) Becara harian berdasarkan daltar hadir pekerja;
2) Dengan cara upah borong.

Pembavaran gaji lenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan)
dilukukan berdasarkan kontrak konsullan perseorangan atau landa
rukti pembavaran.

Pembavaran bahan dan/alau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang.

Instans! pemerintan lain dapat mengajukan uang persediaan/uang
muka kerja atau istilah lain vang disamakan untuk kegiatan beban

sementara dan  dipertanggungjawabkan  sceara  berkala, paling
lambat 30 (tiga puluh) hart setelah diterima,

Pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi:

Laporan kemajuan pelaksanaan  pekerjaan dan  penggunaan
keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala;

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK
kepada PA/IKPA setiap bulan;

Pencapaian target [isik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu
serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana
vang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.

Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan;

Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atay
tenaga ahli perseorangan dicatat sctiap hari dalam laporan hanan;

Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan,
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g, Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan
pekerjaan, loto dari arah yang sama diambil pada saal sebelum,
sedang, dan sesudah diselesaikannva pekerjaan.

Pelaporan rcalisasi pekerjaan, dibuat oleh tim pelaksana dan dilaporkan
kepada PPK vang berisi antara lain:

a. Struktur organisasi pekerjaan swakelola yvang terdiri dari pembagian
tugas, pendelegasian  wewenang  dan  langgung jawab  serta
pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;

b, Persiapan pekerjaan swakelola vang meliput kesesuaian gambar
pelaksanaan dengan gambar rencana kerja, serta kebutuhan bahan,
jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau  tenaga  ahli
persecorangan;

¢. Pelaksanaan pekerjaan swakclola yang melipuli kesesuaian jadwal
pelaksanaan  pekerjaan  terhadap  jadwal rencana  pelaksanaan
pekerjaan, peényerapan keuangan, penverahan pekerjaan sampal
dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapal) dan
fota-foto dokumentasi;

d. Pengegunaan bahan, masa lainnya; peralatan/suku cadang dan/atau

e o .'
tenaga ahli perseorangan.

Penyerahan hasil pekerjaan:

a. Sclelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesal 100%  (sasaran
alchir pekerjaan telah tercapai), ketua tim pelaksana menverahkan
pekerjaan kepada PPK;

b. PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesal kepada
FA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

c¢. Setelah dilakukan penverahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
penyverahan aset sesual dengan peraturan perundang-undangan.
cll'c ;'_1-.
Paragral 3
Pengawasan Dan Evaluasi
Pasal 155

Pengawasan, pekerjaan swakelola dilakuken olch tim pengawas untuk
mengawasi pekerjuan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan
pekerjaan swakelola meliputi:

a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentiasi
pelaksanaan keglatan dan pelaporan.
b, Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:
1) Pengawasan terhadap bahan melipull pengadaan, pemakaian dan
sisa bahan;
2) Pengawasan lerhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan;
3) Pengawasan terhadap penggunaan  lenaga  kerja/ahlt agar
pelaksanaan pekerjaan sesual dengan vang direncanakan.
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¢, Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayvaran, serta
efisicnsi dan efektifitas penggunaan keuangan.

d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penvimpangan, PPK harus
scgera mengambil tindakan.

(2] Evaluasi:

a. Tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu  terhadap
pelaksanaan pekerjaan, vang melipuu:
1} Pengadaan dan penggunaan bahan;
2} Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
3} Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
4} Realisas) kevangan dan biava vang diperlukan;
o) Pelaksanaan lisik;
&) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

b, Darn hasil evaluasi, tm pengawas moemberitkan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaun
pekerjaan swakelola scelanjutnya

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakan
Pelaksana Swakelola

Paragral |
Perencanaan

Pasal [ 56

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan schagai
berikut:

1.

=

OPD menyusun kegiatan dan sasaran vang akan dilaksanakan dengan
cara swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari kelompok
masyvarakat,

Pﬂngada”:". barang/jasa hanya diberikan kepoada kelompok masvarakat
yvang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis.

PA/KPA bertanggungjawab terhadap penclapan kelompok masvarakat.
termasulk sasaran, wjuan dan besaran anggaran swakelola,

Pengadaan peckerjaan konstruks: hanva dapat berbentuk rehahilitasi,
renavasi dan konstruksi sederhana antara lain

a. Pengecatan;

bh. Pembuatan/pengerasan jalan linglkungan
Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh QOPD
untuk selanjutnva discrahkan kepada kelompok masvarakat sesua
dengan peraturan perundang-undangan,

PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan
penanggungiawab kelompok masyarakat,

Pembentukan tim swakelola dengan ketentuar

a. Diangkat oleh penanggungjawab kelompok masvarakat scsuai
dengan struktur organisasi swakelola.

b, Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
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1) Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
menyusun  KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau
spesifikasi teknis;

2) Tim pelaksana mempunyai lugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat
gambar pelaksanaan serta membual  laporan  pelaksanaan
pekerjaan;

3) Tim pengawas mempunyal tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan,
baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola,

Penyusunarn, KAK memual:

a., Uraian kegiatan vang akan dilaksanakan meliputi:
1] Latar belakang;
2) Maksud dan tujuan;
3] Sasaran;
4) Sumber pendanaan.
b, Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan.

c. Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan secara rinei yang dijabarkan dalam:
1] Rencana kerja bulanan,
2} Rencana kerja mingguan;
3} Rencana kerja harian.

d. Rincian biaya pekerjaan vang dijabarkan dalam:

1) Rencana biayva bulanan;
2) Biava mingguan.

¢. Produk yvang dihasilkan;

[ Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan,

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pckerjaan:

a. Tim swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perscorangan yang diperlukan;

b, Jadwal pclaksanaan sekerjaan  adalah waktu  dimulainya

; j ain
pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirmya pelaksanaan pekerjaan;
¢, Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan
mempertimbangkan  wakiu  yang  cukup bagi  pelaksanaan/
penvelesaian pekerjaan.

Rincian biava pekerjaan, tim  perencana  membuat rincian  biava

pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen anggaran dan dituangkan daiam RAB, meliputi;

a. Gaji tenaga ahli perscorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim
Swalelola:

. Pengadaan bahan,

¢. Pengadaan can penggunaan peralatan/suku cadang,

d. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya vang dibutuhkan,
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Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis

Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan
memanjang dan potongan mehintang;

Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai
dengan vang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kKerja:

&l

&,

Dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang
dan/atau lenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa
tersendiri  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  dan  etika
pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor o4
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
schagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Penyvusunan jadwal rencana  pengadaan  dilaksanakan  dengan
dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efekiifnva anggaran;

Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syvarat teknis dan
metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen
pengadaan;

Rencana  kebutuhan tenaga kerja harian  disusun  berdasarkan
rencana pelaksanann pekerjaan.

Pembentukan panitia/ pejabat pengadaan,

.

b,

Panitia/pejabat  pengadaan  diangkat oleh  penanggungjawab
kelompolk masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa
vang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola;

Panitia/ pejabatl pengadaan diperbolehkan bukan PNS.
Paragral 2
Pelaksanaan

Pasal 157

Pelaksanaan rencana kerju, tim pelaksana swakelola melaksanakan
pekerjaan vang telah disusun perencanaannya, yaill

.

d.

Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan
berdasarkan gambar rencana kerja;

Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve] serta jadwal
kebutuhan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan;

Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnva, peralatan /suku cadang
can/atau tenaga ahll perscorangan kepada penanggung Jawab
kelompok masyarakat  untuk  diproses  oleh panitia/ pejabat
pengaciaan;

Mendatangkan dan mengatur lenaga kerja/lenaga ahll perscorangan
untuk melaksanakan kegiatan/pekeriaan  sesual dengan  jadwal
pelaksanaan;
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Menvusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa
lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahh perscorangan;
Menyusun laporan  kemajuan pekerjaan  (realisasi  [isik  dan
keuangan).

Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
lenagd ahl perseorangan:

.

Pengadaan bahan, jasa lainnva, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan
dengan menggunakan metode pengadaan vang sesual;

Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau
kescluruhan, sesual dengan  kebuwshan, lokasi pekerjaan dan
kapasitas penyimpanan.

Pembayaran;

£,

1]
=

b;

.

Pembavaran upah tenaga kerja vang diperlukan dilakukan secara
harian berdasarkan:

Daltar hadir pekerja;

Dengan cara upah borong,

Pembayaran gaji tenaga ahli perscorangan (apabila diperlukan)
dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau Landa
bukti pembayvaran.

Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang.

Penvaluran dana kepada kelompok masvarakat dilakukan secara
bertahap, dengan ketentuan sehagai berilout:

Diberikan 40% (empal puluh perseratus) dari keseluruhan dana

apabila  kelompok  masvarakat  telah  siap melaksanakan

swakelola;

2, Diberikan 30% (Uza puluh perseratus) dari keseluruhan dana
apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus);

3. Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana

apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

Pelaporan Kemajuan pekerjaan dan dokumenlasi:

i,

(e

Laporan kemajuan  pelaksanasan pekerjaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh kelompok muasyvarakat kepada PPK secara
berkala;

Laporan kemajuan realisasi fisik dan Keuangan dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA setiap bulan;

Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluas) sctiap minggu
serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakeh dana
vang dikeluarkan sesuai dengan target [isik yvang dicapai;

Pencapaian target non-fisik dicatat dan dicvaluasi sebiap bulan;
Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perscorangan dicatat sctiap hari dalam laporan haran:

Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan;
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g. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan
pekerjaan, loto darn arah yang sama diambil pada saat sebelumn,
sedang, dan scsudah diselesaikannyva pekerjaan.

Pelaporan realisasi pekerjaan, dibuat olelh kelompok masyvarakat dan

dilaporkan kepada PPK vang benisi antara lain:

a. Struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terciri dari pembagian

tugas, pcndc](:galsmn wewendang  dan Eanggung j.L-lwa-:'[_} SCrla

pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;

o

Persiapan pekerjaan swakelola vang meliputi kesesuaian gambar
pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan,
jasa lainnya, peralatan/suku  cadang  dan/atau tenaga ahli
perscorangan;

¢. Pelaksanaan pekerjaan swakelola vang meliputi kesesuaiun jadwal
pelaksanaan  pekerjaan  terhadap  Jadwal rencana  pelaksanaan
pekerjaan, penverapan keuangan, penverahan pekerjaan sampaid
dengan sclesal 100% (sasaran akhir pckerjaan telah tercapat) dan
foto-foto dokumentasi;

d. Penggunaan bahan. jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan.

Penyerahan hasil pekerjaan:

a, Sewelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesal 100%  (sasaran
akhir pekerjaan  telah  tercapai), penanggungjawab  kelompok
masyvarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK;

b. PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada
PA /KPA melalui Berita Acara Serah Ternma Hasil Pekerjaan;

¢, Seiclah dilakukan penyverahan pekerjaan, dilanjutkan dengarn proses
penyverahan aset sesual dengan peraturan perundang-undangan

Paragral 3
Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 158

Pengawasan, pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas untuk

mengawasl pekerjaan mulal dan persiapan sampail akhir pelaksanaan

pekerjaan swakelola meliputi:

a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentas
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

b. Pengawasan leknis lerhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untok

mengetahul realisasi lisik pekerjaan lapangan meliputi;

1} Pengawasan terhadap bahan melipuli pengadaan, pemakaian dan
sisa bahan:

2) Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan;

: 1gawasar ‘hads: - unaan  lena <erja/ahli  agar

1) Pengawasan lerhadap penggunaan  lenaga  kerja a
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan vang direncanakan.
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2,

Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran scrta
efisiensi dan elektiflitas penggunaan kevangan,
d. Apabila dari hasil pengawasan ditemulkan penyimpangan, PPK harus
scgera mengambil tindakan.
(2} Evaluasi:
a. Tim  pengawas melakukan cvaluasi  setiap minggu  lerhadap
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
1) Pengadaan dan penggunaan material/ bahan;
2) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
4) Realisasi keuangan dan biava vang diperiukan;
5) Pelaksanaan fisik;
6) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
b. Dari  hasil evaluasi tersebut, penanggungjawab  memberikan
asukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan
pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya.

BAB X
PENGGUNAAN BARANG /JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
Pasal 1549

{1} Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, OPD wajib:

a. Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam
negerl, termasuk rancang bangun dan perekavasaan nasional dalam
pengacdaan barang/ jasa;

b. Memaksimalkan pengguinaan penvedia barang/jasa nasional;

c. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi keeil.

(2) Kewajiban OPD scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan pada
setlap tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari persiapan sampai
dengan berakhirnyva perjanjian/kontrak.

(3) Perjanjian/kontrak wajib mencantumkan persvaratan penggunaan:

d. Standar nasional Indoncsia alau standar lain vang  berlaku
dan/atau standar internasional vang sctara dan ditetapkan oleh
instansi terkait yang berwenang;

b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;

¢. Tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

(4) Pendavagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan bharang/
Jasa dilakulkan sebagai berikut:

a. Kelentuan dan syaral penggzunean hasil produksi dalam negori
dimual dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepads semua
peserta;
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b. Dalam proses cvaluasi pengadaan barang/jasa harus diteliti sebaik-
baiknya agar benar-benar merupakan hasil produkst dalam negeri
dan bukan barang/jasa impor vang dijual di dalam negeri;

¢. Dalam hal scbagian bahan untuk  menghasilkan  barang/jasa

produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa vang
memiliki komponen dalam negeri paling besar;

d. Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sedapal mungkin
digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau
potensi nasional.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar penvedia
barang/jasa dalam negeri bertindak secbapai penvedia barang/jasa
utama, sedangkan penyedia barang/jusa asing dapat berperan sebagai
sub-penyedia barang/jasa sesuai dengan kebuituhan,

Penggunaan lenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh
di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yvang nyata dan
diusahakan sccara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinva
pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.

Pengadaan barang vang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri
dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan
dengan kelentuan sebagai berikut:

a. Pemilahan atau pembagian  komponen  harus  benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi
di dalam negeri dan bagian atau komponen vang masih harus
diimpor;

b. Peserta pengadaan diwajibkan membuat daltar barang yang diimpor
vang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga vang
dilampirkan pada dokumen penawaran.

Pengadaan pekerjaan  terintegrasi yang lecdiri atas  bagian  atau

komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yvang masih harus

ditmpor, dilakukan dengan Ketentuan sebagai berikut;

a. Pemilahan atau pembagian komponen  harus  benar-benar
mencerminkan bagian atay komponen vang telah dapat diproduksi
di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus
diimpor;

D. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnyva scdapat
mungkin dilakukan di dalam negeri;

¢. Peserta pengadaan diwajibkan membuatl dallar barang vang dilmpor
yang dilengkapt dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga vang
dilampirkan pada dokumen penawaran,

Pengadaan barang impor dimurngkinkan dalam hal;

a. Barang tersebul belum dapal diproduks) di dalam negert;

b. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negert belum
memenuhi persvaratan;

¢. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan,



(10] Penyedia barang/jasa vang melaksanakan pengadaan barang/jasa vang
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diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelavanan
vang ada di dalam negeri.

Pasal 160

Penggunaan produk dalam necgeri scbagaimana dimaksud dalam Pasal
139 avat (1) huruf a, dilakukan sesual besaran komponen dalam neger:
pada seliap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia barang/
jasa yvang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh
perseralus).

Pembatasan penawaran produk asing vang dimaksud pada avat (2)
apabila terdapat paling sedikit 1 [satu) produk dalam negeri dalam daltar
invenlarisasi barang/jasa produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling
sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua]
produk dalam negeri dalam dafiar inventarisas) barang/jasa produksi
dalam negeri dengan nilal TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima
perseratus),

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayal
(3}, hanyva dapat diikuti oleh barang/jusa produksi dalam negeri
sepanjang barang/jasa lerscbul scsual dengan spesifikas) teknis vang
dipersyaratkan, harga yang wajar dan kcemampuan penyerahan hasil
ekerjaan dari sisi wakiu maupun jumlah.

Pekerja 1 S k1 pun jum]

TKDN mengacu pada daltar inventarisasi barang/jasa produksi dalam
negert vang diterbitkan oleh Kementernan yang membidangi urusan
perindustrian.

Ketentuan dan tata cara penghitungan TRKDN merujuk pada ketentuan
vang ditetapkan oleh Menteri vang membidangl urusan perindustrian
dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan barang/jasa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Perubahan Kedua alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintath,

Paragral 2
Preforensi Harge
Pasal 6]

Preferensi harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada
pengadaan barang/jasa vang dibiayval pirjaman luar negeri melalui
pelelangan internasional.

Preferensi harga untuk barang/jass dalam negeri diberlakukuan pada
pengadaan barang/jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanva berlaku
untuk pengadaan barang/jasa bernilai diatas Rp 1.000.000.000,00 {satu
miliar rupiah).
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Preferensi  harga untuk barang/jasa dalam necgeri  scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap produk vang diprioritaskan
untuk  dikembangkan, vang  ditctapkan  oleh Menteri  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah
mendapat pertimbangan dari menteri/ pimpinan lembaga teknis terkait.

Preferensi harga hanya diberikan kepada barang/jasa dalam negeri
dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima
perseratus),

Barang produksi dalam negeri sebagnimans dimaksud pada avat (4],

tercantum dalam daltar barang produksi dalam negert vang dikeluarkan

aoleh Menteri vang membidangi urusan perindustrian.

Preferensi harga untuk barang produkst dalam negeri paling ungei 15%

(lima belas perseratus).

Preferensi harga untuk pcekerjaan konstruksi yvang dikerjakan oleh

kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus] diatas

harga penawaran terendah dar kontraktor asing

Harga evaluasi akhir dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

o e =) 3

a. Preferenst terhadap komponen dalam negerl barang/ jasa adalah
tinglkat koemponen dalam negeri dikalikan preferens harga;

3. Preferenst harga diperhitungkan dalan cvaluasi harga penawaran
vang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk
korelksi aritmatik;

e, Perhitungan harga evaluasi akhir adalah sebagai berikul:

1A = (ﬁl % 1P
1. iy

HEA = Harga Evaluasi Akhir.
= Koelisien Prelerenst (Tinglkat  Kom T alar CarTi
KP Koelisien  Preflerenst (Tingleal OO ET ilam  Neg
(TKDON) dikali Preferensi Lertinggl Barang/Jasal.
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran vang memenuhi

persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA vang
sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah schagai pemenang,
Pemberian Preferenst Harga sebagaimana dimaksud pada avat (1), udak
mengubah  harga penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja
engadaan  untuk keperluan perhitungan HEA guna menctapkan
peng P i = g P
peringkat pemenang pelelangan/ seleksi.

Paragraf 3
Pengawasan Penggunaan Produlesi Dalam Negeri
Pasal 162

APIP  melakukan pemeriksaan  terhadap pemenuhan  penggunaan
produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan
INStANSINYS mMasing-masing.



(2} APIP  segera  melakukan langkah  serta  tindakan yang bersifat

(3)

()

{4}

kuratil/ perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam PENgUUNAUN
produksi  dalam negerl, termasuk  audit  teknis {technical audit)
i

berdasarkan dokumen pengadaan dan kontrak pengadaan barang/jasa
vang bersangkutan,

Dalam hal hasil pemecriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan adanya ketidaksesuaion dalam penggunaan barang/jasa
produksi dalam negeri, penvedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
. 4 Penge
Barang/Jasa Pemerintah  seba aimana  telah  beberapakali  diubah
’ g

lerakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ientang
Perubahan Kedua Alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PPK yang menyimpang dari ketentuan ing dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADE XI
PERAN SERTA USAHA KECIL
Pasal 163

Dalam pengadaan barang/jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang
Usaha Mikro dan Usaha Keeil serta koperasi keeil.

Dalam proses perencanaan  dan Rpenganggaran  kegiatan, PA/KPA
mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Nilai paket pekerjasan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juita
rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi
kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi eknis
vang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil seria
koperasi kecil.

Pengaturan schagaimana dimaksud pada avat (3] untuk pengadaan jasa
konsultansi  di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menter VEng
melakukan tugas pembinaan  d] Gidang  jasa konstruksi  setelah
dikonsultasikan kepada LKPP

Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
melalui pengadaan ba rang/jasa ditelapkan schagai berikut:

a. Setiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat rencana pengadaan
barang/jasa dengan sebanvak mungkin menvediakan paket-paket
pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil:

b PA/KPA menyampaikan puket pekerjaan  kepada  instansi vang
membidangi Usaha Mikro dan Usaha Keeil serta Koperasi kecil,

Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi
upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemilraan antara usaha non-
kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha RKecil serta koperasi kecil di
lingkungan instansinya,



(1)
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BARE X1l
KONSEF RAMA LINGKUMNGAN
Pasal 164

Konsep ramah lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan
kebutuhan barang/jasa OPD, sehingga kescluruhan tahapan proses
pengadaan dapat memberikan manlaat bagi OPD dan masyarakal serta
perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.

Konsep pengadaan ramah lingkungan dapat diterapkan dalam dokumen
pemilithan berupa persyaratan-persyaratan lertentu, yang mengarah
pada pemanflaatan sumber daya alam secara aril dan mendukung
pelestarian  fungsi  lingkungan hidup  sesual dengan  karakteristik
pelerjaan.

Pengadaan barang/jasa vang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud
pada avat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan elekuilitas
pengadaan (value for moneyy).

BARB XIII
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pertama
ketentuan Umum Pengadaan Sccara Elektronik
Pasal 165

Pengadaan barang/jasa secara elekironik dilakukan dengan cara e-
tendering atau e-purchasing.

Pengadaan barang/jasa pemerinlah secara elekironik bertujuan untuk:
a. Meningkatkan transparansi dan akuntabililas;

b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c. Memperbaikt lingkat efisicnsi proses pengadaan;

d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan

e. Memenuhi kebutuhan akses inflormasi vang real time.

Bagian Kedua
E-Tendering dan E-Purchasing
Pasal 166
Ruang lingkup e-tendering melipuli proses pengumuman pengadaan
barang/jasa sampal dengan pengumumam pomenang.
Para pihak yang terlibat dalam e-tendering schagaimana dimaksud pada
avat (1} adalah PPK, Pokja/P¢jabat pengadann dan Penyedia barang/
jasa.
r"_'T' Il |i'. "'r-ll‘ } :||]_-“i|< s ":'Il.{'.'l" 1 bl L T e ey leaT Sras ] T E TN T
E-Tenclertng dilaksanakan dengan menggunakan sistem  pengadaan
sccara eleklronik vang disclenggarakan oleh LPSE.
Sistem e-lendering yang disclenggarakan olech LPSE wajib mementthi
persyaratan schagal berikut:
a. Mengacu pada standar vang melipull interoperabilitas dan integritas
dengan system pengadaan barang/jasa sceara clektronik;

5. Mengacu pada standar prosecs pengadaan scoara elektromk; dan



(5]

(7]

(&)

(1)

(3}

¢, Tidak terkait pada lisensi tertentu (free license)

Dalam rangka E-Purchasing, system katalog elekironik (E-Catalogue)
sckurang-kurangnya memual informasi teknis dan harga barang/jassa.
Sistem katalog eleklronik sebapgaimana dimaksud pada avat (5]
diselenggarakan oleh LKPP.

Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan
oleh Kepala LKPP.

CPD melakukan E-Purchasing lerhadap barang/jasa vang sudah dimuat
dalam sistem katalog elekironilk.

BAB XIV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 167
QPD dilarang melakukan pengulan dalam bentuk apapun dalam

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

o X

Pimpinan OPD wajib melaporkan secara berkala per triwulan realisasi
pangadaan barang/jasa kepada Bupall melalui BLPBJ,

Bupati melalui BLPBJ melaporkan sceara berkala per semester realisas
pengadaan barang/ jasa kepada LKPP,

OPD wajib melakukan pengawasan lerhadap PPR dan Pokja/Pejabat
Pengadaan di lingkungan OPD masing-masing, dan menugaskan aparat
pengawasan intern vang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai
dengan ketentuan,

OPD menyelenggarakan sistem whistleblower pengadaan barang/jasa
pemerintah dalam rangka pencegahan KKN,

Penyelenggaraan sistem whistleblower schagaimana dimaksud pada avat
14) dikeordinasikan oleh LKPP.

Masyvarakat dapat melakukan pengawasan  lerhadap  pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa pemerintah,

Bagian Kedua
Pengaduan
Pasal 164

Dalam hal penyvedia barang/jasa atau masvarakal menemukan indikasi
penyimpangan  prosedur, KKN  dalam  pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan vang sehat
dapat mengajukan pengaduan  atas  prosces  pemilihan  penvedia
barang/jasa.

Pengaduan scbagaimana dimaksud pada avar (1) ditujukan kepada APIP
vang bersangkutan danfalau LKPP, discrtan bukt-bukti  kuat vang
terkant langsung dengan materi pengaduan.

APIP dan LEPP sebagaimana dimaksud pada ayat [2) sesual dengan
kewenangannya menindaklanjuti pengaduan vang dianggap beralasan.



116

(4) Hasil tindak lanjut pengaduan vang dilakukan APIP stbagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati, dan dapal
dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetijuan Bupati,
dalam hal divakini terdapat indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme vang
akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan
BPKP.

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan sciclah
kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian Negara,

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 169

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa vang dapat dikenakan
sanksi adalah:

a. Berusaha mempengaruhi Pokja/Pejabat Pengadaan/pihak lain vang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun
tidak langsung guna memenuhi keinginunnya yang bertentangan
dengan ketentuan dan prosedur vang rtelah ditelapkan dalam
dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Melakukan persckongkolan dengan penvedia barang/jasa lain untuk
mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/
atau meniadakan persaingan vang schat dan/atau merugikan orang
lain:

02

Membual dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persvaratan pengacaan
barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan:

i iy P (% ]J

d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau
mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan vang
tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapal diterima
oleh Pokja/Pejabat Pengadaan;

e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secars
bertanggung jawab; dan/atay

[.  Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan
penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa
untuk keperluan instansinva masing-masing, ditemukan adanva
ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam
Negeri;

g. Ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi vang disampaikan
penvedia barang/jasa;

h. Dilakukan pemutusan kontrak secars sepihak oleh PPK vang
disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa;

1. Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan;

Jo Terbulkdi terlibat kecurangan dalam pengumuman lela ng;
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k. Dalam evaluasi ditemukan bukui adanya persaingan usaha vang
tdak sehat dan/atau  terjadi  pengaturan  bersama (kolusi/
persekongkolan) antar pescrta, dan/atau peserta dengan Pokja/
Pejabat Pengadaan /PPK;

l.- Dalam kiarilikasi kewajaran harga, penyedia barang/jasa menolak
menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah
B0% HPS;

m. Hasil pembuktian kualifikasi diternukan pemalsuan data;

n. Menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB.J) dengan
alasan yang tidak dapat diterima secara oby ektil oleh PPK;

0. Mengundurkan diri dan mass penawarannya masih berlaku denean
alasan vang tidak dapat diterima secara obvekitil oleh PPK:

p. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan
lindakan lainnya untuk mempengaruhi stapapun vang diketahui
atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa,

q. Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacal mutyu dalam
jangka waktu yang ditentukan:

r. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemer kuy
Keuangan/APIP vang mengakibatkan timbulnyva kerugian keuangan
negara: dan atau

5. Tﬂ'%tbulni melakukan penyimpangan prosedur, korupsi, kolusi dan
nepotisme, dan/atau  pelanggaran persaingan sehat  dalam
DE‘]d]{b’iﬂrldl‘l pengadaan barang/jasa.

Perbuatan scbagaimana dimaksud pada avat (1), dikenakan sanksi
berupa:

a. Sanksi administratif;

b. Sanksi pencantuman dalam Daltar Hitam:

c. Gugatan secara perdata; dan/atay

d. Pelaporan sccara pidana kepada pihak berwenang.

Pemnberian  sanksi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurul a,
dilakukan oleh PPK/Pokja/Pejabat Pengadaan sesuaj dengan ketentuan,

Pemberian sanksi sebasaimana dimaksud pada ayat (2} hurul b,

dilakukan olehh PA/KPA  setelah  menda apat masukan dari PP/
Pokja/ Pfylbm Pr:ng,ddalm sesuail dengan kelentuan,

Ketertugih "-C‘bfd“.:.’lll"ﬂdﬂri dimaksud pada ayval (2) hurul ¢ dan hural ¢
dilakukém sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Apabila- - ditemukan  penipuan/pemalsuan  atas  informasi yang
disampaikan penyedia barang/jasa. dikenakan sanksi pembatalan
sebagal calon pemenang, dimasukkan dalam Daltar Hitam dan jaminan
pengadaan barang/jasa dicairkan dan diselorkan ke kas negara/daerah.
Apabila terjadi  pelanggaran dan/atau  kecurangan  dalam Proses
Pengadaan Barang/Jasa, maka Pokja:

a. Dikenakan sanksi administrasi;

b. Dituntut ganti rugi; dan/atau

¢. Dilaporkan secara pidana.
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Pasal 170

Perbuatan atau tindakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayal (1)
huruff [ selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
ayat f2Ehuruf a dan hurul b, dikenakan sanksi finansial,

Pasal 171

Selain perbuatan atau tindakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 160
ayal (1), penyvedia barang/jasa yvang terlambat menvelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam  kontrak karena
kesalahan penvedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar
L/ 1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilaid bagian kontrak untuk
setiap hari keterlambatan.

Pasal 172

Ronsultan perencana vang tidak cermal dan mengakibatkan kerugian
negara,  dikenakan  sanksi herupa  keharusan menyusun  kermnbali
perencandan dengan beban biava dart konsultan vang bersanekulan,
dan/atau tuntutan ganti rugi.
i Pasal 173
PPK vang melakukan cidera janji lerhadap ketentuan vang termual dalam
Rontrak, dapat dimintakan ganil rugi dengan ketentuan sebagai bherikut:
a. Besarnya ganti rugi yang dibavar oleh PPK  atas  kelerlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga lerhadap nilai tagihan vang terlamhbat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga vane berlaku pada saat it
. E Ba YEiL |
menurut ketetapan Bank Indonesia; atau

b. Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pasal 174

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman pengadaan, sanksi

diberikan kepada anggola Pokja/Pejubat  Pengadaan  sesuai peraturan

perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 1735

(1] Kepala OPD dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 169 ayat (2) hurul b, yang memuat identitas penyedia barang/jasa
vang dikenakan sanksi oleh OPD.,

(2] Dallar Hitam schagaimana dimaksud pada avat (1), memuat;

a. Penyedia  barangfjusa  yang dilarang  mengikuti pengadaan
barang/jasa pada OPD vang bersangkutan.

0. Penyedia barang/jasa vang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga
Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegialan vang termasuk dalam ruang
lingkup Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenlang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3] OPD menyerahkan Daftar Hitamn kepada LKPP untuk dimasukkan dalam

Daftar Hitam Nasional.

(4] Daltar Hitam Nasional scbagaimana dimaksud pada  avar (30

dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadann Nasional,
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BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses pemilihan penyedia
barang/jasa, contoh formulir pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen
pengadaan barang/jasa, dan standar kontrak berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlalku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 177

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku
untuk tahun anggaran 2015.

Pasal 178
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 42
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BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 176
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses pemilihan penyedia
barang/jasa, contoh formulir pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen
pengadaan barang/jasa, dan standar kontrak berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 177
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku
untuk tahun anggaran 2015.
Pasal 178
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 42



